
TINDAK PIDANA INTERNASIONAL & 
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA 
YANG BERAT 

1. Pengantar terhadap UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 

dan Statuta Roma 
​
Tujuan Umum​
 

Tujuan umum yang ingin dicapai dengan adanya topik ini adalah untuk memberikan 
pemahaman mendalam mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang diatur 
dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta pengenalan terhadap 
Statuta Roma. Peserta diharapkan mampu memahami konteks hukum nasional dan 
internasional yang relevan dengan penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
di Indonesia.​
​
 

Tujuan Khusus​
 

Berikut adalah tujuan khusus dalam pelatihan pelanggaran HAM yang berat dengan 
mengajarkan "Pengantar terhadap UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan 
Statuta Roma":​
​
- Memahami latar belakang dan tujuan pembentukan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM.​
- Mengidentifikasi komponen utama dan struktur Pengadilan HAM berdasarkan UU Nomor 
26 Tahun 2000.​
- Menjelaskan konsep dan prinsip dasar yang terkandung dalam Statuta Roma.​
- Mengevaluasi hubungan antara UU Nomor 26 Tahun 2000 dan Statuta Roma dalam 
konteks hukum internasional dan nasional.​
- Menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem hukum nasional dan internasional 
terkait pelanggaran HAM yang berat.​
​
 



A. Kerangka Hukum Pengadilan HAM Menurut UU No. 26/2000 

1. Latar Belakang 

a. Pentingnya Pengadilan Khusus untuk Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang 

Berat 

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan langkah 
penting dalam menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM 
yang berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dianggap sebagai "extra 
ordinary crimes" yang berdampak luas baik secara nasional maupun internasional. Oleh 
karena itu, perlu adanya pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus ini guna 
menjamin penegakan hukum, keadilan, dan rasa aman bagi masyarakat. Pengadilan HAM 
berfungsi untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, termasuk 
yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia oleh warga negara Indonesia. Langkah ini 
juga sejalan dengan kewajiban moral dan hukum Indonesia sebagai anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dalam menghormati dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia. Dengan adanya Pengadilan HAM, diharapkan pelanggaran HAM yang berat dapat 
ditangani secara efektif, memberikan perlindungan terhadap korban, dan menciptakan 
kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak yang terdampak.​
​
 

b. Pembentukan Pengadilan HAM di Lingkungan Pengadilan Negeri. 

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, merupakan pengadilan khusus yang berada di 
lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM dibentuk untuk menangani perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Struktur pengadilan ini dirancang untuk 
memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil terhadap pelanggaran HAM yang berat, 
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.​
​
Pembentukan Pengadilan HAM di lingkungan Pengadilan Negeri telah diatur secara khusus 
dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Untuk pertama kali, Pengadilan 
HAM dibentuk di empat lokasi utama: Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makasar. 
Pengadilan HAM di Jakarta Pusat mencakup wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 
Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan 
Kalimantan Tengah. Sementara itu, Pengadilan HAM di Surabaya mencakup wilayah Provinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pengadilan HAM di 
Makasar mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya, dan Pengadilan HAM di Medan 
mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan 
Sumatera Barat.​
​



Pengadilan HAM Ad Hoc juga dapat dibentuk untuk menangani pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000. Sesuai dengan Pasal 43, Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan 
Presiden. Pengadilan HAM Ad Hoc ini berada di lingkungan Peradilan Umum dan bertugas 
memeriksa serta memutus kasus berdasarkan peristiwa khusus yang memerlukan 
perhatian dan penanganan khusus, dalam rangka menegakkan keadilan bagi para korban 
pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

c. Pengesahan UU No. 26 Tahun 2000 Sebagai Landasan Hukum untuk Pengadilan HAM di 

Indonesia. 

Pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks tekanan dunia internasional, khususnya 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di 
Timor Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Situasi keamanan dan hak asasi manusia di 
Timor Timur memburuk setelah jajak pendapat tersebut, menarik perhatian internasional 
untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memulihkan keadaan.​
​
​
​
Laporan dari Komisi Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk Timor 
Timur mengungkapkan telah terjadi beberapa pelanggaran berat hak asasi manusia. 
Beberapa pelanggaran tersebut termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan 
paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan 
pembumihangusan. Kondisi ini memicu Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan 
Resolusi Nomor 1264 Tahun 1999. Resolusi ini mengecam pelanggaran berat hak asasi 
manusia yang terjadi setelah jajak pendapat di Timor Timur, termasuk penyerangan 
terhadap personil kemanusiaan nasional dan internasional serta penderitaan rakyat sipil 
akibat pemindahan paksa.​
​
​
​
Dalam merespon situasi tersebut, serta untuk memenuhi amanat Ketetapan MPR-RI Nomor 
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan lembaga-lembaga tinggi 
negara dan aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan 
pemahaman mengenai hak asasi manusia, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk 
menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dianggap sebagai "extra 
ordinary crimes" dan berdampak luas baik pada tingkat nasional maupun internasional.​
​
​
​



Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini merupakan bagian dari tanggung 
jawab moral dan hukum Indonesia dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang 
telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur 
pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, 
berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat dan keputusan Presiden.​
​
 

2. Struktur Pengadilan HAM 

a. Yurisdiksi: Menangani Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia yang Terjadi di Dalam 

dan Luar Negeri Jika Pelaku Adalah Warga Negara Indonesia. 

Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan Pasal 4, Pengadilan HAM 
memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat di dalam negeri. Struktur Pengadilan HAM ini terdiri dari majelis 
hakim yang berjumlah lima orang, dengan komposisi dua orang hakim karier dari 
Pengadilan HAM dan tiga orang hakim ad hoc. Majelis hakim ini diketuai oleh salah satu 
hakim karier dari Pengadilan HAM. ​
​
​
​
Selain itu, Pasal 5 memperluas yurisdiksi Pengadilan HAM untuk juga memeriksa dan 
memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di luar batas 
teritorial wilayah negara Republik Indonesia, asalkan pelakunya adalah warga negara 
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi Pengadilan HAM tidak hanya terbatas 
pada wilayah Indonesia, tetapi juga mencakup tindakan pelanggaran HAM berat yang 
dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Adanya ketentuan ini menegaskan 
komitmen Indonesia dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM berat, 
di mana pun tindakan tersebut dilakukan.​
​
 

b. Hubungan dengan Instrumen Internasional Seperti Statuta Roma. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di 
Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan berbagai instrumen hukum internasional, 
termasuk Statuta Roma. Hubungan ini penting untuk memahami bagaimana Indonesia 
merespons dan menyesuaikan diri dengan standar internasional dalam penanganan 
pelanggaran HAM yang berat.​
​
Statuta Roma adalah dasar hukum bagi pembentukan International Criminal Court (ICC) 
yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, 



kejahatan perang, dan agresi. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, 
prinsip-prinsip dan ketentuan yang terkandung di dalamnya telah mempengaruhi 
pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.​
​
Beberapa elemen penting dari Statuta Roma yang diadaptasi dalam Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 antara lain:​
​
1. **Konsep Tanggung Jawab Komando**:​
   - Pasal 42 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengadopsi prinsip 
tanggung jawab komando yang juga terdapat dalam Statuta Roma. Pasal ini menetapkan 
bahwa komandan militer atau orang yang bertindak sebagai komandan militer dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan di 
bawah komando dan pengendalian efektifnya, jika ia mengetahui atau seharusnya 
mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang atau baru saja melakukan pelanggaran HAM 
yang berat, dan tidak mengambil tindakan yang layak untuk mencegah atau menghentikan 
perbuatan tersebut.​
​
2. **Yurisdiksi atas Kejahatan Internasional**:​
   - Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mencakup yurisdiksi atas kejahatan 
terhadap kemanusiaan, yang juga merupakan salah satu kategori kejahatan di bawah 
yurisdiksi ICC menurut Statuta Roma. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya 
penegakan hukum internasional di tingkat nasional.​
​
3. **Elemen Kejahatan**:​
   - Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak secara eksplisit mencantumkan 
"Elements of Crimes" seperti yang terdapat dalam Statuta Roma, prinsip-prinsip dasar 
mengenai definisi dan elemen kejahatan terhadap kemanusiaan telah diintegrasikan ke 
dalam undang-undang ini, dengan deskripsi lebih detail terdapat dalam Pasal 9.​
​
Dengan demikian, meskipun Indonesia belum menjadi Negara Pihak ICC, Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 telah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan standar 
internasional yang ditetapkan oleh Statuta Roma. Hubungan ini mencerminkan komitmen 
Indonesia untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam menangani pelanggaran HAM 
yang berat sesuai dengan perkembangan hukum internasional.​
​
 

3. Proses Hukum 

a. Penyelidikan: Dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 

Penyelidikan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia 
dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berdasarkan UU Nomor 
26 Tahun 2000, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memeriksa 
peristiwa yang diduga mengandung pelanggaran HAM yang berat. Proses penyelidikan 



melibatkan penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat, pengumpulan keterangan 
dan barang bukti, serta pemanggilan pihak terkait seperti pengadu, korban, dan saksi. 
Komnas HAM juga dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan perintah tertulis 
dari penyidik. Hasil penyelidikan yang menunjukkan bukti permulaan yang cukup akan 
disampaikan kepada penyidik dalam waktu tujuh hari untuk ditindaklanjuti. Jika penyidik 
menilai hasil penyelidikan kurang lengkap, hasil tersebut dikembalikan kepada Komnas 
HAM untuk dilengkapi dalam waktu 30 hari. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan 
objektivitas dan independensi dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

b. Penyidikan: Dilaksanakan oleh Jaksa Agung Berdasarkan Hasil Penyelidikan Komnas HAM. 

Penyidikan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyidikan 
dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas 
HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 26/2000. Penyidikan harus 
diselesaikan dalam waktu paling lambat 90 hari sejak hasil penyelidikan diterima dan 
dinyatakan lengkap oleh penyidik, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 90 hari 
tambahan oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya, dan jika 
diperlukan, dapat diperpanjang lagi hingga 60 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak 
diperoleh bukti yang cukup, maka Jaksa Agung wajib mengeluarkan surat perintah 
penghentian penyidikan, yang hanya dapat dibuka kembali jika terdapat alasan dan bukti 
lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Selain itu, korban atau 
keluarganya berhak mengajukan praperadilan jika tidak puas dengan penghentian 
penyidikan tersebut.​
​
 

4. Hak dan Kewajiban 

a. Penuntutan: Dilakukan oleh Jaksa Agung atau Jaksa yang Ditunjuk. 

Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diatur secara khusus dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. Menurut Pasal 23, penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
dilakukan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengangkat penuntut 
umum ad hoc yang dapat terdiri atas unsur pemerintah dan/atau masyarakat. Penuntut 
umum ad hoc ini sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji 
menurut agama masing-masing. ​
​
Untuk diangkat menjadi penuntut umum ad hoc, seseorang harus memenuhi beberapa 
syarat, antara lain: ia harus merupakan warga negara Republik Indonesia, berumur 
sekurang-kurangnya 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun, berpendidikan sarjana hukum dan 
berpengalaman sebagai penuntut umum, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, 
berkelakuan tidak tercela, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta 



memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.​
​
Selain itu, dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung sebagai penyidik dan 
penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk 
kepentingan penyidikan dan penuntutan. Ini menunjukkan peran sentral Jaksa Agung dalam 
proses hukum pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dari tahap penyidikan hingga 
penuntutan. ​
​
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga memiliki peran penting dalam 
proses ini, karena sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa 
Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Hal ini menunjukkan adanya 
mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas 
dalam proses hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

5. Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Berdasarkan Keputusan Presiden dengan 

Persetujuan DPR untuk Kasus Sebelum Berlakunya UU Ini 

Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Berdasarkan Keputusan Presiden dengan 
Persetujuan DPR untuk Kasus Sebelum Berlakunya UU No. 26 Tahun 2000​
​
Dalam rangka menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, diperlukan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan ini diatur secara 
khusus dalam Pasal 43 dari UU No. 26/2000. ​
​
Menurut Pasal 43 ayat (1), pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum 
diundangkannya undang-undang ini harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad 
hoc. Pengadilan HAM ad hoc ini dibentuk berdasarkan usul dari Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia (DPR RI) dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Dalam proses 
pembentukan ini, DPR RI mendasarkan usulannya pada dugaan terjadinya pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu, memastikan 
bahwa hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang ini diundangkan 
yang dapat diadili oleh Pengadilan HAM ad hoc.​
​
Pengadilan HAM ad hoc juga berada di lingkungan Peradilan Umum, yang berarti bahwa 
pengadilan ini beroperasi di bawah sistem peradilan umum yang ada, tetapi dengan 
kekhususan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal 
ini menunjukkan bahwa walaupun Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan khusus, ia 
tetap merupakan bagian dari sistem peradilan nasional Indonesia.​
​
Dalam konteks ini, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc merupakan pengecualian dari 
asas non-retroaktif yang umumnya berlaku dalam hukum pidana, di mana seseorang tidak 



dapat diadili berdasarkan undang-undang yang berlaku surut. Namun, karena urgensi dan 
keparahan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, asas retroaktif dapat diberlakukan 
dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J 
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.​
​
Dengan demikian, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc melalui Keputusan Presiden atas 
usul DPR RI adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26/2000 dapat diadili secara 
adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.​
​
 

a. Pengadilan: Dilaksanakan Sesuai dengan Prosedur Hukum Acara yang Berlaku. 

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum 
acara yang berlaku, dengan beberapa ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 10 undang-undang tersebut, proses hukum atas 
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum 
acara pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini.​
​
Proses persidangan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di pengadilan tingkat 
pertama harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak perkara 
diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim 
yang terdiri dari tiga hakim ad hoc dan dua hakim karir. Di tingkat banding, berdasarkan 
Pasal 23, pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga hakim ad hoc dan 
dua hakim karir di Pengadilan Tinggi dan harus diselesaikan paling lama dalam 90 hari 
sejak berkas perkara diterima. ​
​
Untuk tingkat kasasi, pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga 
hakim ad hoc dan dua hakim karir di Mahkamah Agung, dan harus diselesaikan paling lama 
dalam 90 hari. Proses banding dan kasasi ini memberikan kesempatan bagi para pihak 
untuk mengajukan upaya hukum jika merasa tidak puas dengan putusan di tingkat 
sebelumnya, sehingga memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Namun, dalam 
praktiknya, terutama dalam kasus-kasus Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, seringkali 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini terlampaui, yang menjadi tantangan 
tersendiri dalam penegakan hukum pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia.​
​
 

b. Hak Korban: Hak Atas Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur 
mengenai hak-hak korban dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 
35 UU ini menyebutkan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
atau ahli warisnya, dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hak-hak ini 
dimaksudkan untuk memberikan penggantian atas kerugian yang dialami oleh korban baik 



secara materiil maupun non-materiil. Dalam amar putusan Pengadilan HAM, kompensasi, 
restitusi, dan rehabilitasi harus dicantumkan sebagai bentuk pengakuan hak-hak korban.​
​
Kompensasi dalam konteks ini merujuk kepada ganti kerugian yang diberikan oleh negara 
karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung 
jawabnya. Restitusi, di sisi lain, adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau 
keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian harta 
milik, pembayaran atas kehilangan atau penderitaan, serta penggantian biaya untuk 
tindakan tertentu. Rehabilitasi mencakup pemulihan pada kedudukan semula korban, 
seperti mengembalikan kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.​
​
Peraturan Pemerintah lebih lanjut akan mengatur mengenai tata cara pelaksanaan 
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ini untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat 
terpenuhi dengan baik. Dalam praktiknya, penting untuk memastikan bahwa perlindungan 
dan pemulihan hak-hak korban dilaksanakan secara efektif dan proporsional dengan 
besarnya pelanggaran serta kerugian yang diderita. Hal ini mencakup perlindungan fisik dan 
mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan, serta akses terhadap layanan hukum 
dan sosial yang memadai.​
​
 

c. Hak Pelaku: Hak Atas Pembelaan Hukum yang Adil dan Tidak Memihak. 

Hak-hak tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) juga berlaku bagi mereka yang dihadapkan pada Pengadilan Hak Asasi 
Manusia (HAM) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hak-hak tersebut mencakup hak atas pembelaan 
hukum yang adil dan tidak memihak, yang merupakan bagian dari prinsip hukum acara 
pidana yang berlaku di Indonesia. Tersangka atau terdakwa dalam kasus pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, termasuk 
hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk mendapatkan informasi mengenai 
tuduhan yang dihadapkan kepadanya, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil 
selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dengan demikian, Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 memastikan bahwa dalam konteks Pengadilan HAM, hak-hak dasar 
tersangka atau terdakwa tetap dihormati dan dijamin, sebagaimana diatur dalam KUHAP.​
​
 

B. Jenis-jenis kejahatan pelanggaran HAM berat dan unsur-unsurnya sesuai UU 

No. 26/2000, Statuta Roma, dan rujukan otoritatif lainnya 

1. Definisi Pelanggaran HAM yang Berat 

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak secara eksplisit 
mendefinisikan istilah "pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat", namun menetapkan 
bahwa pelanggaran tersebut mencakup dua kategori utama: kejahatan genosida dan 



kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida diartikan sebagai setiap perbuatan 
yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau 
sebagian kelompok nasional, ras, etnis, atau agama. Sementara itu, kejahatan terhadap 
kemanusiaan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan 
yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan massal, 
penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang dilakukan 
secara sistematis. Kategori-kategori ini dianggap sebagai "extraordinary crimes" yang 
sangat serius sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional.​
​
 

a. Genosida 

Genosida, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan 
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 
bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama, dengan cara:​
​
a. Membunuh anggota kelompok;​
b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota 
kelompok;​
c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara 
fisik baik seluruh atau sebagiannya;​
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; 
atau​
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.​
​
Sementara itu, Pasal 6 Statuta Roma juga mendefinisikan genosida sebagai setiap dari 
perbuatan berikut yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau 
sebagian, suatu kelompok kebangsaan, etnis, ras, atau keagamaan:​
​
a. Membunuh anggota kelompok tersebut;​
b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok 
tersebut;​
c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang 
diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk 
sebagian;​
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam 
kelompok tersebut; atau​
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.​
​
Walaupun dalam penjelasannya, UU No. 26/2000 menyatakan bahwa kejahatan genosida 
yang ada dalam ketentuan tersebut sesuai dengan Statuta Roma Mahkamah Pidana 
Internasional, terdapat beberapa perbedaan dalam definisi. UU No. 26/2000 menggunakan 
frasa "setiap perbuatan" (any action), sementara Statuta Roma menggunakan frasa "setiap 



dari perbuatan" (any of the following acts). Selain itu, UU No. 26/2000 menambahkan kata 
"menghancurkan" (exterminate) dan frasa "dengan cara" (by way of).​
​
 

b. Konvensi Genosida 1948 

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida, lebih 
dikenal sebagai Konvensi Genosida 1948, disahkan pada 9 Desember 1948 dan mulai 
berlaku pada 12 Januari 1952. Konvensi ini telah diratifikasi secara luas oleh negara-negara 
di dunia dan menetapkan kewajiban absolut untuk melakukan proses hukum terhadap 
individu yang diduga bertanggung jawab atas tindakan genosida sebagaimana didefinisikan 
dalam konvensi tersebut. ​
​
​
​
Konvensi Genosida menetapkan dua batasan penting untuk penerapannya. Pertama, 
konvensi ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki niat khusus untuk menghancurkan 
bagian penting dari kelompok sasaran, yang dikenal sebagai dolus specialis atau niat 
genosida khusus. Kedua, kelompok yang menjadi sasaran genosida harus termasuk dalam 
kategori yang disebutkan dalam konvensi, yaitu kelompok kebangsaan, etnis, ras, dan 
agama. Konvensi ini tidak mencakup kelompok politik.​
​
​
​
Dalam konteks hukum internasional, kejahatan genosida diakui sebagai bagian dari hukum 
kebiasaan internasional dan lebih jauh lagi merupakan norma jus cogens, yang berarti 
bahwa larangan terhadap genosida adalah peraturan yang tidak dapat diabaikan oleh 
negara mana pun. Kejahatan genosida dianggap terbukti telah dilakukan apabila sejumlah 
kejahatan yang dilarang telah dilakukan dengan adanya niat khusus untuk melakukan 
genosida.​
​
​
​
Perbedaan utama dalam rumusan hukum Indonesia dengan Statuta Roma serta Statuta ICTY 
(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) dan ICTR (International 
Criminal Tribunal for Rwanda) adalah penggunaan istilah "memusnahkan" yang 
membutuhkan pembuktian lebih berat dibandingkan dengan istilah "menghancurkan".​
​
 



2. Jenis-jenis Kejahatan Pelanggaran HAM Berat 

a. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu jenis pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 26/2000, kejahatan 
terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang 
meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi:​
​
a. Pembunuhan;​
b. Pemusnahan;​
c. Perbudakan;​
d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;​
e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 
sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional;​
f. Penyiksaan;​
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, 
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang 
setara;​
h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari 
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan 
lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 
internasional;​
i. Penghilangan orang secara paksa;​
j. Kejahatan apartheid.​
​
Elemen umum (chapeau elements) dari kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 
unsur-unsur yang membedakan tindak pidana ini dari tindak pidana biasa yang diatur 
dalam hukum pidana nasional. Elemen-elemen ini memberikan karakteristik khusus yang 
membuat kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan internasional. Menurut Pasal 7 
Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan harus terjadi dalam konteks serangan yang 
luas atau sistematik terhadap penduduk sipil, baik dalam masa perang maupun damai. Pasal 
9 UU No. 26/2000 menambahkan bahwa serangan tersebut harus ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil, yang berarti adanya niat atau kesadaran bahwa tindakan tersebut 
diarahkan langsung kepada populasi sipil.​
​
Perlu dicatat bahwa perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam undang-undang Indonesia, 
ada penekanan pada serangan yang ditujukan secara langsung, memberikan konsekuensi 
bahwa bukti harus menunjukkan adanya niat langsung dalam serangan terhadap penduduk 
sipil. Unsur-unsur umum ini membentuk definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan 
membedakannya dari kejahatan biasa yang diatur oleh hukum pidana nasional.​
​
 



b. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya 

Konvensi Jenewa 1949, yang terdiri dari empat konvensi utama, merupakan instrumen 
internasional penting dalam perlindungan hak asasi manusia selama konflik bersenjata. 
Konvensi ini mengatur perlakuan terhadap tahanan perang dan penduduk sipil di wilayah 
yang dikuasai, serta menetapkan pelanggaran berat (grave breaches) yang termasuk dalam 
kategori kejahatan perang menurut hukum internasional. Beberapa bentuk pelanggaran 
tersebut antara lain pembunuhan berencana, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi 
termasuk percobaan biologis, serta tindakan yang secara sengaja menyebabkan penderitaan 
hebat atau luka serius pada tubuh atau kesehatan. Konvensi ini juga mengatur perusakan 
properti yang tidak dibenarkan secara militer, penghilangan hak kelompok sipil atas 
pengadilan yang adil dan regular, serta kurungan tidak sah terhadap penduduk sipil. Selain 
itu, Pasal 3 umum Konvensi Jenewa juga memuat ketentuan larangan tindakan yang sangat 
melanggar martabat manusia dalam konflik bersenjata non-internasional, seperti 
pembunuhan, penyiksaan, dan penyanderaan.​
​
Konvensi Jenewa memiliki protokol tambahan, salah satunya adalah Protokol II 1977 yang 
mengatur konflik bersenjata internal. Pasal 1 ayat 1 Protokol II menyatakan bahwa protokol 
ini berlaku bagi semua konflik bersenjata yang tidak tercakup dalam Pasal 1 Protokol I, yang 
mengatur konflik bersenjata internasional. Protokol II memberikan perlindungan bagi 
orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik, seperti anggota bersenjata yang telah 
menurunkan senjata dan mereka yang sudah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, terluka, 
atau ditahan. Meskipun Konvensi Jenewa awalnya lebih fokus pada konflik bersenjata 
internasional, perkembangan hukum internasional, termasuk putusan Pengadilan ICTY 
dalam kasus Tadic pada 2 Oktober 1995, mengakui bahwa prinsip-prinsip dasar 
perlindungan hak asasi manusia juga berlaku dalam konflik bersenjata internal. Hal ini juga 
diakui dalam Statuta Roma yang memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap 
pelanggaran perang dalam konflik bersenjata internal.​
​
 

3. Rujukan Otoritatif Lainnya - Instrumen Internasional 

a. Yurisprudensi dari pengadilan internasional seperti ICTY dan ICTR 

Instrumen internasional, termasuk yurisprudensi dari pengadilan internasional seperti 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal 
Tribunal for Rwanda (ICTR), memainkan peran penting dalam memahami dan menafsirkan 
unsur-unsur kejahatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan-pengadilan 
ini telah mengembangkan banyak prinsip hukum dan preseden yang relevan dengan 
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang juga diatur dalam Statuta 
Roma. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 dari Statuta Roma, kejahatan genosida dan 
kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki elemen-elemen khusus yang harus dipenuhi 
untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 mengadopsi definisi dan elemen-elemen ini, namun tidak dilengkapi dengan 
"Element of Crimes", yang seringkali menimbulkan kebingungan di kalangan penegak 



hukum. Yurisprudensi ICTY dan ICTR dapat menjadi acuan penting dalam mengisi 
kekosongan ini, memberikan panduan tentang bagaimana elemen-elemen tersebut 
diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Sebagai contoh, dalam yurisprudensi ICTR, 
proses investigasi dan penuntutan terhadap kejahatan genosida telah menetapkan standar 
operasional yang dapat diadopsi untuk memastikan bahwa setiap tahap penyelidikan dan 
penuntutan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan standar internasional. Dengan 
demikian, pemahaman mendalam tentang yurisprudensi internasional ini sangat penting 
bagi penegak hukum Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat.​
​
 

2. Pengantar Kejahatan terhadap Kemanusiaan 
​
Tujuan Umum​
 

Memahami konsep dasar kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks hukum 
internasional dan nasional Indonesia, serta mengidentifikasi elemen-elemen penting yang 
membedakan kejahatan ini dari pelanggaran HAM lainnya, guna meningkatkan kapasitas 
praktisi hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

Tujuan Khusus​
 

- Memahami definisi dan elemen-elemen kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum 
internasional dan nasional.​
- Mengetahui berbagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam UU 
Nomor 26 Tahun 2000.​
- Mempelajari perbedaan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM 
berat lainnya.​
- Mengidentifikasi kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi di 
Indonesia.​
- Mengevaluasi dampak sosial dan hukum dari kejahatan terhadap kemanusiaan.​
- Memahami peran pengadilan HAM dalam menangani kasus kejahatan terhadap 
kemanusiaan.​
​
 



A. Elemen umum (chapeau elements) dalam kejahatan terhadap kemanusiaan 

1. Definisi Kejahatan terhadap Kemanusiaan 

a. Pengertian dan cakupan 

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan sebagai 
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap 
penduduk sipil. Tindakan-tindakan tersebut meliputi pembunuhan, pemusnahan, 
perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan 
kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan dan 
kekerasan seksual lainnya, penganiayaan terhadap kelompok tertentu, penghilangan orang 
secara paksa, serta kejahatan apartheid. Definisi ini juga sejalan dengan ketentuan dalam 
Statuta Roma Pasal 7, yang menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah 
salah satu kejahatan paling serius yang mengancam keberadaan komunitas internasional 
secara keseluruhan dan memerlukan tanggung jawab pidana individual serta tindakan yang 
tidak diperbolehkan di bawah hukum internasional. Kejahatan-kejahatan ini tidak harus 
terjadi dalam konteks konflik bersenjata dan dapat dilakukan dalam situasi damai, asalkan 
memenuhi elemen-elemen yang telah ditentukan oleh hukum internasional.​
​
 

b. Aspek hukum internasional 

Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional merupakan salah 
satu kejahatan paling serius yang mengancam keberadaan komunitas internasional sebagai 
suatu keseluruhan. Menurut Statuta Roma Pasal 7, kejahatan ini mencakup 
tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau 
pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan terhadap 
kelompok tertentu, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. 
Tindakan-tindakan ini harus dilakukan sebagai bagian dari serangan terhadap penduduk 
sipil yang bersifat meluas atau sistematik, serta berdasarkan kebijakan negara atau 
organisasi yang mendukung serangan tersebut. Kejahatan-kejahatan ini diakui secara luas 
oleh berbagai sistem hukum utama di dunia dan diatur dalam berbagai instrumen hukum 
internasional, termasuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Elemen-elemen ini 
menunjukkan bahwa pelaku harus memiliki pengetahuan atau niat untuk berpartisipasi 
dalam serangan tersebut, meskipun tidak harus memiliki pengetahuan lengkap tentang 
semua detail dari rencana atau kebijakan yang mendasarinya. Hukum internasional 
menekankan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan menuntut tanggung jawab pidana 
secara individual dan memerlukan tindakan yang tidak diperbolehkan di bawah hukum 
internasional yang berlaku.​
​
 



c. Relevansi dalam hukum Indonesia 

Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum internasional, khususnya sebagaimana 
didefinisikan dalam Statuta Roma, mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai 
bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Meskipun Indonesia 
belum meratifikasi Statuta Roma, prinsip-prinsip yang diatur dalam dokumen tersebut telah 
diadopsi ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini, Indonesia mengakui definisi 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan menetapkan bahwa tindakan tersebut harus 
dilakukan sebagai bagian dari kebijakan negara atau organisasi, dengan pengetahuan bahwa 
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini menunjukkan 
komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum hak asasi manusia dan mengintegrasikan 
standar hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional. Relevansi ketentuan 
internasional ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dapat diadili dengan standar yang diakui secara global, meskipun negara ini belum 
secara resmi meratifikasi Statuta Roma.​
​
 

2. Elemen Umum (Chapeau Elements) dalam Kejahatan terhadap Kemanusiaan 

a. Serangan yang meluas atau sistematis 

Elemen umum (chapeau elements) dalam kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup 
beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan 
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu elemen utama adalah adanya serangan 
yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.​
​
Serangan yang meluas atau sistematis mengacu pada suatu rangkaian tindakan yang 
dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai bagian dari kebijakan yang berhubungan dengan 
organisasi atau negara. Serangan ini tidak harus berupa tindakan militer, melainkan bisa 
mencakup berbagai bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk menekan atau merugikan 
kelompok penduduk sipil. ​
​
Dalam konteks hukum internasional, seperti yang diatur dalam Statuta Roma Pasal 7, 
serangan terhadap penduduk sipil ini harus dilakukan dengan pengetahuan bahwa tindakan 
tersebut merupakan bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari suatu 
serangan yang meluas atau sistematis. Hal ini berarti pelaku harus menyadari bahwa 
tindakannya adalah bagian dari atau mendukung kebijakan yang lebih besar yang ditujukan 
untuk menyerang penduduk sipil.​
​
Kebijakan untuk melakukan serangan tersebut memprasyaratkan bahwa negara atau 
organisasi secara aktif mempromosikan atau mendorong serangan terhadap penduduk sipil. 
Ini menunjukkan bahwa tindakan individu tidak dapat dipisahkan dari konteks lebih luas di 
mana tindakan tersebut terjadi. Dalam hal ini, niat jahat atau motif pribadi pelaku tidak 
relevan, yang penting adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari 



serangan yang lebih besar terhadap penduduk sipil.​
​
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, Pasal 9, dijelaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup 
berbagai tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis 
yang diketahui ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Tindakan-tindakan 
tersebut harus dilihat dalam konteks kebijakan negara atau organisasi yang mendasarinya, 
dan tidak perlu memerlukan bukti bahwa pelaku mengetahui semua detail atau 
karakteristik dari serangan tersebut.​
​
Dengan demikian, elemen umum dalam kejahatan terhadap kemanusiaan memerlukan 
adanya serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, yang dilakukan 
dengan pengetahuan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari serangan tersebut.​
​
 

b. Pengetahuan pelaku tentang serangan 

Dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, elemen umum atau "chapeau elements" 
memainkan peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah 
satu elemen utama adalah pengetahuan pelaku tentang serangan. Berdasarkan Pasal 7 
Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa tindakannya merupakan bagian dari 
serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Ini berarti pelaku harus 
menyadari bahwa perbuatannya bukanlah kejadian terisolasi, melainkan bagian dari pola 
tindakan yang lebih luas yang ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil.​
​
Pengetahuan pelaku tentang serangan tidak memerlukan bukti bahwa pelaku mengetahui 
semua karakteristik serangan atau detail-detail spesifik dari rencana atau kebijakan negara 
atau organisasi yang melakukan serangan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Statuta 
Roma, cukup bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakannya adalah bagian dari serangan 
yang meluas atau sistematik. Ini mencakup situasi di mana serangan tersebut baru muncul 
dan belum sepenuhnya berkembang, asalkan pelaku berniat untuk melanjutkan serangan 
semacam itu. Dalam hal ini, elemen mental atau "mens rea" dianggap terpenuhi jika pelaku 
memiliki niat untuk melanjutkan serangan terhadap penduduk sipil.​
​
Lebih lanjut, motif pribadi pelaku untuk terlibat dalam serangan tidak relevan dalam 
menentukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang penting adalah bahwa pelaku berniat 
untuk melakukan tindakan yang dituduhkan dan mengetahui bahwa tindakan tersebut 
merupakan bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari serangan yang meluas 
atau sistematik terhadap penduduk sipil. Dengan demikian, elemen pengetahuan ini 
memastikan bahwa pelaku tidak bisa mengklaim ketidaktahuan sebagai pembelaan dan 
menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memerlukan konteks tindakan yang 
lebih luas dan terorganisir.​



​
 

c. Sasaran serangan terhadap penduduk sipil 

Dalam konteks pelanggaran HAM berat, sasaran serangan terhadap penduduk sipil 
merupakan elemen penting dalam memahami kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut 
Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM, yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil" adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai 
kelanjutan dari kebijakan yang berhubungan dengan organisasi atau negara. Elemen ini 
mengharuskan adanya tindakan yang melibatkan beragam perbuatan yang dimaksudkan 
oleh Statuta Roma Pasal 7, ayat 1, terhadap sekelompok penduduk sipil yang dilakukan 
sebagai bagian dari kebijakan negara atau organisasi. Serangan ini tidak harus berupa 
serangan militer, melainkan tindakan-tindakan yang secara aktif dipromosikan atau 
didorong oleh negara atau organisasi untuk menimbulkan penderitaan atau kerugian 
terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu, dalam kasus pelanggaran HAM berat, pemahaman 
tentang sasaran serangan terhadap penduduk sipil sangat krusial dalam menentukan 
keterlibatan dan tanggung jawab pidana individu dalam konteks kejahatan terhadap 
kemanusiaan.​
​
 

B. Jenis-jenis kejahatan 

1. Pembunuhan 

Pembunuhan sebagai salah satu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki definisi 
khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan 
Statuta Roma. Berikut ini adalah definisi dan unsur-unsur pembunuhan menurut kedua 
instrumen hukum tersebut:​
​
1. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**:​
   - Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan 
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.​
   - Dalam konteks ini, pembunuhan harus dilakukan dengan pengetahuan bahwa tindakan 
tersebut merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematik terhadap kelompok 
penduduk sipil tersebut.​
​
2. **Statuta Roma Pasal 7 (1) (a)**:​
   - Pelakunya membunuh satu atau lebih orang.​
   - Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik yang 
ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.​
   - Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan 
tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap suatu 
kelompok penduduk sipil.​



​
Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan dalam konteks kejahatan terhadap 
kemanusiaan tidak hanya sekadar tindakan menghilangkan nyawa seseorang, tetapi harus 
dilakukan dalam konteks serangan yang meluas dan sistematik terhadap penduduk sipil, 
dengan pengetahuan dan niat dari pelaku terkait dengan konteks serangan tersebut. 
Legalitas dan keakuratan definisi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan 
pembunuhan yang dimaksud memenuhi standar hukum internasional dan nasional dalam 
kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

2. Pemusnahan 

Definisi "Pemusnahan" berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Statuta 
Roma memiliki kesamaan dalam elemen-elemen dasar yang mendasarinya. Keduanya 
menekankan tindakan-tindakan yang mengarah pada pembunuhan massal atau 
penghancuran suatu kelompok penduduk sipil.​
​
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
di Indonesia, "pemusnahan" secara umum mencakup tindakan-tindakan yang 
mengakibatkan kematian atau kehancuran sebagian atau seluruh kelompok penduduk. 
Definisi ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang dilakukan secara sistematis dan 
meluas terhadap kelompok penduduk sipil, serta pengetahuan pelaku bahwa tindakan 
tersebut merupakan bagian dari serangan yang lebih besar.​
​
Sementara itu, berdasarkan Statuta Roma, yang mengatur tentang kejahatan terhadap 
kemanusiaan, definisi "pemusnahan" diatur dalam Pasal 7(1)(b) dengan unsur-unsur 
sebagai berikut:​
1. Pelakunya membunuh satu atau lebih orang, termasuk dengan menimbulkan 
kondisi-kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran bagian dari 
suatu kelompok penduduk.​
2. Tindakan tersebut merupakan, atau terjadi sebagai bagian dari, suatu pembunuhan masal 
terhadap anggota dari suatu kelompok penduduk sipil.​
3. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik yang 
ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.​
4. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan 
tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap suatu 
kelompok penduduk sipil.​
​
Dengan demikian, baik definisi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 maupun 
Statuta Roma menekankan pada elemen-elemen pembunuhan massal, serangan sistematis 
dan meluas, serta pengetahuan dan niat pelaku dalam konteks serangan terhadap penduduk 
sipil.​
​
 



3. Perbudakan 

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, "perbudakan" memiliki definisi 
yang jelas baik dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia maupun dalam Statuta Roma. ​
​
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 Huruf c, "perbudakan" 
mencakup perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak. Ini berarti 
bahwa perbudakan dalam hukum Indonesia tidak hanya mencakup pemaksaan kerja tanpa 
upah tetapi juga segala bentuk perdagangan manusia yang melibatkan eksploitasi terhadap 
individu, dengan fokus khusus pada wanita dan anak-anak.​
​
Sementara itu, menurut Statuta Roma Pasal 7(1)(c), perbudakan didefinisikan sebagai 
situasi di mana pelaku menggunakan kekuasaan apa pun yang melekat pada hak atas 
kepemilikan terhadap seseorang atau lebih. Ini dapat dilakukan dengan membeli, menjual, 
meminjamkan, atau mempertukarkan orang atau orang-orang tersebut, atau dengan 
mengambil keuntungan dari mereka akibat tercerabutnya kebebasan mereka. Tindakan ini 
harus merupakan bagian dari serangan meluas dan sistematik yang ditujukan terhadap 
suatu kelompok penduduk sipil, dan pelaku harus menyadari bahwa tindakannya adalah 
bagian dari serangan tersebut.​
​
Perbedaan utama antara kedua definisi ini terletak pada cakupan dan fokusnya. 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan perhatian khusus pada perdagangan 
manusia, terutama wanita dan anak-anak, sementara Statuta Roma memberikan definisi 
yang lebih luas tentang penggunaan kekuasaan atas hak kepemilikan individu dalam 
konteks serangan meluas dan sistematik terhadap penduduk sipil.​
​
 

4. Pengusiran atau Pemindahan Penduduk Secara Paksa 

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pengusiran atau pemindahan 
penduduk secara paksa merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang 
diakui baik oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia maupun oleh Statuta Roma.​
​
### Definisi "Pengusiran" Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000​
Menurut Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia, yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara 
paksa" adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan 
pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa 
disadari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.​
​
### Definisi "Pengusiran" Berdasarkan Statuta Roma​
Dalam Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan berupa deportasi atau pemindahan 
penduduk secara paksa dijelaskan dalam Pasal 7 (1) (d). Unsur-unsurnya meliputi:​



1. Pelaku mendeportasikan atau dengan cara memaksa memindahkan, tanpa dasar-dasar 
yang membolehkan dalam hukum internasional, satu atau lebih orang ke Negara lain atau 
lokasi lain, dengan tindakan-tindakan berupa memaksa atau tindakan menekan lainnya.​
2. Orang atau orang-orang tersebut secara legal berada di wilayah atau tempat dari mana 
mereka kemudian dideportasi atau dipindahkan.​
3. Pelaku menyadari atau mengetahui keadaan-keadaan faktual yang memenuhi persyaratan 
legal dari keberadaan orang atau orang-orang itu di tempat mereka berada itu.​
4. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik yang 
ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.​
5. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan 
tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap suatu 
kelompok penduduk sipil.​
​
Dengan memahami definisi dan unsur-unsur ini, para peserta pelatihan dapat lebih jelas 
memahami bagaimana pemindahan penduduk secara paksa dikategorikan sebagai 
kejahatan terhadap kemanusiaan serta implikasi hukum yang menyertainya sesuai dengan 
hukum nasional dan internasional.​
​
 

5. Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain secara Sewenang-wenang 

yang Melanggar (Asas-asas) Ketentuan Pokok Hukum Internasional 

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang 
yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional merupakan salah satu 
bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan 
undang-undang tersebut, perampasan kemerdekaan diartikan sebagai tindakan 
penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh, atau dengan kuasa, dukungan, 
atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, yang diikuti dengan penolakan 
untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi 
tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari 
perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.​
​
Dalam konteks internasional, menurut Statuta Roma, perampasan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional 
mencakup tindakan yang serupa. Seseorang ditahan atau diculik oleh negara atau organisasi 
tanpa dasar hukum yang sah, dan kemudian negara atau organisasi tersebut menolak untuk 
memberikan informasi mengenai nasib dan keberadaan orang tersebut, atau mengakui 
bahwa mereka telah ditahan, dengan tujuan untuk menghilangkan individu tersebut dari 
perlindungan hukum.​
​
Kedua definisi ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, 
terutama hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta hak 
untuk mendapatkan informasi mengenai nasib dan keberadaan individu yang ditahan. 



Tindakan perampasan kemerdekaan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran 
serius terhadap ketentuan pokok hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan terhadap kemanusiaan.​
​
 

6. Penyiksaan 

Penyiksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki 
berbagai unsur penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM dan Statuta Roma, berikut adalah definisi penyiksaan menurut kedua 
dokumen tersebut:​
​
**Definisi "Penyiksaan" berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000:**​
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, penyiksaan diartikan sebagai suatu 
tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau 
penderitaan yang berat, baik secara fisik maupun mental, terhadap seseorang yang berada 
dalam kekuasaannya atau kontrolnya, dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau 
keterangan dari orang tersebut atau dari orang ketiga, menghukumnya atas suatu perbuatan 
yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau untuk 
menakuti atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga, atau untuk alasan diskriminasi 
apapun.​
​
**Definisi "Penyiksaan" berdasarkan Statuta Roma:**​
Berdasarkan Statuta Roma Pasal 7(1)(f), penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan di 
mana:​
1. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang 
luar biasa, baik secara fisik maupun mental.​
2. Orang atau orang-orang tersebut berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol 
pelaku bersangkutan.​
3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut tidak muncul dari, dan tidak inheren atau hanya 
sekadar mengikuti, sanksi-sanksi hukum.​
4. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik yang 
ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.​
5. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan 
tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap suatu 
kelompok penduduk sipil.​
​
Dengan memahami definisi ini, para profesional hukum di Indonesia dapat lebih efektif 
dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus penyiksaan, serta memberikan 
keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat.​
​
 



7. Perkosaan atau Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Lainnya 

Definisi "perkosaan" dalam konteks Statuta Roma Pasal 7 (1) (g) – 1, yang mengatur tentang 
kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemerkosaan, mencakup beberapa unsur penting. 
Pertama, pelaku menyerbu tubuh seseorang dengan tindakan yang mengakibatkan 
penetrasi, bahkan dengan begitu kasar, pada bagian apa saja dari tubuh korban atau dari 
tubuh pelaku dengan organ seksual, atau pada bagian lubang dubur atau organ genital 
korban dengan menggunakan benda atau objek apa pun atau bagian apa pun dari tubuh 
pelaku. Kedua, penyerbuan tersebut dilakukan dengan kekuatan memaksa, atau dengan 
tindakan paksaan atau menekan atau tindakan yang membuat seseorang mau tidak mau 
harus mengikuti kemauan yang memerintahkan itu. Hal ini bisa disebabkan oleh misalnya 
takut akan tindakan kekerasan yang bakal menimpanya, pemaksaan kehendak, penyekapan, 
serangan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang atau orang-orang atau 
seorang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa/kursif, 
atau penyerbuan itu dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan dalam 
memberikan kerelaan atau menyatakan kesediaan sejati. Ketiga, tindakan tersebut 
dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik yang ditujukan terhadap 
suatu kelompok penduduk sipil. Keempat, pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut 
merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari 
serangan meluas atau sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil.​
​
 

8. Penganiayaan Terhadap Kelompok Tertentu 

Penganiayaan terhadap kelompok tertentu adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tindakan ini mencakup perbuatan yang dilakukan dengan 
tujuan menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap individu atau 
kelompok berdasarkan identitas politik, ras, agama, budaya, atau gender mereka. Hal ini 
melibatkan pelanggaran hak-hak fundamental yang diakui secara internasional, dan 
seringkali terjadi dalam konteks serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk 
sipil. Pemahaman yang mendalam tentang konteks dan mekanisme terjadinya penganiayaan 
ini sangat penting bagi para praktisi hukum untuk memastikan keadilan bagi korban.​
​
Dalam konteks Indonesia, penganiayaan terhadap kelompok tertentu memiliki relevansi 
historis dan sosial yang signifikan, mengingat berbagai peristiwa kekerasan berbasis 
identitas yang telah terjadi di masa lalu. Tindakan penganiayaan ini sering kali merupakan 
bagian dari kebijakan atau strategi yang lebih besar yang ditujukan untuk menargetkan 
kelompok penduduk sipil secara langsung. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum 
untuk mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan adanya kebijakan atau strategi 
tertentu yang bertujuan untuk menekan kelompok-kelompok ini secara sistematik. 
Pengetahuan ini tidak hanya berguna untuk investigasi dan penuntutan, tetapi juga untuk 
pencegahan pelanggaran serupa di masa depan.​
​
Penganiayaan terhadap kelompok tertentu dalam pelanggaran HAM yang berat memerlukan 



pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dari penegak hukum di Indonesia. 
Dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang diakui secara internasional, serta 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, para praktisi hukum dapat mengembangkan 
strategi investigasi yang efektif untuk membawa pelaku ke pengadilan. Selain itu, pelatihan 
dan kesadaran tentang isu-isu ini harus ditingkatkan di kalangan penegak hukum dan 
masyarakat luas untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. 
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam mencegah dan 
menanggulangi pelanggaran HAM yang berat, serta memberikan keadilan bagi para korban.​
​
 

9. Penghilangan Orang Secara Paksa 

Definisi "Penghilangan Orang Secara Paksa" berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 dan Statuta Roma memiliki kesamaan yang fundamental, namun juga terdapat 
perbedaan yang perlu dicermati. Berikut adalah penjelasannya:​
​
**Definisi "Penghilangan Orang Secara Paksa" Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000:**​
Menurut Pasal 9 huruf i dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, "penghilangan orang secara paksa" didefinisikan 
sebagai:​
- Penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang.​
- Dilakukan oleh atau dengan kuasa, dukungan, atau persetujuan dari negara atau kebijakan 
organisasi.​
- Diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk 
memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut.​
- Dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang 
panjang.​
​
**Definisi "Penghilangan Orang Secara Paksa" Berdasarkan Statuta Roma:**​
Berdasarkan Pasal 7 (1) (i) Statuta Roma, berikut adalah unsur-unsur yang mendefinisikan 
"penghilangan orang secara paksa":​
1. Pelaku menangkap, menahan, atau menculik satu atau lebih orang; atau menolak untuk 
mengakui penangkapan, penahanan, atau penculikan tersebut, atau menolak memberikan 
informasi tentang nasib atau tempat keberadaan orang-orang tersebut.​
2. Penangkapan, penahanan, atau penculikan tersebut diikuti atau disertai dengan 
penolakan untuk mengakui penghilangan kebebasan atau menolak memberikan informasi 
tentang nasib atau tempat keberadaan orang yang diperlakukan demikian.​
3. Pelakunya menyadari bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan rangkaian tindakan 
yang biasanya dilakukan dengan penolakan untuk mengakui penghilangan kebebasan atau 
memberikan informasi tentang nasib atau tempat keberadaan orang yang terkena unsur 
kejahatan ini.​
4. Tindakan tersebut dilakukan dengan, atau melalui otorisasi atau pengesahan, dukungan, 
atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.​



5. Pelaku bermaksud untuk mengeluarkan orang tersebut dari payung perlindungan hukum 
untuk jangka waktu lama yang tidak tentu.​
6. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik yang 
ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.​
7. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan 
tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap suatu 
kelompok penduduk sipil.​
​
Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kedua definisi tersebut menekankan pada elemen 
penangkapan, penahanan, atau penculikan yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui 
atau memberikan informasi tentang keberadaan orang yang dihilangkan, serta adanya 
keterlibatan negara atau organisasi politik dalam tindakan tersebut. Namun, Statuta Roma 
memberikan detail lebih rinci mengenai unsur-unsur tindakan dan pengetahuan pelaku 
serta konteks serangan sistematik dan meluas terhadap penduduk sipil.​
​
 

10. Kejahatan Apartheid 

Kejahatan apartheid menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai perbuatan tidak manusiawi 
yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi 
oleh suatu kelompok rasial atas kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dengan maksud 
untuk mempertahankan rezim tersebut. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan 
terhadap kemanusiaan yang berat dan diatur dalam Pasal 9 huruf j undang-undang tersebut.​
​
Sedangkan menurut Statuta Roma, kejahatan apartheid merupakan perbuatan tidak 
manusiawi yang dilakukan terhadap satu atau lebih orang, yang dilakukan dalam konteks 
suatu rezim terinstitusionalisasi dari opresi atau kelaliman dan dominasi yang sistematik 
oleh suatu kelompok ras tertentu terhadap kelompok atau kelompok-kelompok ras lainnya. 
Pelaku kejahatan ini menyadari atau mengetahui keadaan-keadaan faktual yang 
menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut dan bermaksud untuk melanggengkan 
rezim semacam itu. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan 
sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.​
​
 

3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelanggaran HAM 

Berat 
​
Tujuan Umum​
 



Meningkatkan pemahaman peserta tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana 
dalam pelanggaran HAM yang berat, serta menguatkan kemampuan analitis dalam menilai 
tanggung jawab individu maupun kolektif sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di 
Indonesia.​
​
 

Tujuan Khusus​
 

●​ Memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam konteks pelanggaran HAM 
yang berat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

●​ Menjelaskan berbagai bentuk pertanggungjawaban pidana, termasuk tanggung 
jawab komando dan tanggung jawab individu. 

●​ Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab aktor negara dan non-negara dalam 
pelanggaran HAM yang berat. 

●​ Menelaah prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan dengan 
pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM yang berat. 

●​ Mengaplikasikan konsep pertanggungjawaban pidana dalam studi kasus 
pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. 

●​ Menilai mekanisme penegakan hukum dan hambatan dalam mengadili pelanggaran 
HAM yang berat di Indonesia. 

●​ Mengkaji perbedaan antara pertanggungjawaban pidana individu dan kolektif dalam 
kasus pelanggaran HAM yang berat. 

●​ Menguraikan prosedur hukum yang harus dilalui dalam proses penyidikan dan 
penuntutan pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

A. Pertanggungjawaban Individu 

1. Direct Perpetrator (Pelaku Langsung) 

Pertanggungjawaban individu dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
menyoroti peran dan tanggung jawab pelaku langsung yang melakukan kejahatan tersebut. 
Menurut Pasal 25 Statuta Roma, seseorang yang melakukan kejahatan dalam yurisdiksi 
Mahkamah Pidana Internasional akan bertanggung jawab secara individu dan dapat 
dikenakan hukuman sesuai dengan Statuta tersebut. Pelaku langsung adalah individu yang 
secara fisik melaksanakan tindakan kriminal, dan tindakannya menjadi dasar utama untuk 
penuntutan dan hukuman. Dalam Statuta Roma, pertanggungjawaban tidak hanya berlaku 
bagi mereka yang melakukan kejahatan secara langsung, tetapi juga mencakup mereka yang 
memerintahkan, menghasut, atau membantu pelaksanaan kejahatan. Fokus pada pelaku 
langsung mengacu pada individu yang secara langsung dan fisik terlibat dalam tindakan 
kriminal, seperti melakukan pembunuhan, penyiksaan, atau bentuk kejahatan lainnya yang 
diatur dalam pasal-pasal Statuta Roma. Dalam konteks ini, pelaku langsung harus memiliki 



unsur niat (mens rea) dan kesadaran bahwa tindakan mereka merupakan bagian dari 
serangan meluas dan sistematik terhadap kelompok penduduk sipil.​
​
​
​
 

2. Order, Solicit, Induce (Orang yang Memerintahkan atau Mempengaruhi) 

Dalam konteks pertanggungjawaban individu dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, penting untuk memahami peran dari orang yang memerintahkan atau mempengaruhi 
tindakan pelanggaran tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, seorang komandan militer atau 
seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan di bawah 
komando dan pengendaliannya. Ini termasuk situasi di mana komandan tersebut 
mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan mereka sedang atau baru saja 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta gagal mengambil tindakan yang 
diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan 
pelakunya kepada pihak berwenang.​
​
​
​
Selain itu, tanggung jawab pidana juga berlaku bagi atasan non-militer, termasuk atasan 
polisi atau sipil lainnya, yang memiliki kekuasaan dan pengendalian efektif atas 
bawahannya. Pasal 42 ayat (2) menegaskan bahwa seorang atasan dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana jika mereka mengetahui atau secara sadar mengabaikan 
informasi yang dengan jelas menunjukkan bahwa bawahannya melakukan atau baru saja 
melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan tidak mengambil tindakan yang 
layak dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan 
tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat berwenang.​
​
​
​
Dalam hal ini, tindakan memerintahkan, menghasut, atau mempengaruhi yang dilakukan 
oleh seorang atasan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dapat 
dipandang sebagai tindakan yang memenuhi unsur mens rea, di mana pelaku memiliki niat 
untuk memprovokasi atau mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan 
dengan unsur-unsur kejahatan pada Statuta Roma, meskipun Indonesia belum meratifikasi 
Statuta Roma. Tindakan tersebut tidak memerlukan adanya hubungan superior-subordinat 
formal, melainkan cukup bahwa pelaku memiliki otoritas untuk memerintahkan atau 
mempengaruhi tindakan kejahatan tersebut.​
​
​



​
 

3. Aiding and Abetting; Assist or Facilitates (Perbantuan; Penyertaan) 

Dalam konteks pertanggungjawaban individu atas pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, perbantuan atau penyertaan memainkan peran signifikan. Berdasarkan Pasal 41 UU 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, percobaan, permufakatan 
jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 atau Pasal 9 dapat dihukum dengan pidana yang sama. Ini mencerminkan prinsip bahwa 
individu yang membantu atau memfasilitasi pelanggaran HAM berat dapat dikenakan 
pertanggungjawaban pidana yang sama dengan pelaku utama.​
​
​
​
Perbantuan dalam pelanggaran HAM berat dapat berupa berbagai bentuk tindakan, seperti 
memberikan senjata kepada pelaku langsung, mengantar pelaku ke lokasi kejahatan, atau 
menyediakan dukungan logistik yang penting bagi pelaksanaan kejahatan. Misalnya, 
berdasarkan praktik di tribunal internasional, tindakan seperti berdiri di dekat korban 
sambil bersenjata untuk mencegah korban melarikan diri atau mengirimkan alat berat 
untuk mengubur korban dapat dianggap sebagai kontribusi substansial terhadap 
pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini dapat dikenakan sanksi yang 
sama dengan tindakan pelanggaran itu sendiri.​
​
​
​
Selain itu, perbantuan tidak selalu harus berupa tindakan aktif. Dalam beberapa kasus, 
persetujuan diam-diam atau dorongan terhadap kejahatan juga dapat dianggap sebagai 
perbantuan yang signifikan. Misalnya, seorang atasan yang hadir di lokasi kejahatan tetapi 
tidak mengintervensi tindakan kejahatan bawahannya bisa dianggap memberikan 
persetujuan diam-diam. Dalam hal ini, keberadaan fisik dan posisi otoritas dapat 
mengisyaratkan bahwa tidak adanya tindakan oleh terdakwa sebenarnya merupakan 
bentuk persetujuan dan dorongan terhadap kejahatan yang dilakukan. Fakta ini 
menegaskan bahwa tanggung jawab individu dalam pelanggaran HAM berat mencakup 
berbagai bentuk dukungan, baik aktif maupun pasif, yang berkontribusi secara substansial 
terhadap pelanggaran tersebut.​
​
​
​
 

4. Attempt (percobaan) 

Dalam konteks pertanggungjawaban individu terhadap percobaan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, penting untuk memahami ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 41 UU tersebut menjelaskan bahwa percobaan, 



permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9, dipidana dengan pidana yang 
sama dengan pelanggaran yang telah terjadi. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia 
memberikan perhatian serius terhadap tindakan percobaan yang dapat mengarah pada 
pelanggaran HAM yang berat, dengan memberlakukan hukuman yang setara dengan 
pelanggaran yang berhasil dilakukan.​
​
Dari sudut pandang hukum internasional, khususnya pada Statuta Roma, percobaan untuk 
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan juga dianggap sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pidana individu. Dalam Statuta Roma, kejahatan perang berupa 
percobaan medis atau ilmiah diatur dalam Pasal 8(2)(b)(x) yang menyebutkan 
unsur-unsurnya, seperti pelaku yang menjadikan satu atau lebih orang untuk kepentingan 
percobaan medis atau ilmiah, yang menyebabkan kematian atau membahayakan kesehatan 
fisik atau mental, serta tidak dibenarkan berdasarkan pertimbangan medis atau 
kepentingan orang yang bersangkutan. Kejahatan tersebut terjadi dalam konteks dan kaitan 
dengan konflik bersenjata internasional, dan pelaku menyadari situasi faktual yang 
menentukan eksistensi konflik tersebut.​
​
Dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap percobaan pelanggaran HAM yang berat, 
penyelidik memiliki kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Nomor 
26 Tahun 2000. Penyelidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa yang diduga 
merupakan pelanggaran HAM yang berat, menerima laporan atau pengaduan, memanggil 
dan mendengar keterangan dari pengadu, korban, saksi, dan pihak terkait, serta 
mengumpulkan barang bukti. Penyelidik juga dapat melakukan tindakan seperti 
pemeriksaan surat, penggeledahan, dan penyitaan atas perintah tertulis dari penyidik. 
Dengan demikian, penyelidikan terhadap percobaan pelanggaran HAM yang berat dilakukan 
secara komprehensif dan menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap upaya percobaan 
yang mengarah pada pelanggaran HAM yang berat dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti 
secara hukum.​
​
 

5. Bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan 

Untuk membuktikan pertanggungjawaban individu dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, diperlukan bukti-bukti yang memadai untuk menunjukkan keterlibatan 
langsung atau tidak langsung dari individu tersebut dalam pelanggaran yang terjadi. Bukti 
ini dapat mencakup kesaksian dari korban atau saksi yang telah melihat, mendengar, atau 
mengalami sendiri tindakan tersebut. Selain itu, bukti dokumenter seperti catatan resmi, 
laporan investigasi, foto, video, atau rekaman audio yang mendukung adanya tindakan 
pelanggaran juga sangat penting. Bukti forensik, seperti hasil otopsi, analisis DNA, dan bukti 
fisik lainnya yang ditemukan di lokasi kejadian, juga dapat digunakan untuk menguatkan 
kasus.​
​
Selain bukti fisik dan dokumenter, juga penting untuk mengumpulkan bukti yang 



menunjukkan niat dan pengetahuan dari individu tersebut dalam melakukan atau 
mengizinkan pelanggaran terjadi. Ini dapat mencakup komunikasi tertulis atau lisan yang 
menunjukkan perintah atau persetujuan tindakan pelanggaran, serta bukti bahwa individu 
tersebut memiliki otoritas dan kendali yang efektif atas pelaku lainnya yang melakukan 
pelanggaran. Bukti ini harus cukup untuk menunjukkan bahwa individu tersebut tidak 
hanya mengetahui tentang pelanggaran yang terjadi tetapi juga gagal mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikannya, sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia.​
​
 

B. Pertanggungjawaban Komando 

1. Pengertian dan Elemen Pertanggungjawaban Komando 

a. Definisi pertanggungjawaban komando 

Pertanggungjawaban komando adalah konsep hukum yang memungkinkan pemimpin 
militer atau individu dengan otoritas serupa untuk bertanggung jawab atas tindakan 
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah komando dan 
pengendaliannya. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa komandan militer atau 
seseorang yang efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan 
atas tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM. Pertanggungjawaban 
ini berlaku jika komandan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa 
bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat dan tidak mengambil tindakan yang layak untuk mencegah atau menghentikan 
perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang.​
​
Elemen-elemen dalam pertanggungjawaban komando mencakup beberapa hal penting. 
Pertama, harus ada tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM yang 
dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan pengendalian efektif komandan tersebut. 
Kedua, komandan atau individu dengan otoritas serupa harus mengetahui atau memiliki 
alasan untuk mengetahui bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketiga, komandan atau individu tersebut tidak 
mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk 
mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.​
​
Pertanggungjawaban komando bukanlah tindak pidana itu sendiri, melainkan suatu mode 
pertanggungjawaban yang menghubungkan individu dengan posisi otoritas tertentu dengan 
kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Prinsip dasar dari mode pertanggungjawaban 
ini adalah bahwa mereka yang menempati posisi otoritas tertentu harus bertanggung jawab 
secara pidana atas tindakan dari mereka yang berada di bawah otoritas tersebut, asalkan 



persyaratan tertentu terpenuhi. Dengan demikian, meskipun komandan tidak secara 
langsung terlibat dalam tindak pidana, mereka tetap dapat dipertanggungjawabkan atas 
kelalaian mereka dalam mengendalikan bawahan mereka sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam hukum internasional dan nasional.​
​
 

b. Prinsip dasar pertanggungjawaban komando 

Prinsip dasar pertanggungjawaban komando dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat menitikberatkan pada tanggung jawab seorang komandan atau atasan dalam 
mengendalikan pasukan atau bawahan di bawah kekuasaannya secara efektif. Berdasarkan 
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
seorang komandan militer atau atasan sipil bertanggung jawab secara pidana jika mereka 
mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasukan atau bawahan mereka sedang 
melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat. Prinsip utama dari 
pertanggungjawaban ini adalah kewajiban untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran 
tersebut serta menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwenang untuk penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini, baik karena 
kelalaian dalam mengawasi atau mengabaikan informasi yang ada, dapat mengakibatkan 
komandan atau atasan tersebut dikenai hukuman pidana yang sama dengan pelaku 
langsung dari pelanggaran tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa posisi otoritas 
membawa serta tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki tidak 
disalahgunakan dan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mencegah atau 
menghentikan pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

c. Elemen-Elemen Utama Pertanggungjawaban Komando 

Pertanggungjawaban komando merupakan teori yang mengaitkan posisi atasan dalam 
hierarki dengan tindakan individu yang berada di bawahnya, sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 28 
Statuta Roma. Elemen-elemen utama dari pertanggungjawaban komando mencakup tiga 
aspek penting: aspek fungsional, kognitif, dan operasional. Aspek fungsional menekankan 
bahwa kedudukan seorang komandan harus menimbulkan kewajiban untuk bertindak. 
Aspek kognitif mengharuskan seorang komandan memiliki pengetahuan atau seharusnya 
memiliki pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Aspek 
operasional menekankan adanya kegagalan komandan untuk mengambil tindakan yang 
layak dan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran tersebut, atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang. Menurut Statuta Roma, Pasal 28 
(a), seorang komandan atau atasan akan bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan 
yang dilakukan oleh bawahannya jika ia mengetahui atau secara sadar mengabaikan 
informasi yang menunjukkan bahwa bawahannya sedang atau akan melakukan kejahatan, 
dan gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan 
kejahatan tersebut, atau menyerahkan pelakunya kepada otoritas yang berwenang. Pasal ini 



menegaskan bahwa kegagalan dalam pengendalian yang efektif dapat mengakibatkan 
tanggung jawab pidana bagi atasan militer maupun sipil.​
​
 

2. Kriteria dan Syarat Pertanggungjawaban Komando 

Pertanggungjawaban komando dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
diatur secara spesifik dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan ini, seorang komandan militer atau 
seseorang yang bertindak sebagai komandan militer dapat dikenai tanggung jawab pidana 
atas tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan pengendalian 
efektifnya. Tanggung jawab ini muncul apabila komandan tersebut mengetahui atau 
seharusnya mengetahui bahwa pasukan sedang atau baru saja melakukan pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, dan tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah 
atau menghentikan perbuatan tersebut, atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang 
berwenang.​
​
Selain itu, dalam konteks pertanggungjawaban komando, atasan sipil maupun polisi juga 
dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa seorang atasan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan 
pengendalian efektifnya. Kriteria tanggung jawab ini mencakup pengetahuan atau 
pengabaian sadar terhadap informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat serta tidak dilakukannya tindakan yang diperlukan untuk mencegah 
atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pihak 
berwenang.​
​
Penting untuk digarisbawahi bahwa pertanggungjawaban komando bukanlah tindak pidana 
itu sendiri, melainkan sebuah bentuk keterhubungan tanggung jawab atas tindakan pidana 
yang dilakukan oleh bawahannya. Oleh karena itu, harus ada tindak pidana yang mendasari 
tanggung jawab tersebut, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal ini, 
pengadilan harus memastikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi sebelum 
mengaitkan tanggung jawab kepada komandan atau atasan yang bersangkutan. Ini 
mencakup pelanggaran seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, atau penganiayaan 
sistematis terhadap populasi sipil.​
​
 

3. Bukti-Bukti yang Diperlukan Untuk Membuktikan 

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pertanggungjawaban komando 
merupakan konsep penting yang harus dipahami secara mendalam oleh para profesional 
hukum di Indonesia. Pertanggungjawaban komando mengacu pada tanggung jawab seorang 
komandan atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Berdasarkan pasal 28 Statuta 
ICC (International Criminal Court), seorang komandan dapat dianggap bertanggung jawab 



jika ia mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas menunjukkan bahwa 
bawahannya sedang atau akan melakukan kejahatan. Selain itu, kejahatan tersebut harus 
berada di bawah tanggung jawab dan kontrol efektif dari komandan, dan komandan 
tersebut gagal mengambil semua tindakan yang diperlukan dan wajar dalam kekuasaannya 
untuk mencegah atau menekan pelaksanaan kejahatan tersebut atau menyerahkannya 
kepada otoritas yang berwenang untuk investigasi dan penuntutan.​
​
Untuk membuktikan pertanggungjawaban komando dalam kasus pelanggaran HAM yang 
berat, beberapa bukti penting perlu disajikan. Pertama, harus ada bukti bahwa komandan 
memiliki otoritas dan kontrol efektif atas bawahannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui 
dokumen-dokumen resmi seperti perintah militer, struktur komando, atau testimoni dari 
saksi yang menunjukkan hubungan komando. Kedua, harus ada bukti bahwa komandan 
mengetahui atau mengabaikan informasi yang menunjukkan bahwa kejahatan sedang atau 
akan dilakukan. Ini bisa dibuktikan dengan rekaman komunikasi, laporan intelijen, atau 
dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa komandan tersebut diberitahu tentang situasi 
tersebut. Ketiga, perlu dibuktikan bahwa komandan gagal mengambil tindakan yang 
diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menekan kejahatan tersebut. Bukti ini bisa 
berupa catatan tindakan yang diambil oleh komandan, atau kesaksian dari saksi yang 
menunjukkan bahwa komandan tidak mengambil langkah-langkah yang wajar untuk 
mengatasi situasi tersebut.​
​
Proses pembuktian dalam kasus pertanggungjawaban komando memerlukan pengumpulan 
dan analisis bukti yang mendalam dan komprehensif. Dalam penyelidikan pelanggaran HAM 
yang berat, penting untuk menghormati asas praduga tak bersalah, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 20 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 
Penyelidikan harus bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan nama-nama yang diduga 
melanggar HAM. Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan korban juga menjadi aspek 
krusial, dimana saksi dan korban harus diberikan perlindungan fisik dan mental dari 
ancaman atau gangguan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2002. Dengan demikian, proses pembuktian dapat berjalan dengan lancar dan adil, 
memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi.​
​
 

4. Pengantar mengenai Alat Bukti 
​
Tujuan Umum​
 

Memahami dan mengidentifikasi berbagai alat bukti yang relevan dalam proses pengadilan 
Pelanggaran HAM yang berat, serta meningkatkan keterampilan peserta dalam 
mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan alat bukti tersebut secara efektif dan sesuai 
dengan hukum yang berlaku di Indonesia.​



​
 

Tujuan Khusus​
 

- Memahami definisi dan jenis-jenis alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ​
​
- Menganalisis peran dan relevansi keterangan saksi serta keterangan ahli dalam proses 
pembuktian pelanggaran HAM yang berat.​
​
- Menjelaskan syarat-syarat penggunaan alat bukti di pengadilan HAM, termasuk keterangan 
terdakwa dan dokumen tertulis.​
​
- Mengidentifikasi hubungan antara alat bukti dengan pembuktian dalam konteks 
pelanggaran HAM berat sesuai dengan peraturan yang berlaku.​
​
- Mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang penilaian dan validitas alat bukti dalam 
proses peradilan pelanggaran HAM berat di Indonesia.​
​
 

A. Prinsip-prinsip umum mengenai alat bukti 

1. Definisi dan Signifikansi Alat Bukti 

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, alat bukti memainkan peran penting dalam 
memastikan keadilan ditegakkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini penting karena menjadi dasar bagi 
hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan obyektif. Tanpa adanya bukti yang kuat 
dan otentik, proses pembuktian dapat menjadi tidak efektif, berisiko menyebabkan 
ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.​
​
Signifikansi alat bukti terletak pada kemampuannya untuk menjamin bahwa setiap 
keputusan hukum didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim harus 
menilai kebenaran keterangan saksi dengan cermat, memperhatikan kesesuaian antara 
keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, serta mempertimbangkan alasan yang 
digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tersebut. Langkah-langkah ini penting 
untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara 
merata tanpa memihak.​
​
Selain itu, prinsip bahwa keyakinan hakim harus didukung oleh alat bukti yang sah 
menegaskan peran substansial alat bukti dalam proses peradilan. Meskipun terdapat 



keyakinan terhadap suatu peristiwa, diperlukan dukungan dari alat bukti yang diakui secara 
hukum untuk membenarkan keputusan tersebut. Dengan demikian, alat bukti tidak hanya 
berfungsi sebagai elemen prosedural tetapi juga sebagai komponen kritis dalam 
menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan pidana di 
Indonesia.​
​
 

a. Pengertian alat bukti dalam konteks hukum pidana 

Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian alat bukti mencakup segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana dan mengidentifikasi 
pelakunya. Alat bukti tidak hanya terbatas pada benda fisik atau dokumen, tetapi juga 
mencakup kesaksian yang diberikan di pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Setiap jenis alat bukti memiliki 
peran spesifik dalam mendukung hakim mencapai keputusan yang adil, terutama dalam 
konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana kesaksian dan bukti sering kali 
menjadi kunci dalam membuktikan kasus yang kompleks.​
​
Signifikansi alat bukti dalam proses peradilan sangat vital, terutama dalam kasus 
pelanggaran HAM yang berat. Alat bukti berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk 
membangun keyakinan mengenai terjadinya suatu tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. 
Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, sering kali terdapat tantangan dalam 
pengumpulan dan penilaian alat bukti, mengingat kompleksitas dan sensitivitas kasus-kasus 
ini. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang pengertian dan peran alat bukti sangat 
penting bagi para praktisi hukum untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan dengan 
efektif.​
​
Penggunaan alat bukti dalam kasus pelanggaran HAM yang berat juga menghadirkan 
tantangan unik, seperti kesulitan dalam mendapatkan kesaksian yang konsisten dan valid, 
serta risiko terhadap keselamatan saksi dan korban. Keterangan saksi harus dinilai dengan 
cermat oleh hakim, terutama terkait persesuaian dengan alat bukti lain. Selain itu, petunjuk 
yang berasal dari kesesuaian antara fakta dan peristiwa harus dapat menunjukkan adanya 
hubungan yang jelas dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, proses pengumpulan 
dan penilaian alat bukti dalam kasus-kasus ini membutuhkan kehati-hatian ekstra dan 
pendekatan yang tepat agar dapat mencapai putusan yang adil dan tepat.​
​
 

b. Pentingnya alat bukti dalam proses peradilan 

Dalam konteks peradilan pidana, alat bukti memiliki peran sentral dalam menjamin 
keadilan dan kepastian hukum. Alat bukti tidak hanya berfungsi sebagai dasar bagi hakim 
untuk membuat keputusan yang objektif, tetapi juga sebagai penjamin bahwa proses hukum 
berjalan secara adil. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana 



pelanggaran serius sering terjadi, peran alat bukti menjadi semakin penting. Hal ini karena 
alat bukti mampu memberikan kejelasan dan kepastian dalam mengungkap fakta yang 
sebenarnya, sehingga membantu hakim dalam menilai dan memutuskan perkara dengan 
tepat.​
​
Menurut Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat 
bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. Setiap alat bukti memiliki perannya masing-masing dalam proses peradilan. 
Misalnya, keterangan saksi dapat memberikan gambaran langsung tentang suatu peristiwa, 
sementara keterangan ahli dapat membantu menjelaskan aspek teknis yang mungkin tidak 
dipahami oleh orang awam. Keberagaman alat bukti ini penting untuk memastikan bahwa 
semua sudut pandang dan informasi yang relevan dipertimbangkan dalam pengambilan 
keputusan.​
​
Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, tantangan dalam penanganan alat bukti dapat 
mencakup pengumpulan bukti di lingkungan yang tidak bersahabat atau di bawah ancaman 
keamanan. Oleh karena itu, strategi yang efektif dalam mengumpulkan dan mengelola alat 
bukti menjadi sangat penting. Penggunaan teknologi modern dan metode investigasi yang 
cermat dapat membantu mengatasi tantangan ini, serta memastikan bahwa alat bukti yang 
diperoleh dapat diandalkan dan sah di mata hukum. Dengan demikian, penanganan alat 
bukti yang tepat dapat berkontribusi signifikan terhadap tegaknya keadilan dan pemberian 
sanksi yang sesuai bagi pelanggar hak asasi manusia yang berat.​
​
 

c. Peran alat bukti dalam mewujudkan keadilan 

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, alat bukti memegang peranan krusial dalam 
memastikan proses hukum yang adil, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat. Penggunaan alat bukti yang sah dan cukup menjadi landasan bagi hakim untuk 
membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan keadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Masing-masing alat bukti 
ini berfungsi untuk mendukung atau menolak tuduhan yang diajukan dalam persidangan, 
sehingga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan dapat terjaga.​
​
Peran alat bukti dalam mewujudkan keadilan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi 
juga bersifat substansial dalam memastikan bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan 
didasarkan pada kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam 
konteks pelanggaran HAM yang berat, tantangan dalam pengumpulan dan penilaian alat 
bukti dapat menjadi lebih kompleks, mengingat sensitivitas dan dampak luas dari 
kasus-kasus semacam itu. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip penilaian alat bukti 
yang konsisten, valid, dan dapat diandalkan menjadi sangat penting untuk menghindari 
kesalahan dalam penjatuhan hukuman dan pelanggaran hak-hak terdakwa.​
​



Di samping itu, perkembangan hukum terkini yang mempengaruhi penanganan alat bukti 
juga perlu diperhatikan, terutama dalam konteks kasus pelanggaran HAM yang berat. 
Misalnya, penggunaan teknologi digital dan forensik dalam pengumpulan dan penilaian alat 
bukti telah membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam menegakkan keadilan. Sistem 
peradilan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ini untuk memastikan bahwa 
alat bukti yang digunakan tetap relevan dan dapat diandalkan dalam proses pengadilan. 
Dengan demikian, peran alat bukti dalam mewujudkan keadilan terus berkembang seiring 
dengan dinamika hukum dan teknologi yang ada.​
​
 

2. Prinsip-prinsip Penilaian Alat Bukti 

a. Konsistensi antara keterangan saksi dengan alat bukti lain 

Dalam penilaian alat bukti dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
konsistensi antara keterangan saksi dan alat bukti lain merupakan elemen krusial. Pasal 185 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menggarisbawahi 
bahwa kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain harus diperhatikan secara 
serius oleh hakim. Kesesuaian ini tidak hanya memastikan bahwa kesaksian yang diberikan 
tidak bersifat spekulatif, tetapi juga harus didukung oleh bukti yang dapat diandalkan, 
seperti dokumen atau keterangan ahli, yang dapat memperkuat validitas pernyataan saksi.​
​
Dalam konteks kasus pelanggaran HAM yang berat, tantangan sering kali muncul karena 
sifat kompleks dari kejahatan tersebut. Saksi mungkin mengalami tekanan psikologis atau 
ancaman yang dapat mempengaruhi konsistensi dan keandalan kesaksian mereka. Oleh 
karena itu, penting bagi hakim untuk menilai apakah keterangan saksi dapat dihubungkan 
dengan bukti lain yang tersedia, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti moral dan 
etika saksi yang dapat mempengaruhi kredibilitas pernyataan mereka. Ini memerlukan 
pendekatan yang cermat dan obyektif untuk memastikan bahwa semua alat bukti dievaluasi 
secara menyeluruh dan adil.​
​
Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran HAM di mana saksi memberikan keterangan 
tentang peristiwa kekerasan, hakim harus memastikan bahwa kesaksian tersebut konsisten 
dengan bukti fisik atau dokumentasi yang tersedia. Misalnya, keterangan saksi mengenai 
waktu dan tempat kejadian harus sesuai dengan bukti lain seperti rekaman CCTV atau 
laporan medis. Konsistensi semacam ini membantu membangun rangkaian bukti yang kuat 
dan koheren, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keadilan bagi korban dan 
memastikan pertanggungjawaban yang tepat bagi pelaku.​
​
 

b. Validitas dan keandalan keterangan ahli 

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, validitas dan keandalan keterangan ahli 
merupakan elemen kunci dalam proses pembuktian, terutama dalam kasus pelanggaran hak 



asasi manusia yang berat. Keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus didasarkan pada 
pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan kasus yang sedang dibahas. Hal ini 
mencakup penggunaan metode dan standar ilmiah yang diakui untuk memastikan bahwa 
pendapat yang disampaikan adalah objektif dan tidak memihak. Keterangan ahli yang valid 
dan dapat diandalkan dapat memperkuat bukti yang ada dan membantu hakim dalam 
mencapai kesimpulan yang adil dan tepat.​
​
Dalam menilai keterangan ahli, hakim dihadapkan pada tantangan untuk memastikan 
bahwa pendapat tersebut tidak hanya sekadar opini belaka, tetapi didukung oleh data dan 
analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 185 ayat (5) menekankan bahwa 
pendapat atau rekaan yang hanya berdasarkan pemikiran saja tidak memenuhi syarat 
sebagai keterangan ahli yang sah. Oleh karena itu, penting untuk menilai latar belakang dan 
reputasi ahli, serta sejauh mana metodologi yang digunakan diterima dalam komunitas 
profesionalnya. Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, sering kali terdapat 
kompleksitas tambahan yang memerlukan penilaian yang lebih mendalam terhadap 
keterangan ahli, mengingat sifat kasus yang sensitif dan seringkali melibatkan bukti yang 
bersifat teknis.​
​
Selain itu, dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, keterangan ahli sering 
kali memainkan peran penting dalam mengklarifikasi fakta-fakta kompleks yang mungkin 
tidak mudah dipahami oleh orang awam. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa 
keterangan ahli tersebut dapat diintegrasikan secara efektif dengan alat bukti lainnya untuk 
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kasus tersebut. Hal ini juga berarti 
bahwa keterangan ahli harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memberikan 
wawasan yang jelas dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya dapat mendukung upaya 
peradilan dalam mencapai keadilan substantif.​
​
 

c. Penilaian petunjuk oleh hakim 

Penilaian petunjuk oleh hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam 
kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memerlukan perhatian khusus terhadap 
karakteristik unik dari jenis bukti ini. Petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus diperoleh dari 
keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Hakim harus menggali lebih dalam 
untuk memastikan bahwa petunjuk memiliki relevansi langsung dan signifikan terhadap 
tindak pidana yang diduga terjadi. Tantangan utama dalam penilaian petunjuk terletak pada 
kemampuan hakim untuk mengidentifikasi hubungan yang kuat antara petunjuk dan 
tindakan kriminal, tanpa mengabaikan konteks dan detail yang lebih luas dari kasus 
tersebut.​
​
Hakim harus menjalankan tugas mereka dengan tingkat kecermatan dan kebijaksanaan 
yang tinggi, memastikan bahwa setiap petunjuk yang dinilai tidak hanya konsisten dengan 



bukti lain, tetapi juga dapat berdiri sendiri dalam memberikan wawasan tentang kejadian 
yang didakwakan. Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, kompleksitas sering kali 
meningkat karena berbagai faktor, termasuk banyaknya pihak yang terlibat dan sifat 
kejahatan yang bersifat sistematis atau meluas. Oleh karena itu, hakim harus menghindari 
kesalahan dalam interpretasi bukti yang dapat mengarah pada putusan yang salah atau 
tidak adil.​
​
Selain itu, hakim harus mempertimbangkan aspek moral dan etika dari saksi yang 
memberikan petunjuk serta kredibilitas dari sumber bukti lainnya. Dalam situasi yang 
melibatkan pelanggaran HAM yang berat, sensitivitas dan potensi dampak dari keputusan 
hukum menuntut penilaian yang lebih mendalam dan berhati-hati. Dengan memahami 
peran dan tanggung jawab mereka dalam menilai petunjuk secara bijaksana, hakim dapat 
berkontribusi pada proses peradilan yang adil dan efektif, memberikan keadilan bagi 
korban, serta menegakkan integritas sistem hukum.​
​
 

d. Pengaruh moral dan etika saksi terhadap kredibilitas keterangan 

Dalam konteks penilaian alat bukti, pengaruh moral dan etika saksi terhadap kredibilitas 
keterangan merupakan elemen vital, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat. Keterangan saksi diakui sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, penting bagi 
hakim untuk mengevaluasi kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, 
serta memperhatikan moral dan etika saksi. Hal ini karena moral dan etika dapat 
memengaruhi persepsi hakim terhadap kejujuran dan integritas saksi dalam menyampaikan 
keterangan.​
​
Sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hakim 
harus memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi kredibilitas saksi, termasuk cara 
hidup dan kesusilaan saksi. Dalam praktiknya, penilaian ini menjadi semakin signifikan 
dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, di mana saksi mungkin menghadapi tekanan 
atau ancaman. Dalam situasi tersebut, kemampuan hakim untuk secara kritis menilai moral 
dan etika saksi dapat memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan informasi yang 
akurat dan tidak terpengaruh oleh tekanan luar.​
​
Contoh konkret dari penerapan prinsip ini dapat ditemukan dalam kasus-kasus 
internasional di mana saksi yang beretika dan bermoral baik memberikan keterangan yang 
krusial untuk mengungkap kebenaran. Di Indonesia, meskipun Statuta Roma belum 
diratifikasi, prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam penegakan hukum pidana. Dengan 
memastikan bahwa moral dan etika saksi dipertimbangkan secara menyeluruh, proses 
peradilan dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan integritas, terutama dalam 
kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 



B. Jenis-jenis alat bukti 

1. Keterangan Saksi 

a. Definisi dan peran keterangan saksi dalam pembuktian 

Keterangan saksi adalah elemen penting dalam sistem pembuktian dalam kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Berdasarkan Pasal 185 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi 
didefinisikan sebagai pernyataan yang diberikan oleh saksi di hadapan sidang pengadilan 
dan harus disampaikan di bawah sumpah atau janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 160. 
Peran keterangan saksi dalam proses pembuktian adalah memberikan informasi yang dapat 
membantu hakim dalam mengevaluasi fakta-fakta terkait dakwaan. Fungsi ini tidak hanya 
penting untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan 
yang diambil oleh hakim didasarkan pada bukti yang kredibel dan dapat diandalkan. 
Namun, keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti sah 
lainnya untuk dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam pembuktian. Dalam kasus 
pelanggaran HAM yang berat, di mana bukti fisik sering kali sulit diakses, integrasi 
keterangan saksi dengan alat bukti lain menjadi krusial, dan hakim harus menilai 
konsistensinya serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi 
kredibilitas saksi.​
​
 

b. Persyaratan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat 
bukti yang sah apabila memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 
160 dan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Saksi harus hadir secara langsung di ruang sidang dan mengucapkan sumpah atau janji 
sesuai keyakinan agamanya untuk menjamin kejujuran kesaksian. Selain itu, saksi 
diwajibkan memberikan informasi pribadi yang lengkap, seperti nama lengkap dan 
hubungan keluarga dengan terdakwa, guna memastikan integritas dan kredibilitas 
kesaksiannya. Keterangan dari satu saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa kecuali didukung oleh alat bukti sah lainnya. Hakim bertugas menilai kebenaran 
keterangan saksi dengan memperhatikan konsistensi antara keterangan saksi satu dengan 
yang lain serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain, sehingga proses ini memastikan bahwa 
keterangan saksi dapat diandalkan dalam pembuktian kasus pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat.​
​
 

c. Kelemahan dan kelebihan keterangan saksi dalam proses peradilan 

Dalam proses peradilan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, keterangan saksi 
merupakan salah satu alat bukti yang vital. Namun, penggunaannya tidak lepas dari 
kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kelemahan utama terletak pada 



ketergantungan yang tinggi terhadap ingatan dan persepsi saksi. Ingatan dapat dipengaruhi 
oleh berbagai faktor, termasuk tekanan emosional dan waktu yang telah berlalu sejak 
kejadian. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, saksi mungkin telah mengalami 
trauma atau intimidasi, yang dapat mempengaruhi keakuratan kesaksian mereka. Oleh 
sebab itu, penilaian hakim terhadap keterangan saksi harus mempertimbangkan kondisi 
psikologis saksi untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan.​
​
Selain itu, keterangan saksi rentan terhadap bias serta motivasi pribadi yang dapat 
menurunkan keandalannya. Saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat bisa saja 
memiliki hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku, 
atau terpengaruh oleh tekanan eksternal. Hal ini bisa mengarahkan pada penyimpangan 
objektivitas dalam memberikan kesaksian. Untuk mengatasi hal ini, pengadilan harus 
melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap keterangan saksi. Proses verifikasi perlu 
dilakukan dengan memeriksa konsistensi antara keterangan saksi satu dengan lainnya, serta 
membandingkannya dengan bukti-bukti lain yang tersedia. Langkah ini krusial untuk 
menjamin bahwa kebenaran dapat diungkapkan secara objektif dan adil.​
​
Meskipun terdapat kelemahan, keterangan saksi memiliki kelebihan yang signifikan dalam 
pembuktian kasus pelanggaran HAM yang berat. Kesaksian saksi dapat memberikan 
wawasan langsung dan penting terhadap peristiwa atau keadaan yang tidak dapat 
diungkapkan melalui alat bukti lainnya. Keterangan dari saksi yang mengalami atau 
menyaksikan kejadian secara langsung dapat menjadi elemen kunci dalam mengungkap 
kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban. Ketika beberapa saksi memberikan 
keterangan yang saling mendukung dan konsisten, keterangan tersebut dapat membentuk 
satu rangkaian bukti yang kuat, memperkuat posisi korban dalam mencari keadilan dan 
membantu memvalidasi kejadian yang diduga terjadi.​
​
 

2. Keterangan Ahli 

a. Definisi dan fungsi keterangan ahli dalam peradilan 

Keterangan ahli di dalam proses peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam 
pembuktian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Menurut Pasal 186 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli adalah 
apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ini dapat juga sudah 
diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan 
dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima 
jabatan atau pekerjaan. Dalam konteks ini, keterangan ahli berfungsi untuk memberikan 
penjelasan yang didasari oleh keahlian khusus yang relevan dengan kasus yang sedang 
diperiksa, sehingga dapat membantu hakim dalam memahami aspek teknis atau ilmiah yang 
mungkin tidak jelas bagi mereka yang tidak memiliki keahlian tersebut.​
​
Fungsi keterangan ahli dalam peradilan tidak hanya terbatas pada memberikan 



pengetahuan teknis, tetapi juga untuk menjelaskan dan menginterpretasikan bukti yang 
ada. Ini dapat meliputi menganalisis data, memverifikasi keabsahan dokumen, atau 
memberikan opini yang terinformasi mengenai suatu peristiwa atau keadaan. Keterangan 
ahli haruslah berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bersifat 
spekulatif. Oleh karena itu, ahli yang memberikan keterangan harus memiliki kredibilitas 
dan kompetensi yang diakui dalam bidangnya. Keterangan ahli ini diberikan setelah ia 
mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim, memastikan bahwa informasi yang 
disampaikan adalah jujur dan akurat.​
​
Keterangan ahli berbeda dengan pendapat pribadi atau spekulasi karena harus didasari oleh 
pengetahuan profesional dan pengalaman yang dapat diandalkan. Menurut penjelasan Pasal 
186, keterangan ahli dapat diberikan di luar sidang selama itu dicatat secara resmi dan 
dipertanggungjawabkan dalam sidang pengadilan. Prosedur ini memastikan bahwa 
keterangan ahli memiliki bobot pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan oleh 
hakim dalam membuat keputusan. Dengan demikian, keterangan ahli memainkan peran 
kunci dalam proses peradilan, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat, di mana 
pembuktian yang tepat dan akurat sangat penting untuk mencapai keadilan.​
​
 

b. Perbedaan antara keterangan ahli dan pendapat 

Perbedaan antara keterangan ahli dan pendapat terletak pada dasar pengetahuan dan 
keahlian yang dimiliki oleh individu yang memberikan keterangan tersebut. Keterangan ahli 
harus didasarkan pada keahlian spesifik dan pengetahuan yang teruji di bidangnya. Dalam 
hal ini, keterangan ahli bukan sekadar hasil pemikiran atau opini pribadi yang tidak 
terverifikasi. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
seorang ahli forensik dapat memberikan keterangan berdasarkan analisis ilmiah yang 
dilakukan, dan bukan sekadar pendapat pribadi tentang temuan yang ada.​
​
Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu keterangan dapat dianggap sebagai keterangan ahli 
termasuk adanya sumpah atau janji untuk memberikan informasi sebaik-baiknya dan 
sebenar-benarnya. Ini berbeda dengan sekadar pendapat yang mungkin tidak disampaikan 
di bawah sumpah dan tidak memiliki landasan pengetahuan yang sama. Keterangan ahli 
yang sah harus diperoleh melalui metode yang diakui dalam bidang keahlian tersebut, 
sehingga memiliki validitas dan keandalan dalam konteks hukum.​
​
Dalam praktiknya, peran keterangan ahli sangat penting untuk memberikan kejelasan dan 
memperkuat bukti dalam kasus yang kompleks dan sensitif, seperti pelanggaran HAM berat. 
Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran HAM berat, keterangan ahli dapat membantu 
menguraikan bukti teknis yang mungkin tidak dapat dipahami dengan mudah oleh orang 
awam atau hakim tanpa latar belakang khusus. Dengan demikian, keterangan ahli 
memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan 
integritas dan berdasarkan informasi yang akurat serta terverifikasi.​



​
 

c. Prosedur pengajuan keterangan ahli di persidangan 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prosedur pengajuan keterangan ahli dalam 
persidangan diatur secara ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli adalah pernyataan yang diberikan oleh seorang ahli 
di hadapan sidang pengadilan, yang dimulai dengan pemanggilan ahli oleh pengadilan untuk 
memberikan keterangan yang relevan dan berlandaskan keahliannya demi keadilan. 
Sebelum memberikan keterangan, ahli diwajibkan mengucapkan sumpah atau janji untuk 
memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sesuai dengan pengetahuan dalam bidang 
keahliannya. ​
​
Setelah sumpah atau janji diucapkan, ahli memberikan keterangan yang kemudian dicatat 
dalam berita acara pemeriksaan. Jika keterangan ahli sudah diberikan sebelumnya selama 
tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, keterangan tersebut bisa 
dituangkan dalam bentuk laporan. Namun, jika belum, maka pada saat persidangan, ahli 
harus memberikan keterangan langsung. Proses ini menekankan pentingnya keakuratan 
dan integritas dari keterangan yang diberikan, karena keterangan ahli dapat menjadi alat 
bukti yang sangat berpengaruh dalam pembuktian, khususnya dalam kasus pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat.​
​
Perbedaan penting dalam prosedur ini adalah bahwa pendapat atau rekaan yang 
semata-mata berasal dari hasil pemikiran tidak dapat dianggap sebagai keterangan ahli. 
Oleh karena itu, keterangan ahli harus didasarkan pada data, fakta, dan analisis ilmiah yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Hakim memiliki peran krusial untuk menilai kebenaran dari 
keterangan ahli dengan mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan ahli tersebut 
dengan alat bukti lainnya, serta alasan di balik keterangan tersebut. Ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa keterangan ahli memberikan kontribusi yang valid dan relevan dalam 
mengungkap kebenaran dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

3. Surat Sebagai Alat Bukti 

a. Jenis-jenis surat yang dapat dijadikan alat bukti 

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia, surat berperan penting sebagai 
alat bukti dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berdasarkan Pasal 187 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, surat yang dapat dijadikan alat bukti harus dibuat 
atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis-jenis surat ini mencakup berita 
acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang, surat yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta surat keterangan dari seorang ahli yang 
memberikan pendapat berdasarkan keahliannya.​
​



Surat dalam bentuk berita acara harus berisi keterangan mengenai kejadian atau keadaan 
yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh pejabat yang membuatnya. Ini penting 
untuk memastikan bahwa informasi dalam surat tersebut terjamin keabsahannya dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Surat yang dibuat oleh pejabat dalam lingkup tanggung jawabnya 
juga dapat dijadikan alat bukti yang sah, selama surat tersebut memiliki keterkaitan 
langsung dengan pembuktian suatu hal atau keadaan tertentu.​
​
Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, surat berfungsi sebagai dokumen yang 
memberikan informasi objektif dan terdokumentasi secara resmi. Namun, efektivitas surat 
sebagai alat bukti sering kali bergantung pada hubungannya dengan alat bukti lain untuk 
memperkuat pembuktian. Misalnya, surat keterangan ahli akan lebih kuat jika didukung 
oleh keterangan saksi atau alat bukti lain yang relevan dan konsisten. Oleh karena itu, 
penting untuk memanfaatkan surat sebagai alat bukti secara hati-hati dan sesuai prosedur 
hukum yang berlaku agar keabsahannya terjaga dalam proses peradilan.​
​
 

b. Proses verifikasi keabsahan surat 

Verifikasi keabsahan surat sebagai alat bukti dalam kasus pelanggaran HAM yang berat 
sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di pengadilan memiliki 
integritas dan validitas yang kuat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, surat yang dianggap sah harus memenuhi syarat formal 
tertentu, seperti dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Prosedur ini 
penting agar surat yang diajukan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat 
dipertanggungjawabkan dalam konteks pembuktian, sehingga informasi yang disampaikan 
dapat dipercaya dan berpengaruh dalam proses peradilan.​
​
Pasal 48 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan panduan 
spesifik mengenai pemeriksaan surat dalam konteks penyelidikan dan peradilan. Proses ini 
melibatkan pemeriksaan oleh penyidik untuk memastikan relevansi surat dengan perkara 
yang sedang diselidiki. Jika surat tersebut relevan, maka ia akan dilampirkan pada berkas 
perkara. Jika tidak, surat akan dikembalikan kepada pihak berwenang dengan mengikuti 
prosedur yang ketat untuk menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen. Langkah ini 
penting untuk memastikan bahwa hanya surat yang benar-benar relevan dan otentik yang 
digunakan dalam pembuktian, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan 
keputusan.​
​
Selain memastikan keabsahan formal dari surat, penting juga untuk memeriksa substansi 
surat dalam kaitannya dengan alat bukti lain. Surat harus mampu menunjukkan hubungan 
logis dengan fakta-fakta yang relevan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Oleh 
karena itu, setiap langkah dalam proses verifikasi harus dilakukan dengan cermat dan 
sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan pendekatan yang teliti dan 
terstruktur ini, surat dapat berfungsi sebagai alat bukti yang efektif, mendukung atau 
menolak klaim dalam proses peradilan, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan 



seadil-adilnya.​
​
 

4. Petunjuk Sebagai Alat Bukti 

a. Pengertian dan contoh petunjuk dalam konteks hukum 

Petunjuk sebagai alat bukti dalam konteks hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 188 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Petunjuk didefinisikan 
sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan 
siapa pelakunya, berdasarkan persesuaiannya dengan keterangan saksi, surat, atau 
keterangan terdakwa. Dalam proses peradilan, petunjuk berfungsi untuk melengkapi dan 
mendukung alat bukti lainnya. Hakim berperan penting dalam menilai kekuatan 
pembuktian petunjuk dengan menggunakan kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan 
hati nurani, memastikan petunjuk memiliki hubungan logis dan relevan dengan kasus yang 
sedang diperiksa.​
​
Petunjuk dapat berupa berbagai bukti tidak langsung yang relevan dengan suatu tindak 
pidana. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, petunjuk bisa 
berupa rekaman video yang memperlihatkan tindakan kekerasan, dokumen yang 
mengungkap perintah atau kebijakan yang mengarah pada pelanggaran, atau catatan 
pertemuan yang menunjukkan keterlibatan pihak-pihak tertentu. Selain itu, petunjuk juga 
dapat mencakup bukti fisik di lokasi kejadian, seperti barang milik pelaku yang tertinggal 
atau jejak digital yang menghubungkan pelaku dengan tindak pidana. Dengan demikian, 
petunjuk berperan penting dalam memberikan konteks dan menguatkan narasi kejadian 
yang terjadi.​
​
Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, petunjuk dapat berfungsi sebagai 
elemen kunci untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Mengingat sifat 
kompleks dan sering kali terorganisir dari pelanggaran semacam ini, petunjuk dapat 
membantu mengidentifikasi pola atau sistem yang mendukung pelanggaran tersebut. 
Misalnya, petunjuk dapat mengungkap hubungan antara kebijakan yang dibuat dengan 
pelaksanaan pelanggaran di lapangan. Dengan demikian, petunjuk tidak hanya membantu 
membuktikan perbuatan pidana, tetapi juga mengungkapkan motif dan konteks yang 
mendasari pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

b. Proses penilaian kekuatan pembuktian petunjuk 

Penilaian kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 
merupakan proses yang memerlukan kehati-hatian dan kecermatan dari pihak hakim. 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, petunjuk 
didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan terjadinya 
tindak pidana dan identitas pelakunya, dan hanya dapat diperoleh melalui keterangan saksi, 



surat, atau keterangan terdakwa. Penilaian ini harus dilakukan dengan bijaksana, di mana 
hakim perlu mengevaluasi secara menyeluruh apakah petunjuk tersebut memiliki korelasi 
kuat dengan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan.​
​
Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, penilaian terhadap petunjuk 
menjadi semakin krusial. Kasus pelanggaran HAM yang berat sering kali melibatkan 
peristiwa yang kompleks dan memerlukan pembuktian yang kokoh untuk memastikan 
keadilan bagi korban. Hakim harus menilai apakah petunjuk memiliki keterkaitan yang jelas 
dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan surat, sehingga dapat membentuk 
gambaran yang utuh dan dapat diandalkan. Hal ini menuntut hakim untuk menggunakan 
kebijaksanaan dan kecermatan dalam mempertimbangkan setiap petunjuk yang ada, agar 
keputusan yang diambil dapat sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.​
​
Salah satu pendekatan dalam menilai petunjuk adalah dengan melihat bagaimana petunjuk 
tersebut digunakan dalam kasus-kasus landmark yang ada di Indonesia. Misalnya, dalam 
kasus pelanggaran HAM yang berat, petunjuk sering kali diintegrasikan dengan bukti 
dokumenter dan keterangan ahli untuk membangun narasi yang kuat mengenai kejadian 
tersebut. Selain itu, perkembangan terkini dalam standar hukum untuk menilai petunjuk 
juga penting untuk diperhatikan, terutama dalam menghadapi tantangan baru dalam 
penegakan hukum HAM di Indonesia. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam dan 
up-to-date mengenai penilaian petunjuk dapat membantu hakim dalam menjalankan 
tugasnya untuk menegakkan keadilan secara efektif.​
​
 

c. Hubungan antara petunjuk dengan alat bukti lainnya 

Dalam sistem hukum di Indonesia, petunjuk memiliki peran penting sebagai salah satu alat 
bukti yang dapat mengarahkan kesimpulan dalam suatu kasus. Menurut Pasal 188 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, petunjuk meliputi 
perbuatan, kejadian, atau keadaan yang, karena kesesuaiannya, menunjukkan bahwa telah 
terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini harus diperoleh dari sumber 
sah seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat, petunjuk dapat membantu mengungkap pola pelanggaran 
yang lebih luas dan sistematis, serta mengidentifikasi pelaku pada tingkat yang lebih tinggi.​
​
Hubungan antara petunjuk dan alat bukti lainnya sangat krusial dalam memperkuat kasus 
yang diajukan di pengadilan. Petunjuk sering kali memerlukan dukungan dari alat bukti lain 
agar memiliki kekuatan pembuktian yang lebih solid. Misalnya, keterangan saksi yang 
memberikan gambaran tentang kejadian dapat diperkuat dengan petunjuk berupa bukti 
fisik atau dokumen yang mendukung keterangannya. Begitu pula, keterangan terdakwa bisa 
memberikan konteks tambahan, tetapi perlu diverifikasi melalui petunjuk atau bukti lain 
agar dapat diterima sepenuhnya di pengadilan. Oleh karena itu, peran petunjuk adalah 
untuk menghubungkan dan memperkuat alat bukti lainnya, sehingga membantu hakim 
dalam mengambil keputusan yang adil dan tepat.​



​
Di dalam proses penilaian, hakim bertanggung jawab untuk menilai kekuatan dan relevansi 
petunjuk dengan mengedepankan kebijaksanaan serta kecermatan. Hal ini diatur dalam 
Pasal 188 ayat (3), yang menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan persesuaian 
antara petunjuk dan alat bukti lain, serta keseluruhan konteks kasus. Dalam kasus 
pelanggaran HAM yang berat, integrasi petunjuk dengan alat bukti lainnya sangat penting 
untuk memastikan bahwa semua bukti dipertimbangkan secara menyeluruh dan adil. 
Dengan demikian, petunjuk memainkan peran esensial dalam memastikan bahwa 
penegakan hukum berjalan dengan keakuratan dan keadilan, terutama dalam kasus-kasus 
yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

5. Keterangan Terdakwa 

a. Definisi dan batasan keterangan terdakwa 

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, keterangan terdakwa merupakan 
pernyataan yang diberikan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang 
dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
keterangan terdakwa hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Hal 
ini menunjukkan bahwa keterangan terdakwa memiliki keterbatasan dalam penggunaannya 
sebagai alat bukti di pengadilan, dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan 
pihak lain.​
​
Keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat dimanfaatkan untuk 
membantu menemukan bukti dalam persidangan, dengan syarat bahwa keterangan tersebut 
didukung oleh alat bukti yang sah terkait dengan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa. 
Meskipun demikian, keterangan terdakwa sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah atas perbuatan yang didakwakan. Perlu adanya alat bukti lain untuk menguatkan 
keterangan tersebut agar dapat digunakan dalam memutus perkara pidana.​
​
Dengan demikian, penting bagi para penegak hukum dan praktisi peradilan untuk 
memahami batasan dan penggunaan keterangan terdakwa dalam proses pembuktian. 
Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti yang diatur dalam 
berbagai peraturan dan undang-undang terkait, keterangan terdakwa harus dipadukan 
dengan bukti lain yang relevan dan sah untuk memastikan bahwa proses peradilan 
berlangsung dengan adil dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.​
​
 

b. Nilai pembuktian dari keterangan terdakwa 

Tambahan kaliman diawal. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, keterangan terdakwa 
memiliki nilai pembuktian yang diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 



1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 189, keterangan terdakwa merujuk pada 
apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, 
atau alami sendiri. Namun, keterangan ini bersifat terbatas karena secara hukum hanya 
dapat digunakan untuk menilai perbuatan terdakwa sendiri. Hal ini berarti bahwa 
keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa 
dan harus disertai dengan alat bukti lain yang sah agar dapat berfungsi secara efektif dalam 
proses pembuktian.​
​
​
​
Pentingnya keterangan terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM yang berat terletak pada 
kemampuannya untuk memberikan pandangan tambahan yang mungkin tidak dicakup oleh 
bukti lainnya. Meski demikian, dalam praktiknya, keterangan terdakwa harus selalu dilihat 
bersama dengan bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan dokumen yang 
relevan. Integrasi ini bukan hanya penting untuk membangun kasus yang kuat tetapi juga 
untuk memastikan bahwa semua aspek dari dugaan pelanggaran HAM yang berat telah 
dieksplorasi secara menyeluruh. Proses ini membantu menghindari keputusan yang 
didasarkan pada bukti yang tidak cukup dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang 
terlibat.​
​
​
​
Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, dimana kompleksitas kasus seringkali tinggi, 
keterangan terdakwa dapat memberikan wawasan penting mengenai konteks dan motivasi 
di balik tindakan yang didakwakan. Walaupun keterangan ini tidak bisa dijadikan bukti 
tunggal, kontribusinya dalam membangun narasi kasus yang lengkap dapat mempengaruhi 
pandangan hakim terhadap kasus tersebut. Selain itu, memahami bagaimana keterangan 
terdakwa dapat berinteraksi dengan bukti lain dalam konteks pelanggaran HAM yang berat 
juga membantu para praktisi hukum dalam mengembangkan strategi pembuktian yang 
lebih efektif dan adil. Dengan demikian, keterangan terdakwa tetap memegang peran 
penting dalam proses pembuktian, namun harus dievaluasi secara hati-hati dan 
dikombinasikan dengan bukti lainnya untuk mencapai keadilan yang diinginkan.​
​
 

c. Pengaruh keterangan terdakwa terhadap keseluruhan kasus 

Keterangan terdakwa dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia 
memainkan peran penting, namun dengan batasan yang sangat jelas. Menurut Pasal 189 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan terdakwa 
hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat 
bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan. Dalam kasus pelanggaran HAM yang 
berat, di mana kompleksitas fakta dan banyaknya pihak yang terlibat seringkali menjadi 
tantangan, keterangan terdakwa perlu diintegrasikan dengan bukti lain untuk menyusun 
narasi yang konsisten dan meyakinkan di pengadilan.​



​
Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat, keterangan terdakwa dapat 
memberikan wawasan langsung mengenai konteks dan motif di balik peristiwa tersebut. 
Misalnya, pengakuan atau klarifikasi yang diberikan terdakwa dapat membantu 
mengidentifikasi bagaimana dan mengapa pelanggaran terjadi, yang dapat menjadi titik 
awal penting dalam penyelidikan lebih lanjut. Namun, karena keterangan terdakwa tidak 
dapat digunakan sebagai satu-satunya bukti, penting bagi penyidik dan penuntut untuk 
mengumpulkan bukti pendukung lainnya, seperti keterangan saksi atau bukti dokumenter, 
sehingga keterangan terdakwa dapat diperkuat dan diverifikasi.​
​
Sebagai bagian dari upaya membangun kasus yang kuat dalam pelanggaran HAM yang berat, 
para penegak hukum harus mampu menghubungkan keterangan terdakwa dengan 
elemen-elemen bukti lainnya secara koheren. Ini melibatkan analisis yang cermat dan 
pemahaman mendalam tentang konteks hukum dan fakta yang ada. Dengan pendekatan ini, 
keterangan terdakwa dapat menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar, yang membantu 
hakim dan semua pihak terkait dalam memahami keseluruhan peristiwa dan menentukan 
tanggung jawab pidana secara adil dan akurat. Dalam hal ini, keterangan terdakwa, 
meskipun terbatas dalam penggunaannya, tetap merupakan elemen penting dalam 
mencapai keadilan dan akurasi dalam proses peradilan pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

C. Prosedur Penanganan Alat Bukti 

1. Pengumpulan dan Penyimpanan Alat Bukti 

a. Metode pengumpulan alat bukti yang sah 

Pengumpulan dan penyimpanan alat bukti yang sah dalam konteks pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam terhadap regulasi 
hukum yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. Proses ini harus dilakukan dengan metode yang sah dan 
terukur untuk memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan dapat diterima di 
pengadilan serta memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Pasal 184 mengidentifikasi 
alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Semua bukti ini harus diperoleh dan dikelola sesuai dengan 
ketentuan hukum yang ada.​
​
Peran penyidik dalam proses pengumpulan alat bukti sangat penting, khususnya dalam 
kasus pelanggaran HAM berat. Misalnya, pada kasus dugaan pemalsuan dokumen, penyidik 
dapat meminta keterangan dari ahli untuk memastikan keaslian dokumen tersebut, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 132. Keterlibatan ahli ini sangat penting dalam 
memberikan verifikasi teknis terhadap alat bukti yang dikumpulkan. Proses 
pendokumentasian juga penting untuk menjaga integritas rantai pengawasan, di mana 
setiap langkah dalam pengumpulan alat bukti, termasuk siapa yang mengumpulkan, tanggal, 



dan metode yang digunakan, harus dicatat dengan baik.​
​
Penyimpanan alat bukti harus dilakukan secara ketat untuk melindungi integritas dan 
keamanan bukti yang telah dikumpulkan. Rantai pengawasan yang baik harus 
dipertahankan untuk mencegah kontaminasi atau manipulasi yang dapat mengurangi 
kekuatan pembuktian di pengadilan. Dokumentasi yang teliti diperlukan untuk setiap tahap 
penyimpanan, sehingga alat bukti dapat dipertanggungjawabkan dan tetap dalam kondisi 
baik sampai digunakan di persidangan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan hati-hati 
ini, proses pengumpulan dan penyimpanan alat bukti dapat mendukung pelaksanaan 
peradilan yang adil dan efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

b. Prosedur penyimpanan alat bukti dalam rantai pengawasan 

Dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pengumpulan dan 
penyimpanan alat bukti memiliki peran krusial dalam memastikan integritas proses 
peradilan. Prosedur penyimpanan alat bukti dalam rantai pengawasan harus dilaksanakan 
dengan cermat sesuai peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 44 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menyatakan 
bahwa benda sitaan harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, 
dengan tanggung jawab penuh berada pada pejabat berwenang selama tahap pemeriksaan. 
Larangan penggunaan benda sitaan oleh pihak manapun selama proses hukum berlangsung 
adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keamanan alat bukti.​
​
Rantai pengawasan yang ketat dalam penyimpanan alat bukti diperlukan untuk mencegah 
manipulasi atau kerusakan, yang dapat berdampak pada keabsahan alat bukti di pengadilan. 
Setiap tahap penyimpanan harus didokumentasikan secara rinci, termasuk identifikasi alat 
bukti, waktu dan lokasi penyimpanan, serta kondisi fisik alat bukti tersebut. Dokumentasi 
yang akurat tidak hanya mendukung integritas proses hukum tetapi juga meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam kasus pelanggaran HAM yang 
berat, ketidakpatuhan terhadap prosedur penyimpanan dapat berakibat serius, seperti 
pembatalan alat bukti, yang menghambat pencapaian keadilan bagi korban.​
​
Prosedur penyimpanan yang tepat juga berkontribusi pada perlindungan hak-hak korban 
dan saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Dengan memastikan alat bukti 
disimpan dengan aman dan tidak disalahgunakan, sistem peradilan dapat berfungsi secara 
efektif untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pengawasan dan 
dokumentasi yang cermat atas alat bukti memastikan bahwa hak-hak korban dan saksi 
dihormati dan dilindungi, mencegah potensi gangguan terhadap proses hukum. Kesalahan 
dalam prosedur ini dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan menunda keadilan bagi 
korban, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar penyimpanan alat bukti 
yang ketat.​
​
 



c. Dokumentasi dan pencatatan alat bukti 

Pengumpulan dan penyimpanan alat bukti merupakan langkah awal yang sangat penting 
dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam konteks ini, 
dokumentasi dan pencatatan alat bukti berfungsi sebagai landasan yang memastikan 
keabsahan dan keterpercayaan alat bukti di pengadilan. Setiap alat bukti yang diperoleh 
harus dicatat secara rinci, mencakup informasi seperti waktu, tempat, dan kondisi saat 
barang tersebut ditemukan atau disita. Dokumentasi yang akurat dan detail ini tidak hanya 
berfungsi sebagai catatan yang dapat diandalkan tetapi juga sebagai pengaman untuk 
mencegah penyalahgunaan atau manipulasi alat bukti.​
​
Proses dokumentasi dan pencatatan harus dilakukan sesuai dengan standar hukum yang 
berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. Pasal 44 dari undang-undang ini menegaskan bahwa penyimpanan benda 
sitaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab penuh berada pada 
pejabat yang berwenang. Pemahaman yang baik terhadap prosedur ini memastikan bahwa 
alat bukti tetap dalam kondisi aman dan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. 
Penegak hukum harus mematuhi semua langkah dalam dokumentasi dan pencatatan untuk 
memastikan bahwa alat bukti dapat dipertanggungjawabkan secara sah di pengadilan.​
​
Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat menunjukkan pentingnya 
dokumentasi yang teliti dan cermat. Dalam beberapa kasus sebelumnya, kegagalan dalam 
mendokumentasikan alat bukti secara tepat telah mengakibatkan penolakan alat bukti di 
pengadilan, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil dari kasus tersebut. Dengan demikian, 
dokumentasi yang akurat dan rantai pengawasan yang ketat menjadi elemen kunci dalam 
memastikan bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat dapat ditangani secara adil dan 
transparan, serta memberikan keadilan bagi para korban dan saksi.​
​
 

2. Pemeriksaan dan Validasi Alat Bukti 

a. Teknik pemeriksaan alat bukti di pengadilan 

Dalam proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan, penting untuk memahami bahwa alat 
bukti yang sah memainkan peran krusial dalam memastikan keadilan terpenuhi. Menurut 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah 
meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Dalam hal ini, hakim harus memperoleh keyakinan tentang terjadinya tindak pidana dan 
siapa yang bertanggung jawab atasnya dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183.​
​
Pemeriksaan alat bukti di pengadilan harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku. Keterangan saksi, misalnya, harus disampaikan di sidang 
pengadilan dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk memutuskan bersalahnya 
terdakwa, kecuali ada alat bukti lain yang menyertainya. Selain itu, hakim harus dengan 



cermat menilai konsistensi dan kredibilitas dari setiap keterangan yang diberikan, termasuk 
memeriksa persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, serta 
mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap 
keterangan tersebut.​
​
Peran ahli dalam verifikasi alat bukti juga sangat penting untuk memastikan keabsahan dan 
relevansi dari bukti yang diajukan. Pendapat ahli harus didasarkan pada pengetahuan dan 
keahlian yang relevan, dan tidak hanya sekadar hasil pemikiran tanpa dasar ilmiah. Dengan 
demikian, pemeriksaan alat bukti yang dilakukan secara menyeluruh dan berlandaskan 
hukum yang tepat, akan membantu pengadilan dalam membuat putusan yang adil dan 
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.​
​
 

b. Peran ahli dalam verifikasi alat bukti 

Dalam konteks pemeriksaan dan validasi alat bukti dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, peran ahli memegang peranan penting untuk memastikan keabsahan 
dan integritas dari alat bukti yang diajukan. Keterangan ahli, yang diatur dalam Pasal 186 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah bagian dari 
pembuktian yang sah. Ahli diharapkan memberikan penjelasan teknis yang membantu 
hakim memahami dan memverifikasi keabsahan alat bukti. Proses ini krusial karena alat 
bukti yang valid adalah fondasi dari setiap putusan yang adil dan berdasarkan hukum.​
​
Lebih lanjut, keterangan ahli dapat menjadi subjek pemeriksaan ulang apabila terdapat 
keberatan yang beralasan dari pihak terdakwa atau penasihat hukum, seperti yang 
dijelaskan dalam Pasal 180 ayat (2). Hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan 
penelitian ulang dengan melibatkan instansi yang sama tapi dengan komposisi personil 
berbeda, atau instansi lain yang berwenang. Ini bertujuan untuk menjaga integritas dan 
objektivitas proses pemeriksaan agar tidak ada keraguan terhadap keabsahan keterangan 
yang diberikan.​
​
Peran ahli dalam verifikasi alat bukti ini juga harus dilihat dalam konteks bagaimana alat 
bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi, terdakwa, serta bukti lainnya yang diakui 
berdasarkan Pasal 184. Dengan demikian, keterangan ahli tidak hanya berdiri sendiri tetapi 
melengkapi rangkaian bukti lainnya untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan 
akurat dari fakta yang diperiksa. Keberhasilan dalam memverifikasi alat bukti ini akan 
memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang dapat diandalkan, 
sehingga mendukung penegakan hukum yang adil dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat.​
​
 



c. Proses validasi keterangan saksi dan terdakwa 

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, proses validasi keterangan saksi 
dan terdakwa memiliki tantangan khusus yang membedakannya dari kasus hukum umum. 
Tantangan ini dapat mencakup kesulitan dalam mengumpulkan keterangan yang konsisten 
dan dapat diandalkan dari saksi yang mungkin mengalami trauma atau ketakutan. Selain itu, 
dalam kasus-kasus ini, saksi sering kali merupakan korban dari pelanggaran tersebut atau 
memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Hal ini menuntut hakim untuk lebih 
berhati-hati dalam menilai kredibilitas dan konsistensi keterangan yang diberikan, serta 
mempertimbangkan setiap faktor yang dapat memengaruhi kemampuan saksi untuk 
memberikan kesaksian yang jujur dan akurat.​
​
Proses validasi juga melibatkan peran penting dari ahli yang dapat membantu menilai 
relevansi dan akurasi keterangan saksi dan terdakwa. Dalam kasus pelanggaran HAM yang 
berat, keterangan ahli dapat memberikan wawasan tambahan mengenai konteks atau 
dampak psikologis terhadap saksi yang dapat memengaruhi keterangannya. Selain itu, 
keterangan ahli dapat membantu menjembatani kesenjangan antara bukti fisik dan 
keterangan saksi, memastikan bahwa semua sudut pandang diperhitungkan dalam proses 
pembuktian. Penggunaan keterangan ahli ini diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 sebagai bagian dari alat bukti yang sah.​
​
Penilaian terhadap keterangan terdakwa juga harus dilakukan dengan seksama, terutama 
dalam memastikan bahwa terdakwa memahami haknya untuk menghadirkan saksi yang 
dapat menguntungkannya. Proses ini, yang diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981, bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati dan semua 
informasi yang relevan dipertimbangkan. Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, 
pengadilan harus memastikan bahwa semua keterangan, baik dari saksi maupun terdakwa, 
dievaluasi secara adil dan objektif, mengingat kompleksitas dan sensitivitas kasus-kasus 
tersebut.​
​
 

3. Pengembalian dan Pemusnahan Alat Bukti 

Pengembalian dan pemusnahan alat bukti adalah bagian penting dari prosedur penanganan 
alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Dalam konteks pengembalian, 
barang bukti yang disita selama proses penyidikan atau penuntutan harus diserahkan 
kembali kepada pihak yang paling berhak, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam 
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun, penting untuk dicatat bahwa hal ini 
tidak berlaku jika barang tersebut diperoleh dari atau digunakan untuk melakukan tindak 
pidana, seperti dinyatakan dalam Pasal 46(1)(c). Dalam situasi di mana barang tersebut 
tidak lagi diperlukan untuk proses pembuktian, pengembalian harus dilakukan dengan 
memperhatikan aspek kemanusiaan, khususnya jika barang tersebut merupakan sumber 
kehidupan bagi pemiliknya.​
​
Pemusnahan alat bukti dilakukan apabila barang tersebut tidak lagi diperlukan untuk 



pembuktian dan telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum 
tetap. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa barang bukti dapat 
dimusnahkan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak dapat digunakan kembali 
untuk tujuan yang melanggar hukum. Proses pemusnahan ini harus dilakukan secara sah 
dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaga integritas dan keadilan 
dalam penanganan perkara pidana.​
​
Selain itu, dalam penyerahan barang bukti, Pasal 194(3) mengizinkan pengembalian barang 
meskipun putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, barang 
tersebut harus dapat dihadirkan kembali di pengadilan dalam keadaan utuh jika diperlukan. 
Hal ini memastikan bahwa hak-hak pihak yang berhak atas barang tersebut terlindungi, 
sementara tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Pengembalian atau pemusnahan 
harus dilakukan segera setelah sidang selesai, kecuali ada alasan sah untuk menundanya, 
agar tidak mengabaikan hak-hak pihak yang terkait.​
​
 

a. Ketentuan pengembalian alat bukti kepada pemilik 

Dalam penanganan alat bukti yang disita dalam konteks pelanggaran HAM yang berat di 
Indonesia, pengembalian alat bukti kepada pemiliknya diatur secara ketat oleh hukum. 
Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
menegaskan bahwa alat bukti yang disita dapat dikembalikan kepada pemiliknya jika tidak 
lagi diperlukan untuk proses pembuktian dan pemeriksaan. Pengembalian ini tidak hanya 
memperhatikan aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama 
jika alat bukti tersebut merupakan sumber kehidupan bagi pemiliknya. Ketentuan ini 
mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi 
manusia.​
​
Pasal 194 dari undang-undang yang sama menambahkan bahwa pengadilan harus 
memutuskan pengembalian alat bukti yang disita kepada pihak yang paling berhak, 
sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Proses pengembalian ini dilakukan 
kecuali jika alat bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan, 
atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan kembali. Pengembalian barang bukti harus 
dilakukan tanpa syarat, kecuali jika putusan pengadilan belum memiliki kekuatan hukum 
tetap. Ini memastikan bahwa proses pengembalian dilakukan secara adil dan sesuai dengan 
hukum yang berlaku, memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang 
terlibat.​
​
Lebih lanjut, Pasal 46 juga mengatur bahwa alat bukti dapat dikembalikan jika perkara tidak 
dilanjutkan karena kurangnya bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau perkara tersebut 
dikesampingkan untuk kepentingan umum. Namun, ada pengecualian jika alat bukti 
tersebut diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. 
Dalam hal demikian, pengembalian hanya dapat dilakukan setelah perkara diputuskan dan 
sesuai dengan ketentuan dalam putusan hakim. Dengan demikian, proses pengembalian alat 



bukti harus dilaksanakan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, 
memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga dalam penanganan 
kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

b. Prosedur pemusnahan alat bukti sesuai hukum 

Prosedur pemusnahan alat bukti dalam konteks hukum pidana di Indonesia memerlukan 
perhatian khusus terhadap langkah-langkah dan tanggung jawab yang terlibat. Proses ini 
dimulai setelah pengadilan memutuskan bahwa barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan 
untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau sidang pengadilan dalam perkara lain. 
Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan apakah barang bukti harus 
dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara. Pemusnahan dilakukan untuk 
mencegah kemungkinan penggunaan kembali alat bukti dalam aktivitas melanggar hukum 
dan memastikan bahwa barang tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah.​
​
Tanggung jawab dalam pemusnahan alat bukti berada pada pihak berwenang yang ditunjuk 
oleh pengadilan, yang harus melakukan tindakan ini sesuai dengan prosedur hukum yang 
ketat. Proses ini memerlukan dokumentasi yang cermat untuk menjaga transparansi dan 
akuntabilitas. Setiap langkah dalam pemusnahan harus dicatat secara resmi, dan laporan 
tersebut menjadi bagian dari catatan pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 
proses pemusnahan dilakukan dengan cara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.​
​
Dokumentasi dan pencatatan yang teliti dalam pemusnahan alat bukti memastikan 
integritas proses hukum. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil dapat diverifikasi 
dan dinilai sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya melibatkan 
pemusnahan fisik barang, tetapi juga melibatkan pengawasan yang ketat untuk memastikan 
bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, sistem 
hukum dapat memastikan bahwa penanganan alat bukti mendukung penegakan hukum 
yang adil dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.​
​
 

c. Kondisi alat bukti dirampas untuk kepentingan negara 

Dalam konteks pengelolaan alat bukti, terdapat prosedur khusus mengenai kondisi di mana 
alat bukti dapat dirampas untuk kepentingan negara. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 
194 ayat (1) dan Pasal 46 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, alat bukti dapat dirampas jika diperoleh dari suatu tindak pidana atau digunakan 
untuk melakukan tindak pidana. Perampasan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan 
kembali alat bukti yang berpotensi merugikan dan memastikan bahwa barang tersebut 
tidak kembali ke tangan yang salah. Proses ini memerlukan keputusan pengadilan yang 
menetapkan bahwa alat bukti tersebut harus dirampas, dimusnahkan, atau dirusak agar 
tidak dapat digunakan lagi.​
​



Prosedur perampasan alat bukti untuk kepentingan negara juga melibatkan koordinasi yang 
cermat antara berbagai pihak terkait. Penjelasan dalam Pasal 45 ayat (4) menekankan 
bahwa benda yang dirampas harus diserahkan kepada departemen yang berwenang, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini memerlukan konsultasi dengan penyidik, 
penuntut umum, atau hakim yang bersangkutan untuk memastikan bahwa semua langkah 
yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum. Koordinasi ini penting agar setiap keputusan 
mengenai perampasan dapat dipertanggungjawabkan dan proses hukum berjalan dengan 
transparan dan adil.​
​
Selain aspek hukum, penting juga untuk memperhatikan aspek praktis dalam pengelolaan 
alat bukti yang dirampas. Proses perampasan memerlukan dokumentasi yang akurat dan 
pencatatan yang rinci untuk memastikan bahwa alat bukti dikelola dengan benar. Konsultasi 
dengan lembaga ahli dalam menentukan sifat benda merupakan langkah penting untuk 
memastikan bahwa keputusan yang diambil tepat. Dengan demikian, setiap tindakan yang 
dilakukan dalam rangka merampas alat bukti untuk kepentingan negara dapat dilakukan 
secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.​
​
 

5. Perencanaan Investigasi 
​
Tujuan Umum 

Mengembangkan kemampuan peserta dalam merencanakan investigasi yang efektif terkait 
pelanggaran HAM yang berat, dengan memahami prosedur pengumpulan dan analisis bukti 
sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Meningkatkan keterampilan 
dalam mengidentifikasi sumber daya dan strategi yang diperlukan untuk mendukung 
penyelidikan yang komprehensif dan berkeadilan. 

Tujuan Khusus 

●​ Menguasai langkah-langkah perencanaan investigasi dalam pelanggaran HAM yang 
berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 

●​ Menjelaskan prosedur hukum yang harus diikuti dalam penyelidikan dan penyidikan 
pelanggaran HAM yang berat. 

●​ Menetapkan peran dan tanggung jawab penyelidik dan penyidik dalam setiap tahap 
investigasi. 

●​ Mengembangkan strategi investigasi yang menyeluruh dan mematuhi aturan hukum 
yang ditetapkan. 

●​ Menyusun rencana investigasi yang memperhatikan perlindungan saksi dan korban 
serta menjamin keadilan bagi semua pihak. 

 



A. Prinsip-prinsip umum 

1. Pengertian dan Tujuan Penyelidikan 

a. Definisi penyelidikan dalam konteks pelanggaran HAM berat 

Penyelidikan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan ada 
tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran tersebut. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelidikan ini 
merupakan tahap awal yang krusial sebelum penyidikan dimulai, dan berfungsi untuk 
mengidentifikasi serta mengamankan bukti awal yang relevan. Penekanan diberikan pada 
sifat luar biasa dari kejahatan ini, yang mencakup genosida dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan, serta urgensi untuk menanganinya dengan perhatian khusus.​
​
Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran 
dapat dievaluasi secara menyeluruh dan akurat. Ini bertujuan untuk membangun dasar yang 
kuat bagi langkah hukum selanjutnya, dengan mengumpulkan bukti yang sah dan relevan. 
Dalam pelaksanaannya, penyelidik harus memastikan bahwa semua tindakan dilakukan 
sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Selain itu, peran Komnas HAM sebagai 
lembaga yang berwenang dalam proses penyelidikan sangat penting, karena mereka 
bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari berbagai 
sumber, termasuk saksi dan dokumen yang terkait.​
​
Kewenangan penyelidik mencakup kemampuan untuk menerima laporan atau pengaduan, 
memanggil saksi, dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian. Hal ini diatur dengan 
jelas dalam undang-undang untuk memastikan bahwa penyelidik dapat menjalankan tugas 
mereka secara efektif. Tantangan yang dihadapi dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang 
berat sering kali melibatkan kompleksitas kasus dan kebutuhan untuk bertindak cepat dan 
akurat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai definisi dan tujuan penyelidikan 
sangat penting bagi para profesional hukum untuk menangani kasus ini dengan tepat dan 
efisien.​
​
 

b. Tujuan utama dari proses penyelidikan 

Penyelidikan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat bertujuan untuk 
mengungkap fakta dan kebenaran dari peristiwa yang terjadi. Proses ini tidak hanya sekadar 
mengumpulkan bukti tetapi juga berfungsi untuk menilai apakah pelaku dapat dikenakan 
pertanggungjawaban hukum. Dalam melaksanakan penyelidikan, prinsip-prinsip dasar 
seperti objektivitas dan ketelitian harus dijunjung tinggi. Hal ini penting agar semua 
informasi yang relevan dapat diidentifikasi dan diproses dengan akurat, menjadi dasar kuat 
untuk langkah hukum selanjutnya, seperti penyidikan dan penuntutan.​
​
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan sentral dalam penyelidikan 



ini, diberi kewenangan untuk menerima laporan, memanggil saksi, dan mengumpulkan 
dokumen yang diperlukan. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa 
penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan adil. UU Nomor 26 Tahun 2000 mengatur 
secara khusus wewenang Komnas HAM dalam penyelidikan, menjadikannya lembaga yang 
independen dan obyektif dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat.​
​
Dalam praktiknya, penyelidikan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan 
dalam mendapatkan keterangan dari saksi atau pihak terkait, serta kendala logistik dan 
teknis di lapangan. Namun, melalui strategi yang tepat dan kolaborasi dengan unsur 
masyarakat yang berdedikasi, penyelidikan dapat menjadi lebih efektif. Pendekatan ini tidak 
hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran 
publik mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia, serta mempromosikan budaya 
hukum yang menghormati hak asasi manusia di Indonesia.​
​
 

c. Peran Komnas HAM dalam pelaksanaan penyelidikan 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memainkan peran penting dalam 
penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki 
kewenangan eksklusif untuk melakukan penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran 
tersebut. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM bertugas untuk menjaga obyektivitas 
dan keabsahan proses penyelidikan. Tugas ini mencakup penerimaan laporan, pengumpulan 
bukti, serta pengajuan rekomendasi untuk proses hukum lebih lanjut.​
​
Dalam pelaksanaan penyelidikan, Komnas HAM memiliki berbagai kewenangan yang diatur 
dalam Pasal 19 UU No. 26/2000. Kewenangan tersebut meliputi menerima laporan atau 
pengaduan, memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan, dan mengumpulkan 
informasi di tempat kejadian. Namun, terdapat keterbatasan dalam kewenangan Komnas 
HAM, khususnya dalam hal pemanggilan paksa. UU No. 26/2000 tidak memberikan Komnas 
HAM hak untuk melakukan pemanggilan paksa, berbeda dengan UU No. 39 Tahun 1999 
yang memberikan kewenangan tersebut dalam konteks pemantauan hak asasi manusia.​
​
Dalam konteks ini, peran Komnas HAM sangat krusial, namun juga menghadapi tantangan 
signifikan. Keterbatasan dalam kewenangan pemanggilan dapat menghambat pengumpulan 
bukti dan keterangan yang diperlukan untuk penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan 
ini, Komnas HAM perlu menjalin koordinasi yang efektif dengan lembaga lain dan 
memanfaatkan kerjasama lintas sektor. Hal ini penting guna memastikan bahwa proses 
penyelidikan berjalan secara efektif dan efisien, serta sejalan dengan tahap penuntutan 
hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam undang-undang.​
​
 



d. Kewenangan penyelidik dalam melaksanakan penyelidikan 

Kewenangan penyelidik dalam melaksanakan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pasal 19, penyelidik memiliki berbagai 
kewenangan untuk memastikan proses penyelidikan berjalan efektif dan objektif. 
Kewenangan tersebut mencakup melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 
peristiwa yang menimbulkan dugaan pelanggaran berat, menerima laporan atau pengaduan 
dari individu atau kelompok, serta mencari keterangan dan barang bukti relevan. Penyelidik 
juga diberi wewenang untuk memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak terkait lainnya, 
termasuk saksi, untuk didengar keterangannya.​
​
Di samping itu, penyelidik berhak meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat 
kejadian atau lokasi lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelidik 
dapat memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan tertulis atau menyerahkan 
dokumen yang diperlukan. Atas perintah penyidik, penyelidik juga dapat melakukan 
tindakan seperti pemeriksaan surat, penggeledahan, penyitaan, dan mendatangkan ahli 
untuk membantu penyelidikan. Kewenangan ini dirancang untuk memastikan bahwa 
penyelidik dapat menjalankan tugasnya secara mendalam dan menyeluruh, mengingat sifat 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
Namun, penting untuk dicatat bahwa kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang bersifat independen, untuk 
menjaga obyektivitas hasil penyelidikan. Dalam praktiknya, pelaksanaan penyelidikan oleh 
Komnas HAM bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang dapat 
digunakan dalam proses penyidikan oleh Jaksa Agung. Meskipun demikian, dalam beberapa 
kasus, terdapat tantangan dalam pelaksanaan penyelidikan, seperti kesulitan mendatangkan 
saksi tertentu. Oleh karena itu, kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara penyelidik 
dan penyidik sangat penting untuk memastikan penanganan kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat dapat berjalan dengan lancar dan adil.​
​
 

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Penyelidik 

Dalam konteks penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kewenangan dan 
tanggung jawab penyelidik diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM. Penyelidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan 
dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang diduga melibatkan pelanggaran HAM berat. Hal 
ini termasuk menerima laporan atau pengaduan dari individu atau kelompok, serta 
mengumpulkan keterangan dan barang bukti. Penyelidik juga memiliki wewenang untuk 
memanggil pengadu, korban, atau pihak yang diadukan guna dimintai keterangannya. Selain 
itu, penyelidik dapat memanggil saksi-saksi untuk memberikan kesaksian dan meninjau 
tempat kejadian serta lokasi lain yang relevan.​
​
Komnas HAM, sebagai lembaga penyelidik independen, memainkan peran sentral dalam 



menjaga obyektivitas hasil penyelidikan. Pentingnya independensi ini ditegaskan dalam 
undang-undang untuk menjamin bahwa hasil penyelidikan dapat diandalkan dan tidak 
terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu. Dalam pelaksanaannya, penyelidik juga 
berkoordinasi dengan penyidik, khususnya ketika diperlukan tindakan lebih lanjut seperti 
pemeriksaan lokasi atau penggeledahan. Meskipun demikian, terdapat batasan dalam 
kewenangan penyelidik, seperti ketidakmampuan untuk melakukan pemanggilan paksa, 
yang kadang-kadang menghambat proses penyelidikan.​
​
Tanggung jawab penyelidik tidak hanya terbatas pada pengumpulan bukti dan kesaksian, 
tetapi juga mencakup penyampaian hasil penyelidikan kepada Jaksa Agung untuk proses 
penyidikan dan penuntutan lebih lanjut. Proses ini perlu dilakukan dengan cermat dan tepat 
waktu untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat 
ditindaklanjuti secara hukum. Dengan demikian, peran penyelidik sangat vital dalam 
memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak hanya terungkap, tetapi juga diproses 
sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga keadilan dapat ditegakkan.​
​
 

3. Prinsip-prinsip Dasar dalam Penyelidikan 

a. Prinsip Kepastian Hukum (Legal Certainty) 

Prinsip Kepastian Hukum atau Legal Certainty merupakan salah satu prinsip dasar yang 
esensial dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Prinsip ini 
memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan selama proses penyelidikan 
harus memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti. Hal ini bertujuan untuk menghindari 
adanya ambiguitas atau ketidakpastian dalam penerapan hukum yang dapat merugikan 
pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan. Dalam konteks hukum pidana 
internasional, prinsip ini dikenal dengan istilah "nullum crimen sine lege" yang berarti tidak 
ada kejahatan tanpa hukum, serta "nulla poena sine lege" yang berarti tidak ada hukuman 
tanpa hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana harus diterapkan secara 
prospektif dan tidak boleh berlaku surut, untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan.​
​
Dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, prinsip Kepastian Hukum juga berfungsi 
untuk memberikan keadilan bagi tersangka dan memastikan bahwa setiap tindakan yang 
diambil oleh penyelidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaksanaan penyelidikan harus dimulai dengan pemberitahuan kepada penyidik, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu, penyelidik harus mematuhi 
kewenangan yang telah ditentukan, seperti memanggil saksi, mengumpulkan barang bukti, 
dan melakukan pemeriksaan setempat, dengan memperhatikan aspek legalitas dalam setiap 
tahapannya.​
​
Prinsip Kepastian Hukum juga terkait erat dengan tujuan dari penyelidikan itu sendiri, yakni 



untuk mengungkap kebenaran secara objektif dan adil. Dengan adanya kepastian hukum, 
proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga hasil dari 
penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan 
tujuan umum dari penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, yaitu untuk memastikan 
bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya terungkap kebenarannya, tetapi juga dapat 
diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, demi tercapainya keadilan bagi 
para korban dan masyarakat luas.​
​
 

b. Prinsip Keadilan (Justice) 

Prinsip Keadilan atau Justice dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
merupakan elemen kunci yang memastikan bahwa setiap langkah dalam proses 
penyelidikan berfokus pada pencapaian keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk 
korban dan pelaku. Prinsip ini mengharuskan bahwa keadilan tidak hanya diterjemahkan 
sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai pengakuan dan pemulihan 
hak-hak korban. Hal ini berarti bahwa dalam setiap tahap penyelidikan, hak korban harus 
diutamakan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kesempatan 
untuk berpartisipasi dalam proses penyelidikan.​
​
Dalam penerapan prinsip keadilan, penyelidik dan pihak terkait harus berkomitmen untuk 
menjaga objektivitas dan menghindari bias yang dapat mempengaruhi hasil penyelidikan. 
Hal ini termasuk memastikan bahwa setiap individu, baik itu pelaku, saksi, atau korban, 
diperlakukan secara setara di depan hukum. Setiap pihak harus diberikan kesempatan yang 
sama untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan perlindungan hukum yang 
diperlukan selama penyelidikan. Dengan cara ini, prinsip keadilan tidak hanya menjaga 
integritas proses penyelidikan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baru selama penyelidikan.​
​
Prinsip keadilan juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan, 
di mana hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Ini 
berarti bahwa penyelidik harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan dan disajikan 
adalah akurat dan relevan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan 
kebenaran dan keadilan. Prinsip ini juga mengatur bahwa penyelidik harus bertindak secara 
independen dan bebas dari tekanan eksternal, sejalan dengan ketentuan hukum nasional 
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 
Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam setiap tahap 
penyelidikan, memastikan bahwa tujuan utama dari proses ini, yaitu penegakan keadilan 
dan pemulihan hak korban, dapat tercapai.​
​
 



c. Prinsip Keterbukaan (Transparency) 

Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat adalah elemen krusial yang berfungsi memastikan proses penyelidikan berjalan 
secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Transparansi ini bukan hanya tentang 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penyelidikan, tetapi juga memastikan 
bahwa setiap langkah dalam penyelidikan dilakukan dengan integritas yang tinggi. Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebagai lembaga independen yang bertugas 
menyelidiki pelanggaran HAM berat, harus mematuhi prinsip ini untuk menjaga 
obyektivitas dan kredibilitas hasil penyelidikan. Transparansi memungkinkan publik untuk 
memahami dan memantau semua tahapan penyelidikan, mulai dari penerimaan laporan 
hingga pengumpulan bukti, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM.​
​
Dalam implementasinya, prinsip keterbukaan dapat diwujudkan dengan memberikan 
informasi yang memadai dan berkala mengenai perkembangan kasus kepada publik. Ini 
termasuk mempublikasikan langkah-langkah penyelidikan yang diambil, temuan awal, dan 
perkembangan kasus secara berkala. Tindakan ini penting untuk memastikan tidak ada 
penyelidikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang dapat merusak integritas dan 
kredibilitas penyelidikan. Selain itu, keterbukaan ini juga menuntut penyelidik untuk 
bersikap adil dan non-diskriminatif dalam setiap tahap penyelidikan, yang merupakan 
landasan penting dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan demikian, penyelidik harus 
mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang 
diambil dalam proses penyelidikan.​
​
Prinsip keterbukaan juga saling terkait dengan akuntabilitas dan profesionalisme 
penyelidik. Dengan memberikan akses informasi yang memadai kepada publik, penyelidik 
diharapkan dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil 
selama proses penyelidikan. Hal ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi 
juga mendorong penegakan hukum yang adil dan setara. Dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, di mana implikasi hukum dan sosialnya sangat signifikan, penerapan 
prinsip keterbukaan menjadi sangat krusial. Misalnya, dalam kasus penyelidikan 
pelanggaran HAM berat di Timor Timur, keterbukaan dalam penyelidikan menjadi penting 
untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan 
proses hukum berjalan secara transparan. Dengan demikian, keterbukaan tidak hanya 
menjadi prinsip tetapi juga praktik nyata yang harus diterapkan dalam setiap penyelidikan 
pelanggaran HAM berat.​
​
 

d. Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, prinsip akuntabilitas 
memainkan peran penting dalam proses penyelidikan. Akuntabilitas mengharuskan 
penyelidik untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil 
selama penyelidikan. Hal ini berarti bahwa setiap langkah yang diambil harus dapat 



dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik dan pihak berwenang yang 
relevan. Prinsip ini memastikan bahwa penyelidikan dilakukan dengan integritas dan 
profesionalisme yang tinggi, serta menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat 
merugikan proses keadilan.​
​
Prinsip akuntabilitas dalam penyelidikan pelanggaran HAM yang berat juga menuntut 
adanya dokumentasi yang detail dan komprehensif dari setiap temuan dan tindakan 
penyelidik. Ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi proses hukum 
selanjutnya, termasuk penuntutan di pengadilan HAM. Setiap laporan dan bukti yang 
dikumpulkan harus dapat diperiksa dan diverifikasi oleh pihak independen untuk 
memastikan keabsahannya. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya melindungi hak 
korban dan saksi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.​
​
Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelidikan harus didukung oleh 
kerangka hukum yang jelas dan tegas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada 
penyelidik, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19, untuk melakukan berbagai tindakan 
penyelidikan dengan tujuan mengungkap kebenaran. Dengan adanya prinsip akuntabilitas 
yang kuat, penyelidik diharapkan dapat beroperasi dengan transparansi yang tinggi, 
menjamin kepastian hukum, dan memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum 
dan keadilan di Indonesia.​
​
 

e. Prinsip Profesionalisme (Professionalism) 

Prinsip profesionalisme dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
menekankan pentingnya keterampilan khusus dan pengetahuan mendalam yang harus 
dimiliki oleh para penyelidik. Profesionalisme ini diwujudkan melalui pelatihan khusus dan 
pendidikan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para 
penyelidik. Hal ini penting agar penyelidik dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan 
efisien, serta dapat menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama proses 
penyelidikan. Dengan demikian, profesionalisme tidak hanya terkait dengan pemahaman 
hukum yang mendalam tetapi juga dengan persiapan yang berkelanjutan untuk menghadapi 
kasus-kasus yang kompleks.​
​
Selain keterampilan teknis, profesionalisme juga mencakup kemampuan untuk menangani 
bukti dan saksi dengan hati-hati. Ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang 
diperoleh selama penyelidikan dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil 
selaras dengan standar hukum dan etika yang tinggi. Dalam konteks ini, profesionalisme 
berarti menyadari pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses 
penyelidikan. Oleh karena itu, penyelidik harus bisa menunjukkan keteladanan dalam cara 
mereka menangani bukti dan informasi, serta dalam cara mereka berinteraksi dengan saksi 
dan pihak-pihak lain yang terlibat.​
​



Profesionalisme juga terkait erat dengan akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam 
pelaporan hasil penyelidikan. Meskipun prinsip-prinsip ini telah dibahas dalam konteks 
keadilan dan keterbukaan, profesionalisme menekankan bagaimana pelatihan dan 
pendidikan berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan penyelidik untuk melaporkan 
temuan mereka secara akurat dan komprehensif. Dengan demikian, prinsip profesionalisme 
tidak hanya mendukung pelaksanaan keadilan yang efektif tetapi juga memperkuat 
kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dengan memastikan bahwa semua tindakan 
penyelidikan dilakukan dengan standar yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.​
​
 

f. Prinsip Proses yang Adil (Fair Process) 

Prinsip Proses yang Adil adalah elemen utama dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat di Indonesia. Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak procedural semua 
pihak yang terlibat dilindungi selama proses penyelidikan. Dalam konteks ini, keadilan 
prosedural mencakup hak untuk didengar, hak atas pembelaan yang efektif, dan hak untuk 
mendapatkan akses ke bukti yang relevan. Dengan demikian, penyelidikan harus dirancang 
untuk mempertahankan integritas proses hukum, di mana setiap langkah penyelidikan 
harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.​
​
Dalam penerapannya, Prinsip Proses yang Adil menuntut agar penyelidik menjalankan 
tugasnya secara objektif dan tanpa prasangka. Hal ini berarti bahwa setiap pihak yang 
terlibat dalam penyelidikan, baik tersangka maupun korban, harus diperlakukan dengan 
setara dan tanpa diskriminasi. Misalnya, dalam pemanggilan saksi atau pengumpulan 
keterangan, penyelidik harus berusaha untuk mendapatkan informasi yang seimbang dan 
lengkap, yang mencerminkan semua sudut pandang yang relevan. Prinsip ini juga menuntut 
agar hasil penyelidikan disampaikan secara netral dan tidak memihak, menjaga kepercayaan 
publik terhadap proses hukum.​
​
Untuk memperkuat penerapan Prinsip Proses yang Adil, diperlukan mekanisme 
pengawasan dan akuntabilitas yang ketat. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti 
melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM untuk memastikan bahwa 
penyelidikan dilakukan sesuai standar hak asasi manusia internasional dan lokal. Selain itu, 
perlindungan terhadap saksi dan korban harus dijamin, dengan menyediakan fasilitas dan 
dukungan yang memadai, seperti perlindungan identitas dan bantuan hukum. Dengan 
memastikan bahwa semua langkah ini diikuti, Prinsip Proses yang Adil dapat berfungsi 
sebagai landasan untuk mencapai penyelidikan yang adil dan berimbang, yang pada 
akhirnya mendukung penegakan hukum yang bertanggung jawab dan efektif.​
​
 

g. Prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan penyelidikan 

Prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat merupakan elemen mendasar yang harus diimplementasikan oleh Komisi 



Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
setiap individu, tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis kelamin, atau status lainnya, 
memiliki akses yang sama dalam proses penyelidikan. Dalam konteks pelanggaran HAM 
berat, prinsip ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara setara 
di depan hukum. Kewenangan yang diberikan kepada penyelidik melalui Pasal 19 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menekankan pentingnya 
prinsip ini dalam menerima dan memeriksa laporan mengenai dugaan pelanggaran HAM 
berat.​
​
Penerapan prinsip non-diskriminasi ini tidak terlepas dari kewenangan dan tanggung jawab 
penyelidik dalam mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak, termasuk 
korban dan saksi. Komnas HAM harus menjamin bahwa proses pengumpulan bukti 
dilakukan secara adil dan objektif, tanpa adanya bias atau prasangka. Hal ini penting untuk 
memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penyelidikan yang nantinya akan menjadi 
dasar pengambilan tindakan hukum lebih lanjut. Prinsip non-diskriminasi juga mendukung 
integritas proses penyelidikan, yang mana hal tersebut menjadi esensial dalam membangun 
kepercayaan terhadap sistem hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.​
​
Selain itu, penerapan prinsip non-diskriminasi mencerminkan komitmen Indonesia 
terhadap standar internasional hak asasi manusia, meskipun negara ini belum meratifikasi 
Statuta Roma. Prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang nasional harus 
mengadopsi nilai-nilai universal yang diakui secara global. Sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan penyelidikan, prinsip non-diskriminasi dapat membantu membangun 
kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. 
Dengan mendahulukan prinsip ini, Komnas HAM tidak hanya dapat meningkatkan 
efektivitas dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, tetapi juga berkontribusi 
pada upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih baik di masa depan.​
​
 

h. Prinsip Proporsionalitas 

Prinsip Proporsionalitas dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
menekankan pentingnya tindakan yang diambil oleh penyelidik agar seimbang dengan 
tujuan penyelidikan. Prinsip ini mengharuskan setiap langkah, mulai dari pengumpulan 
bukti hingga pemanggilan saksi, dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar tidak 
berlebihan dan relevan dengan kasus yang ditangani. Selain menjaga integritas proses 
penyelidikan, prinsip ini juga melindungi hak-hak individu yang terlibat, memastikan bahwa 
langkah-langkah yang diambil tidak menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Dengan 
menerapkan prinsip ini, penyelidik diharapkan dapat mempertahankan kredibilitas di mata 
pengamat nasional dan internasional, yang pada gilirannya memperkuat posisi Indonesia 
dalam penegakan hukum hak asasi manusia.​
​
Dalam konteks pelatihan yudisial, penerapan prinsip proporsionalitas menjadi sangat 
krusial untuk memastikan bahwa penyelidikan pelanggaran HAM yang berat dilakukan 



secara efektif dan adil. Pelatihan harus menekankan pentingnya keseimbangan antara 
tindakan penyelidikan dan hak-hak asasi, serta bagaimana prinsip ini dapat digunakan 
untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, saat melakukan penggeledahan, 
penyelidik harus memastikan tindakan tersebut benar-benar diperlukan dan dilakukan 
dengan menghormati hak-hak pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya untuk mencapai 
tujuan penyelidikan tetapi juga untuk mencegah potensi intimidasi atau penekanan yang 
tidak semestinya, yang bisa merusak proses hukum.​
​
Penggunaan prinsip proporsionalitas juga perlu dijelaskan melalui contoh konkret dalam 
pelatihan, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada peserta mengenai 
penerapannya di lapangan. Misalnya, membahas kasus-kasus terdahulu di mana prinsip ini 
berhasil diterapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para profesional hukum. 
Dengan cara ini, para peserta pelatihan dapat melihat bagaimana prinsip proporsionalitas 
tidak hanya mendukung prinsip keadilan dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat 
kepercayaan publik terhadap proses penyelidikan dan penegakan hukum. Ini penting untuk 
memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia yang berat ditangani dengan cara 
yang sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional, memberikan perlindungan 
optimal bagi hak-hak asasi manusia.​
​
 

B. Matriks Alat Bukti 

1. Konsep Matriks Alat Bukti 

a. Definisi dan Tujuan Matriks Alat Bukti 

Matriks alat bukti memainkan peran penting dalam penyidikan pelanggaran hak asasi 
manusia (HAM) yang berat di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Matriks ini berfungsi 
sebagai kerangka kerja sistematis yang memudahkan pengorganisasian dan analisis bukti 
yang dikumpulkan sepanjang proses penyelidikan. Dengan menyediakan panduan 
struktural yang jelas, matriks alat bukti membantu penyidik dan jaksa dalam fokus pada 
aspek-aspek krusial dari setiap kasus pelanggaran HAM yang berat. Hal ini memungkinkan 
penyidik untuk tidak hanya mengidentifikasi bukti yang relevan tetapi juga untuk mengelola 
informasi dengan efisien, meminimalisir risiko kesalahan, dan memastikan integritas proses 
penyelidikan.​
​
Tujuan utama dari penerapan matriks alat bukti adalah untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Dalam kerangka hukum Indonesia, 
pelanggaran HAM yang berat dianggap sebagai "extraordinary crimes" yang memerlukan 
pendekatan khusus dalam penanganannya. Matriks ini membantu penyidik dalam 
menavigasi kompleksitas kasus dengan cara menyoroti elemen-elemen kunci dari setiap 
bukti yang dikumpulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam bukti tersebut, dan 
merancang strategi penyelidikan yang lebih terarah. Dengan demikian, matriks alat bukti 



tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam penyelidikan tetapi juga sebagai sarana 
untuk memastikan bahwa seluruh elemen penting dari kasus telah diperiksa dan 
dipertimbangkan dengan seksama.​
​
Praktisnya, matriks alat bukti mencakup langkah-langkah penting seperti pengumpulan, 
klasifikasi, serta verifikasi dan validasi bukti. Setiap langkah ini dirancang untuk 
memastikan bahwa bukti yang diperoleh memenuhi standar hukum yang berlaku dan dapat 
digunakan secara efektif dalam proses hukum. Misalnya, dengan mengklasifikasikan bukti 
berdasarkan jenis dan sumbernya, penyidik dapat lebih mudah memetakan hubungan 
antara berbagai elemen kasus. Verifikasi dan validasi bukti memastikan bahwa setiap 
potongan informasi yang digunakan dalam penyelidikan dapat diuji keasliannya dan 
relevansinya. Dengan demikian, matriks alat bukti tidak hanya memfasilitasi pengumpulan 
dan analisis bukti tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap keadilan dan 
akuntabilitas dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

b. Pentingnya Matriks dalam Penyidikan Pelanggaran HAM Berat 

Dalam konteks penyidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, matriks alat bukti 
berfungsi sebagai alat penting untuk menyusun strategi penyidikan yang efektif. Matriks ini 
membantu penyidik untuk mengidentifikasi dan mengorganisir semua elemen bukti yang 
diperlukan untuk mendukung kasus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan 
menggunakan matriks alat bukti, penyidik dapat memastikan bahwa setiap aspek dari 
kejahatan, seperti yang tercantum dalam pasal 9, dapat dibuktikan secara memadai, 
sehingga memungkinkan proses hukum yang adil dan transparan.​
​
Pentingnya matriks alat bukti juga terlihat dalam kemampuannya untuk mengidentifikasi 
kesenjangan dalam bukti yang tersedia. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan 
banyak saksi dan berbagai jenis bukti seperti dokumentasi, rekaman video, atau kesaksian, 
matriks dapat digunakan untuk menganalisis di mana kekurangan bukti mungkin terjadi. 
Dengan cara ini, penyidik dapat merencanakan langkah-langkah investigasi tambahan yang 
diperlukan untuk memperkuat kasus, seperti menemukan saksi baru atau mendapatkan 
bukti tambahan. Ini tidak hanya membantu dalam memperkuat kasus, tetapi juga 
memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara efisien dan efektif.​
​
Selain itu, matriks alat bukti memainkan peran krusial dalam menyajikan kasus di 
pengadilan dengan cara yang terstruktur dan koheren. Dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, di mana bukti sering kali kompleks dan melibatkan banyak elemen, 
matriks ini membantu dalam mengorganisir dan menyajikan informasi dengan jelas. Hal ini 
penting untuk memastikan bahwa kasus dapat dipahami dengan baik oleh hakim dan juri, 
serta untuk menjaga agar proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 
Dengan demikian, matriks alat bukti tidak hanya membantu dalam perencanaan investigasi 
tetapi juga dalam menjamin bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat 



diadili secara adil dan objektif.​
​
 

c. Komponen Utama dalam Matriks Alat Bukti 

Dalam konteks penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pengembangan 
matriks alat bukti menjadi esensial untuk mengelola bukti secara efektif. Komponen utama 
dalam matriks ini mencakup berbagai elemen yang harus diidentifikasi dengan tepat, 
seperti sumber bukti yang dapat berupa saksi, dokumen, rekaman, dan bukti fisik lainnya. 
Setiap sumber bukti harus didokumentasikan dengan rinci, mencakup informasi lokasi, 
waktu, dan cara pengumpulan untuk memastikan keabsahan dan relevansi bukti tersebut. 
Matriks ini berfungsi untuk memetakan hubungan antara berbagai bukti dan 
mengidentifikasi pola serta kesenjangan informasi yang mungkin ada.​
​
Selain berfungsi sebagai alat pengorganisasian, matriks alat bukti juga harus memuat 
penilaian awal mengenai kekuatan dan kelemahan dari setiap bukti yang terkumpul. Aspek 
legalitas, relevansi, dan kredibilitas bukti menjadi kriteria utama dalam penilaian ini. 
Dengan melakukan penilaian yang cermat, penyelidik dapat menetapkan prioritas dan 
merancang strategi lebih lanjut dalam investigasi. Selain itu, komponen ini membantu dalam 
memitigasi tantangan hukum potensial yang mungkin muncul selama proses pengadilan, 
menjadikan matriks alat bukti sebagai panduan strategis yang krusial dalam penyelidikan 
pelanggaran HAM berat.​
​
Kemampuan matriks alat bukti untuk selalu diperbarui seiring dengan perkembangan 
investigasi menjadi aspek penting lainnya. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang sering 
melibatkan banyak pihak dan bukti yang kompleks, matriks ini harus tetap dinamis dan 
responsif terhadap informasi baru. Dengan demikian, matriks alat bukti tidak hanya 
berfungsi sebagai alat bantu dalam pengumpulan dan pengorganisasian bukti, tetapi juga 
menjadi instrumen strategis yang membantu penyelidik mencapai hasil investigasi yang 
komprehensif dan berkeadilan. Adopsi contoh nyata atau studi kasus yang menunjukkan 
penerapan matriks ini dalam investigasi dapat memperkaya pemahaman mengenai 
keunggulan dan keunikannya dibandingkan alat investigasi lainnya.​
​
 

2. Pengumpulan dan Kategorisasi Alat Bukti 

a. Metode Pengumpulan Alat Bukti 

Metode pengumpulan alat bukti dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
memerlukan pendekatan yang sistematis dan spesifik. Prosesnya dimulai dengan 
identifikasi sumber-sumber alat bukti yang relevan, seperti saksi mata, dokumen tertulis, 
dan barang-barang fisik yang terkait dengan pelanggaran tersebut. Penyelidik harus 
memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengakses sumber-sumber ini secara efektif, 
memastikan bahwa setiap informasi yang dikumpulkan dapat memberikan kontribusi 



signifikan dalam upaya mengungkap kebenaran. Penggunaan teknologi seperti analisis 
forensik dan pencarian data digital juga dapat memainkan peran penting dalam 
mengumpulkan bukti yang diperlukan.​
​
Kategorisasi alat bukti menjadi langkah berikutnya yang krusial. Alat bukti harus 
diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya untuk memudahkan penyusunan matriks 
alat bukti yang terstruktur dan terintegrasi. Matriks ini berfungsi sebagai alat bantu dalam 
merencanakan dan melaksanakan investigasi, serta memungkinkan identifikasi kesenjangan 
bukti yang mungkin ada. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, alat 
bukti sering kali melibatkan data yang kompleks dan beragam, sehingga penyusunan 
matriks yang efektif menjadi esensial untuk memastikan bahwa semua aspek peristiwa 
telah dicakup dan dianalisis secara mendetail.​
​
Selain itu, proses validasi dan verifikasi alat bukti harus dilakukan dengan ketat untuk 
menjamin keabsahan dan kredibilitas informasi yang dikumpulkan. Teknik verifikasi, 
seperti pengecekan silang dengan sumber lain dan penggunaan metode forensik, harus 
diterapkan untuk memastikan bahwa setiap alat bukti memenuhi standar hukum yang 
berlaku. Validasi ini penting untuk menghindari kesalahan dalam proses penyidikan dan 
penuntutan, serta memastikan bahwa bukti yang digunakan dalam pengadilan dapat 
diterima dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pendekatan yang terfokus pada 
aspek unik dari pengumpulan dan kategorisasi alat bukti dalam konteks pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dapat meningkatkan efektivitas investigasi dan penegakan hukum.​
​
 

b. Klasifikasi Alat Bukti berdasarkan Jenis dan Sumber 

Untuk memastikan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berjalan efektif, 
klasifikasi alat bukti berdasarkan jenis dan sumber menjadi elemen penting dalam proses 
investigasi. Alat bukti dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, seperti dokumen, 
kesaksian, dan bukti forensik. Dokumen mencakup catatan resmi, laporan medis, atau 
dokumen lain yang relevan. Kesaksian melibatkan pernyataan dari saksi korban atau saksi 
ahli yang dapat memberikan pandangan mendalam tentang peristiwa yang terjadi. Di sisi 
lain, bukti forensik mencakup hasil analisis laboratorium, foto, atau rekaman video yang 
mendukung keberadaan pelanggaran tersebut.​
​
Dalam konteks sumber alat bukti, penting untuk mengidentifikasi asal bukti dengan tepat, 
yang bisa berasal dari pihak korban, pelaku, atau pihak ketiga yang netral. Kesaksian dari 
korban atau pelaku memberikan perspektif langsung mengenai peristiwa, sementara 
dokumen resmi dari lembaga pemerintah atau organisasi internasional dapat menambah 
validitas bukti. Sumber netral, seperti media independen atau organisasi non-pemerintah, 
dapat memberikan perspektif yang objektif dan menambah kedalaman bukti yang ada. 
Verifikasi dan validasi dari berbagai sumber ini krusial untuk memastikan keabsahan bukti 
dalam proses hukum.​
​



Strategi dalam klasifikasi dan pengorganisasian alat bukti harus mencakup penggunaan 
teknologi dan sistematisasi data untuk memudahkan analisis. Misalnya, penggunaan 
perangkat lunak manajemen bukti dapat membantu penyelidik dalam mengelompokkan 
dan mengelola alat bukti secara efisien, serta mengidentifikasi kesenjangan bukti yang perlu 
diisi. Penggunaan studi kasus nyata, seperti penyelidikan atas peristiwa kerusuhan Mei 
1998, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana strategi ini diterapkan dalam 
investigasi nyata, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Dengan 
pendekatan ini, penyelidik dapat memastikan bahwa setiap tahap penyelidikan sesuai 
dengan prosedur hukum dan memaksimalkan peluang untuk mengungkap kebenaran.​
​
 

c. Teknik Verifikasi dan Validasi Alat Bukti 

Teknik verifikasi dan validasi alat bukti dalam konteks penyelidikan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa bukti yang 
digunakan dalam proses hukum memiliki keaslian, keandalan, dan relevansi. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, proses 
verifikasi dan validasi ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur hukum 
yang berlaku. Misalnya, dokumen tertulis harus melalui proses autentikasi untuk 
memastikan keasliannya, sementara rekaman audio-visual perlu diperiksa konteks dan 
keasliannya. Selain itu, barang bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian harus 
diverifikasi keabsahannya melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Proses verifikasi dan validasi ini tidak hanya penting untuk memastikan integritas 
bukti, tetapi juga untuk menjamin bahwa proses penyelidikan berjalan dengan adil dan 
objektif.​
​
Tantangan dalam verifikasi dan validasi alat bukti sering kali muncul dari kompleksitas dan 
keragaman sumber bukti. Alat bukti dapat berasal dari berbagai sumber, seperti laporan 
saksi, dokumen tertulis, rekaman audio-visual, dan barang fisik di lokasi kejadian. Setiap 
jenis alat bukti memerlukan pendekatan verifikasi yang berbeda, sehingga penyelidik harus 
memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menerapkan teknik-teknik 
yang sesuai. Komnas HAM, sebagai lembaga yang berwenang, berperan penting dalam 
mengawasi proses ini untuk memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan memenuhi 
standar hukum yang diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya, penyelidik harus 
menghormati asas praduga tak bersalah dan menjaga kerahasiaan identitas pihak yang 
diduga terlibat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000.​
​
Sebagai contoh, dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan 
rekaman video sebagai alat bukti, penyelidik harus memastikan bahwa rekaman tersebut 
tidak mengalami manipulasi digital dan diambil dalam konteks yang relevan dengan 
peristiwa yang diselidiki. Selain itu, tantangan teknis seperti degradasi kualitas rekaman 
atau hilangnya meta data penting juga dapat mempengaruhi proses verifikasi. Oleh karena 
itu, penggunaan alat dan teknologi canggih dalam proses verifikasi dapat membantu 



mengatasi hambatan ini. Dengan demikian, pengumpulan dan kategorisasi alat bukti yang 
tepat, disertai dengan teknik verifikasi dan validasi yang akurat, akan berkontribusi secara 
signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat.​
​
 

3. Penggunaan Matriks Alat Bukti dalam Perencanaan Investigasi 

a. Integrasi Matriks Alat Bukti ke dalam Rencana Investigasi 

Integrasi matriks alat bukti ke dalam rencana investigasi pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat merupakan komponen vital dalam memastikan investigasi yang terstruktur dan 
efisien. Matriks alat bukti berfungsi sebagai panduan sistematis untuk mengorganisir dan 
mengelola bukti yang telah dikumpulkan berdasarkan jenis dan sumbernya, sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM. Pasal 19 dari undang-undang ini memberikan wewenang kepada penyelidik untuk 
melakukan berbagai tindakan, termasuk pengumpulan dan verifikasi alat bukti. Dengan 
demikian, penggunaan matriks ini tidak hanya mendukung pengumpulan bukti yang akurat 
tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penyelidikan berjalan sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku.​
​
Lebih lanjut, integrasi matriks alat bukti membantu tim penyelidik mengidentifikasi 
kesenjangan bukti yang mungkin ada dalam rencana investigasi. Dengan memetakan 
informasi yang relevan dengan kasus, matriks ini memungkinkan penyelidik untuk 
merencanakan langkah-langkah strategis guna mengisi kesenjangan tersebut, misalnya 
melalui penentuan metode pengumpulan bukti tambahan atau identifikasi sumber bukti 
potensial. Hal ini sangat penting dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, di mana bukti 
dan saksi seringkali banyak dan tersebar. Pasal 19 juga mengatur tentang wewenang 
penyelidik untuk memanggil saksi dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian, yang 
dapat dimasukkan ke dalam matriks untuk memastikan bahwa semua langkah 
pengumpulan bukti dilakukan dengan cermat dan terkoordinasi.​
​
Selain itu, penggunaan matriks alat bukti dalam perencanaan investigasi mendukung 
penyusunan dokumen yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan selama 
proses persidangan. Dengan adanya matriks, tim investigasi dapat menyusun laporan yang 
lebih tertata dan sistematis, yang akan mempermudah proses peninjauan dan analisis bukti 
di pengadilan. Hal ini sejalan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang 
menekankan pentingnya penyelesaian penyidikan secara tepat waktu dan akurat. Oleh 
karena itu, matriks alat bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga 
sebagai instrumen strategis yang memandu seluruh proses investigasi sesuai dengan 
kerangka hukum yang telah ditetapkan.​
​
 



b. Peran Matriks dalam Mengidentifikasi Kesenjangan Bukti 

Matriks alat bukti memiliki fungsi strategis dalam mengidentifikasi kesenjangan bukti 
selama perencanaan investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam fase awal 
perencanaan, matriks ini bertindak sebagai alat yang memungkinkan penyelidik untuk 
memetakan bukti yang ada dan menentukan area di mana bukti tersebut kurang atau tidak 
memadai. Misalnya, jika terdapat elemen kunci dalam dugaan pelanggaran HAM yang belum 
terverifikasi, penyelidik dapat menggunakan matriks untuk menyoroti kekurangan ini dan 
memprioritaskan pengumpulan bukti tambahan. Dengan demikian, penggunaan matriks 
alat bukti tidak hanya membantu dalam memastikan bahwa penyelidikan didasarkan pada 
bukti yang kuat, tetapi juga meningkatkan efisiensi penyelidikan dengan mengarahkan fokus 
pada kebutuhan pengumpulan data yang spesifik.​
​
Selain itu, matriks alat bukti berkontribusi dalam menentukan langkah-langkah strategis 
selama proses investigasi. Dengan menyusun bukti berdasarkan jenis, sumber, dan 
relevansinya, penyelidik dapat secara sistematis mengidentifikasi dan menilai bagian-bagian 
dari kasus yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Ini memungkinkan mereka untuk 
menentukan prioritas dan sumber daya dengan lebih efektif. Matriks ini juga berfungsi 
untuk menghindari kebingungan atau kesalahan dalam penanganan bukti, karena setiap 
elemen bukti dapat dilacak dan diverifikasi keberadaannya dalam konteks penyelidikan 
yang lebih luas. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan dalam 
proses investigasi didukung oleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.​
​
Namun, penerapan matriks alat bukti juga dapat menghadapi tantangan, terutama dalam 
kasus pelanggaran HAM yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Salah satu tantangan 
utama adalah memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan relevan dan dapat 
diverifikasi secara sah. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antar tim penyelidik serta 
pengetahuan mendalam tentang hukum yang berlaku. Selain itu, penyelidik juga harus 
waspada terhadap potensi bias dalam pengumpulan dan pengkategorian bukti, yang dapat 
mempengaruhi hasil penyelidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang 
penggunaan matriks alat bukti dan keterampilan analitis yang kuat sangat diperlukan untuk 
mengatasi tantangan tersebut dan memastikan penyelidikan berjalan efektif dan adil.​
​
 

c. Strategi Penyusunan Matriks yang Efektif 

Dalam perencanaan investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, 
strategi penyusunan matriks alat bukti menjadi aspek yang krusial. Matriks ini berfungsi 
sebagai alat bantu yang sistematis untuk mengorganisir data dan informasi yang diperoleh 
selama penyelidikan. Dalam konteks investigasi, penting untuk memanfaatkan matriks ini 
sejak tahap awal perencanaan agar seluruh proses penyelidikan dapat berjalan secara 
terstruktur dan terfokus. Dengan demikian, integrasi matriks ke dalam rencana investigasi 
tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi hubungan antara bukti yang ada tetapi juga 
memungkinkan penyidik merancang langkah-langkah strategis yang tepat guna.​
​



Pada saat menerapkan strategi penyusunan matriks, penyidik harus senantiasa 
mempertimbangkan elemen validitas dan reliabilitas dari setiap bukti yang dikumpulkan. 
Validitas memastikan bahwa bukti tersebut relevan dan mendukung teori kasus yang 
diinvestigasi, sedangkan reliabilitas memastikan bahwa bukti tersebut konsisten dan dapat 
dipercaya. Proses verifikasi dan validasi yang ketat menjadi langkah penting dalam 
memastikan bahwa setiap bukti yang dimasukkan ke dalam matriks memiliki dasar yang 
kuat. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi hukum selama proses penuntutan, tetapi juga 
meminimalkan risiko penyimpangan data yang dapat merugikan penyelidikan.​
​
Selain itu, strategi penyusunan matriks alat bukti yang efektif juga menitikberatkan pada 
kemampuan untuk mengidentifikasi kesenjangan bukti. Dengan memetakan bukti yang 
telah dan belum diperoleh, penyidik dapat fokus pada pencarian bukti tambahan yang 
relevan dan dibutuhkan untuk melengkapi materi kasus. Hal ini memungkinkan penyidik 
untuk mengejar bukti-bukti yang mungkin terlewatkan dan memastikan bahwa semua 
aspek dari kasus telah ditangani dengan seksama. Dengan demikian, penyusunan matriks 
alat bukti yang tepat dapat menjadi kunci dalam mencapai keadilan bagi korban 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

C. Menyusun Rencana Investigasi 

1. Identifikasi Tujuan Investigasi 

a. Menetapkan tujuan dan sasaran spesifik dari investigasi 

Menetapkan tujuan dan sasaran spesifik dari investigasi adalah langkah krusial dalam 
perencanaan investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tujuan ini harus 
dirancang sedemikian rupa agar proses investigasi dapat berjalan dengan fokus dan efisien, 
serta menghasilkan temuan yang signifikan dan relevan dengan kasus yang ditangani. Dalam 
hal ini, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan 
landasan hukum bagi penyelidik untuk menjalankan tugasnya dengan wewenang yang 
meliputi pemeriksaan lokasi, pengumpulan bukti, dan pemanggilan saksi.​
​
Tujuan investigasi harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap laporan awal atau 
pengaduan yang diterima. Hal ini mencakup penetapan hipotesis awal mengenai peristiwa 
dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Proses ini tidak hanya membantu dalam fokus 
investigasi tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam 
penyelidikan dilakukan secara pro justicia, menjunjung tinggi keadilan dan tidak memihak. 
Dengan demikian, tim investigasi dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengungkap 
kebenaran dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi dapat dibuktikan secara 
hukum.​
​
Sasaran spesifik dari investigasi harus mencakup hasil yang diharapkan, seperti 
pengungkapan fakta-fakta kunci, identifikasi pelaku, dan pengumpulan bukti pendukung. 



Penting bagi tim investigasi untuk menyelaraskan sasaran ini dengan strategi hukum yang 
akan digunakan. Selain itu, memastikan bahwa setiap tindakan selama penyelidikan sesuai 
dengan standar hukum dan etika yang berlaku sangatlah penting. Dengan menetapkan 
sasaran yang jelas dan terukur, investigasi dapat dilakukan secara efektif, memberikan 
keadilan bagi korban, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.​
​
 

b. Mengidentifikasi informasi penting yang perlu dikumpulkan 

Dalam menyusun rencana investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
mengidentifikasi informasi penting yang perlu dikumpulkan adalah langkah awal yang 
esensial. Identifikasi ini harus dilakukan dengan pendekatan sistematis, dimulai dari 
analisis situasi dan konteks yang melingkupi peristiwa yang diduga melibatkan pelanggaran 
HAM berat. Dalam proses ini, tim investigasi harus menentukan jenis informasi yang 
diperlukan, seperti bukti fisik, dokumen, atau kesaksian yang dapat mendukung 
pembuktian atas dugaan pelanggaran. Memahami sumber-sumber informasi potensial dan 
bagaimana cara mengaksesnya juga menjadi bagian penting dalam tahap ini.​
​
Selanjutnya, tim investigasi perlu mengembangkan strategi khusus dalam mengumpulkan 
informasi tersebut. Hal ini mencakup pemilihan metode pengumpulan data yang paling 
sesuai, seperti wawancara mendalam, analisis dokumen, atau peninjauan lokasi kejadian. 
Setiap metode harus dipilih berdasarkan relevansi dan efektivitasnya dalam konteks kasus 
yang ditangani. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti 
penjadwalan pengumpulan data dan alokasi sumber daya yang tersedia, untuk memastikan 
bahwa proses ini berjalan lancar dan efisien.​
​
Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi penting 
sangat bergantung pada kemampuan tim investigasi untuk bekerja secara kolaboratif dan 
terkoordinasi. Komunikasi yang efektif antara anggota tim dan dengan pihak-pihak terkait 
merupakan kunci untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan dapat 
dikumpulkan secara komprehensif dan tepat waktu. Dengan demikian, informasi yang 
sudah dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat untuk mengambil tindakan 
lebih lanjut, baik itu melanjutkan ke tahap penyidikan maupun menentukan 
langkah-langkah strategis lainnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.​
​
 

c. Menentukan hasil yang diharapkan dari investigasi 

Dalam proses menyusun rencana investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
menentukan hasil yang diharapkan dari investigasi merupakan langkah krusial. Sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, investigasi ini 
bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna mendukung proses penuntutan dan 
penegakan hukum. Hasil yang diharapkan harus mencakup identifikasi pelaku, 



pengumpulan bukti yang mendukung, serta pemahaman mendalam mengenai konteks dan 
dampak dari pelanggaran yang terjadi. Dengan menetapkan hasil yang jelas dan terukur, tim 
investigasi dapat mengarahkan sumber daya dan strategi dengan lebih efektif untuk 
mencapai tujuan tersebut.​
​
Penting untuk memahami bahwa identifikasi tujuan investigasi melibatkan lebih dari 
sekadar menentukan siapa yang bertanggung jawab. Proses ini juga harus mencakup 
analisis mendalam tentang bagaimana pelanggaran dilakukan dan dampaknya terhadap 
korban dan komunitas yang lebih luas. Hal ini membutuhkan pendekatan yang sistematis 
dan menyeluruh, di mana semua informasi relevan dikumpulkan dan dianalisis secara 
hati-hati. Dengan demikian, investigasi tidak hanya berkontribusi pada penegakan hukum, 
tetapi juga memberikan gambaran jelas tentang konteks sosial dan politik yang 
melatarbelakangi pelanggaran tersebut.​
​
Selain itu, dalam menetapkan hasil yang diharapkan, penting untuk mempertimbangkan 
aspek hukum dan etika yang terkait dengan investigasi pelanggaran HAM yang berat. 
Prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 
yang berlaku harus dijunjung tinggi sepanjang proses investigasi. Hal ini tidak hanya untuk 
memastikan integritas dan kredibilitas dari hasil investigasi, tetapi juga untuk memperkuat 
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran 
HAM yang berat. Dengan demikian, hasil investigasi diharapkan dapat memberikan dampak 
positif dalam upaya penegakan hukum dan pemulihan keadilan bagi para korban.​
​
 

2. Pengorganisasian Tim Investigasi 

a. Menentukan anggota tim dengan keahlian yang diperlukan 

Dalam menyusun rencana investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
pengorganisasian tim investigasi harus dimulai dengan menentukan anggota tim yang 
memiliki keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, anggota tim penyidik ad hoc harus 
memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki pendidikan sarjana hukum atau disiplin 
lain yang relevan di bidang hukum, serta sehat jasmani dan rohani. Selain itu, persyaratan 
lain yang harus dipenuhi adalah anggota tim harus berwibawa, jujur, adil, dan tidak tercela 
dalam berperilaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tim terdiri dari individu yang 
tidak hanya memiliki pengetahuan hukum yang mendalam, tetapi juga integritas dan 
kompetensi yang tinggi.​
​
Selain memenuhi persyaratan formal, keberhasilan tim investigasi juga bergantung pada 
keterlibatan berbagai disiplin ilmu dalam tim. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan 
dalam undang-undang, melibatkan ahli dari bidang seperti forensik, analisis data, dan 
psikologi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas investigasi. Ahli 
forensik dapat membantu dalam penanganan dan analisis barang bukti, sementara ahli 



psikologi dapat memberikan wawasan tentang dampak psikologis yang dialami oleh korban 
dan saksi. Kombinasi keahlian ini memungkinkan tim untuk menghadapi berbagai aspek 
dan tantangan kompleks dalam kasus pelanggaran HAM berat dengan pendekatan yang 
lebih komprehensif dan terintegrasi.​
​
Pengorganisasian tim investigasi juga harus mencakup pembentukan struktur hierarki yang 
jelas dan pembagian tugas yang tepat. Setiap anggota tim harus memahami peran dan 
tanggung jawab masing-masing untuk memastikan efektivitas proses investigasi. Koordinasi 
dan komunikasi yang baik di antara anggota tim dan dengan lembaga terkait adalah kunci 
utama dalam mencapai tujuan investigasi. Dengan pembagian tugas yang jelas dan 
kerjasama yang erat, tim dapat bekerja secara efisien dan mengatasi berbagai hambatan 
yang mungkin muncul selama proses investigasi. Pendekatan ini memastikan bahwa 
investigasi berjalan sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku, serta mencapai 
hasil yang diinginkan.​
​
 

b. Menyusun struktur hirarki dan pembagian tugas di dalam tim 

Dalam konteks pengorganisasian tim investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
menyusun struktur hirarki dan pembagian tugas yang efektif sangat penting untuk 
memastikan pelaksanaan investigasi yang efisien dan objektif. Menurut Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM) memiliki wewenang untuk membentuk tim ad hoc yang terdiri dari 
unsur masyarakat dan ahli yang relevan. Struktur hirarki dalam tim ini harus 
mencerminkan kerjasama antara berbagai disiplin ilmu, dengan penekanan pada integrasi 
pengetahuan hukum, investigatif, dan sosial untuk memastikan bahwa semua aspek 
pelanggaran dapat ditangani dengan tepat.​
​
Pembagian tugas di dalam tim investigasi harus didasarkan pada keahlian dan peran 
spesifik setiap anggota untuk mendukung tujuan penyelidikan secara menyeluruh. Misalnya, 
anggota tim dengan latar belakang hukum dapat difokuskan pada analisis dokumen dan 
bukti hukum, sementara mereka yang berpengalaman dalam bidang komunikasi dapat 
ditugaskan untuk berinteraksi dengan saksi dan pihak-pihak lain yang terlibat. Selain itu, 
penting untuk menetapkan jalur komunikasi yang jelas dalam struktur tim agar setiap 
anggota dapat berkontribusi secara efektif dan informasi dapat dipertukarkan dengan 
lancar, menghindari potensi miskomunikasi yang bisa menghambat proses investigasi.​
​
Setelah tahap penyelidikan awal yang dilakukan oleh Komnas HAM, hasil investigasi 
diserahkan kepada Jaksa Agung, yang bertanggung jawab atas penyidikan lebih lanjut. Jaksa 
Agung, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 dan 22, dapat mengangkat penyidik ad hoc 
untuk melanjutkan proses ini. Oleh karena itu, struktur hirarki yang jelas dan koordinasi 
yang efektif antara Komnas HAM dan Kejaksaan menjadi krusial untuk memastikan bahwa 
setiap langkah dalam proses investigasi dan penyidikan selaras, sehingga pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat dapat ditangani dengan tepat dan adil.​



​
 

c. Mengatur koordinasi dan komunikasi antar anggota tim 

Dalam mengatur koordinasi dan komunikasi antar anggota tim investigasi pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, penting untuk memanfaatkan teknologi komunikasi modern yang 
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertukaran informasi. Penggunaan perangkat 
lunak manajemen proyek seperti Trello atau Asana dapat membantu dalam melacak tugas 
dan kemajuan setiap anggota tim. Selain itu, aplikasi komunikasi seperti Slack atau 
Microsoft Teams memungkinkan diskusi real-time dan berbagi dokumen dengan cepat, yang 
sangat berguna ketika tim tersebar di berbagai lokasi geografis.​
​
Di samping teknologi, penting untuk memahami tantangan khusus yang mungkin muncul 
dalam konteks Indonesia, seperti keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di daerah 
terpencil atau kendala budaya yang dapat mempengaruhi komunikasi tim. Oleh karena itu, 
adaptasi strategi komunikasi yang sensitif terhadap konteks ini sangat penting. Misalnya, 
membangun hubungan interpersonal yang kuat antar anggota tim dapat membantu 
mengatasi hambatan budaya dan memastikan bahwa semua anggota merasa nyaman untuk 
berbagi informasi dan pandangan mereka.​
​
Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum dan etika dalam mengatur 
komunikasi dan koordinasi tim. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, seringkali 
terdapat informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, tim harus 
mematuhi pedoman hukum yang ada dan memastikan bahwa semua komunikasi dilakukan 
dengan cara yang menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Dengan demikian, 
pengorganisasian tim investigasi yang efektif tidak hanya memerlukan alat dan teknologi 
yang tepat, tetapi juga pemahaman yang mendalam mengenai konteks hukum dan sosial di 
mana investigasi dilakukan.​
​
 

3. Pengembangan Strategi Pengumpulan Bukti 

a. Menetapkan metode dan teknik pengumpulan bukti yang efektif 

Dalam pengembangan strategi pengumpulan bukti yang efektif untuk investigasi 
pelanggaran HAM yang berat, penting untuk fokus pada metode dan teknik yang tepat. 
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
sinergi antara penyelidik dan penyidik menjadi kunci dalam proses ini. Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan dalam mengumpulkan bukti awal dan 
menyampaikan hasil penyelidikan kepada penyidik. Penting untuk memastikan bahwa 
komunikasi dan kerjasama antara kedua pihak berjalan dengan baik, sehingga bukti yang 
dikumpulkan dapat mendukung proses penyidikan lebih lanjut.​
​
Langkah strategis lainnya adalah mengidentifikasi sumber bukti potensial yang dapat 



mendukung tuduhan pelanggaran. Ini melibatkan pengumpulan keterangan dari saksi, 
dokumen, dan barang bukti lainnya. Proses pengumpulan bukti harus dilakukan dengan 
hati-hati, menghormati asas praduga tak bersalah, dan menjaga kerahasiaan terutama 
terkait nama-nama yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat. Penyidik harus 
memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan memenuhi standar legal dan memiliki daya 
dukung kuat di pengadilan.​
​
Perencanaan logistik dan penilaian risiko juga menjadi bagian esensial dari strategi 
pengumpulan bukti. Penyidik perlu menetapkan jadwal yang realistis dan mengalokasikan 
sumber daya yang memadai untuk setiap tahap pengumpulan. Selain itu, identifikasi risiko 
dan hambatan potensial harus dilakukan sejak dini. Pengembangan rencana kontingensi 
untuk mengatasi hambatan, seperti kesulitan mendapatkan akses ke lokasi atau saksi yang 
enggan memberikan keterangan, sangat diperlukan. Semua langkah ini harus dilakukan 
dengan mempertimbangkan dampak hukum dan etika, sehingga proses investigasi tetap 
terjaga integritasnya.​
​
 

b. Mengidentifikasi sumber-sumber bukti potensial 

Mengidentifikasi sumber-sumber bukti potensial dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat melibatkan pemahaman menyeluruh atas berbagai bentuk bukti yang 
mungkin ada. Sumber-sumber ini bisa berupa kesaksian saksi mata, dokumen tertulis, 
rekaman video, laporan medis, dan barang bukti fisik lainnya. Dalam praktiknya, penyelidik 
harus mampu mengakses dan mengevaluasi sumber-sumber tersebut dengan hati-hati 
untuk memastikan relevansi dan keabsahannya dalam konteks penyelidikan. Sebagai 
contoh, rekaman video dari tempat kejadian bisa memberikan bukti visual yang kuat, 
sementara laporan medis dapat mendukung klaim adanya luka atau trauma akibat 
pelanggaran tersebut.​
​
Dalam kaitannya dengan penerapan praktis, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 memberikan wewenang kepada penyelidik untuk melakukan berbagai tindakan yang 
diperlukan dalam pengumpulan bukti. Ini termasuk memanggil saksi dan pihak terkait 
lainnya untuk memberikan keterangan, serta meninjau lokasi kejadian untuk mendapatkan 
informasi langsung. Misalnya, dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat, penyelidik dapat 
memeriksa tempat kejadian untuk mencari barang bukti fisik atau melakukan wawancara 
dengan saksi di lokasi. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan Pasal 19 menjadi 
krusial dalam memastikan bahwa proses pengumpulan bukti dilakukan sesuai dengan 
prosedur hukum yang berlaku.​
​
Penting untuk diingat bahwa selama proses ini, asas praduga tak bersalah harus tetap 
dihormati, sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Informasi yang menyangkut nama-nama 
pihak yang diduga melanggar HAM berat tidak boleh disebarluaskan, dan setiap langkah 
dalam pengumpulan bukti harus mematuhi standar hukum dan etika yang berlaku. Dalam 
konteks ini, strategi pengumpulan bukti harus dirancang dengan cermat untuk memastikan 



bahwa semua informasi yang diperoleh dapat digunakan secara sah di pengadilan tanpa 
melanggar hak individu yang terlibat. Oleh karena itu, penyelidik perlu mengembangkan 
rencana yang komprehensif dan terstruktur dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan 
sumber-sumber bukti potensial.​
​
 

c. Merencanakan jadwal dan logistik pengumpulan bukti 

Dalam penyusunan rencana investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
merencanakan jadwal dan logistik pengumpulan bukti merupakan bagian penting yang 
harus dikelola dengan cermat. Pertama, tim investigasi perlu menyusun jadwal yang 
realistis dan terstruktur, memperhatikan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyidikan harus 
diselesaikan dalam 90 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 60 hari jika 
diperlukan. Oleh karena itu, penyusunan jadwal harus mempertimbangkan tahapan 
pengumpulan, analisis, dan verifikasi bukti agar seluruh proses dapat diselesaikan tepat 
waktu tanpa mengorbankan kualitas atau integritas investigasi.​
​
Logistik pengumpulan bukti juga harus dirancang dengan teliti untuk memastikan 
kelancaran operasional. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, mengidentifikasi 
lokasi-lokasi kunci, seperti tempat kejadian perkara dan lokasi relevan lainnya, menjadi 
prioritas. Tim investigasi harus menyiapkan alat dan perlengkapan yang diperlukan, serta 
mengatur transportasi dan akomodasi. Hal ini penting untuk mengoptimalkan waktu dan 
sumber daya yang tersedia. Koordinasi yang baik antar anggota tim sangat diperlukan untuk 
memastikan bahwa semua aspek logistik berjalan lancar, mendukung proses pengumpulan 
bukti yang efektif dan tidak terganggu oleh kendala teknis atau administratif.​
​
Penting juga untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul selama proses pengumpulan 
bukti, dengan menyusun rencana kontingensi yang memadai. Risiko dapat berasal dari 
hambatan hukum, etika, hingga ancaman keselamatan bagi anggota tim investigasi. Analisis 
risiko yang komprehensif harus dilakukan untuk mengevaluasi dampak potensial dan 
menentukan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Dengan adanya perencanaan jadwal 
dan logistik yang matang, serta antisipasi risiko yang terukur, diharapkan hasil investigasi 
dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan dan sesuai dengan standar hukum serta etika yang 
berlaku dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia.​
​
 

4. Penilaian Risiko dan Hambatan 

a. Menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat proses investigasi 

Dalam menyusun rencana investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
menganalisis potensi risiko yang dapat menghambat proses investigasi merupakan langkah 
awal yang krusial. Risiko tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti hambatan akses 



ke lokasi kejadian, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, serta ancaman terhadap 
keselamatan tim investigasi. Memahami potensi risiko ini penting untuk memastikan bahwa 
tim investigasi dapat mempersiapkan langkah-langkah penanganan sejak dini, sehingga 
dapat mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama proses berlangsung.​
​
Selain risiko operasional, aspek hukum juga harus menjadi perhatian dalam penilaian risiko. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, terdapat batasan waktu penyidikan 
yang harus dipatuhi. Kegagalan dalam menyelesaikan penyidikan tepat waktu dapat 
menyebabkan penghentian penyidikan, yang berpotensi menghambat proses pencarian 
keadilan bagi korban. Oleh karena itu, risiko ini harus dievaluasi dengan cermat, dan perlu 
disiapkan strategi hukum yang matang untuk memastikan bahwa proses penyidikan dapat 
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.​
​
Untuk mengatasi potensi risiko tersebut, pengembangan rencana kontingensi menjadi 
esensial. Tim investigasi harus memiliki strategi alternatif yang dapat diimplementasikan 
jika hambatan terjadi. Misalnya, mereka dapat memodifikasi metode pengumpulan bukti, 
menyesuaikan jadwal penyidikan, atau meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. 
Dengan rencana kontingensi yang terstruktur dan terencana, tim diharapkan dapat 
meminimalisir dampak negatif dari risiko yang muncul, memastikan bahwa proses 
pencarian kebenaran dan keadilan tetap berjalan efektif dan efisien.​
​
 

b. Mengembangkan rencana kontingensi untuk mengatasi hambatan 

Dalam menyusun rencana investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, penilaian 
risiko dan hambatan merupakan langkah krusial yang harus dilakukan dengan cermat. 
Penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap potensi risiko yang dapat 
menghambat proses investigasi, baik dari aspek teknis, hukum, maupun etika. Risiko seperti 
intimidasi terhadap saksi, kehilangan atau kerusakan barang bukti, dan akses yang sulit ke 
lokasi kejadian harus diidentifikasi sejak awal agar dapat diantisipasi dengan tepat. Dengan 
memahami berbagai risiko ini, tim investigasi dapat menyiapkan langkah-langkah preventif 
untuk meminimalkan dampak negatifnya.​
​
Mengembangkan rencana kontingensi untuk mengatasi hambatan ini adalah langkah 
berikutnya yang harus dilakukan. Rencana kontingensi harus mencakup strategi-strategi 
alternatif yang realistis dan dapat diimplementasikan untuk menghadapi berbagai 
kemungkinan risiko. Misalnya, jika ada potensi intimidasi terhadap saksi, tim investigasi 
dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memastikan 
keamanan mereka. Selain itu, penggunaan teknologi untuk penyimpanan dan 
pendokumentasian bukti juga harus dirancang untuk mencegah hilangnya informasi 
penting, memastikan bahwa semua data disimpan dengan aman dan dapat diakses bila 
diperlukan.​
​
Selain itu, penilaian dampak hukum dan etika dari setiap strategi yang direncanakan perlu 



dilakukan dengan hati-hati. Ini penting untuk memastikan bahwa metode yang digunakan 
selama investigasi tidak melanggar hak asasi manusia atau standar hukum yang berlaku. 
Dengan menjaga integritas dan kredibilitas proses investigasi, hasil yang diperoleh dapat 
diterima di pengadilan. Oleh karena itu, pengembangan rencana kontingensi yang 
komprehensif dan adaptif tidak hanya meningkatkan efektivitas investigasi, tetapi juga 
menjaga akuntabilitas dan keadilan dalam proses hukum terkait pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat.​
​
 

c. Menilai dampak hukum dan etika dari strategi investigasi 

Dalam menyusun rencana investigasi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, penilaian 
dampak hukum dan etika dari strategi yang diterapkan adalah langkah krusial yang harus 
diperhatikan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang 
diambil selama investigasi sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak 
mengabaikan prinsip-prinsip etika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, penyelidik memiliki kewenangan untuk 
melakukan tindakan seperti penggeledahan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan bukti. 
Namun, setiap langkah tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk 
menghindari pelanggaran hak-hak individu dan memastikan bahwa semua prosedur hukum 
dipatuhi secara ketat.​
​
Setiap strategi investigasi harus memperhitungkan potensi risiko hukum yang dapat timbul, 
seperti kemungkinan penolakan bukti di pengadilan jika pengumpulan bukti dilakukan 
secara tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi tim investigasi untuk memahami batasan 
hukum yang ditetapkan, termasuk kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan 
penyidik. Ini tidak hanya mencegah masalah hukum di kemudian hari tetapi juga 
memperkuat legitimasi dan keabsahan hasil investigasi. Di sisi lain, dampak etis dari 
strategi investigasi melibatkan aspek-aspek seperti netralitas, keadilan, dan transparansi 
dalam penanganan kasus. Setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan semua 
pihak yang terlibat, termasuk korban dan saksi, untuk memastikan bahwa proses berjalan 
dengan adil dan tanpa prasangka.​
​
Dari perspektif etika, penting bagi penyelidik untuk menjaga standar profesionalisme yang 
tinggi, dengan menghindari konflik kepentingan dan menjaga kerahasiaan informasi yang 
diperoleh. Etika dalam investigasi berarti memberikan perlakuan yang adil dan setara 
kepada semua pihak, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Dalam 
konteks ini, menjaga integritas etis dapat meningkatkan kredibilitas investigasi dan 
mendukung hasil yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan publik. 
Dengan demikian, penilaian dampak hukum dan etika bukan hanya sekadar formalitas, 
tetapi merupakan fondasi penting bagi keberhasilan investigasi pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat di Indonesia.​
​
 



6. Memeriksa Saksi & Menyajikan Kasus 
​
Perlu narasumber 

7. Perlindungan Saksi dan Korban 
​
Tujuan Umum​
 

Mengembangkan pemahaman mendalam tentang mekanisme dan prinsip perlindungan 
saksi dan korban dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, serta meningkatkan 
kemampuan peserta dalam menerapkan kebijakan dan praktik perlindungan yang efektif 
sesuai dengan hukum Indonesia. Memfasilitasi kemampuan peserta untuk mengidentifikasi 
tantangan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, guna memastikan 
keadilan dan keamanan bagi semua pihak terkait.​
​
 

Tujuan Khusus​
 

- Memahami pentingnya perlindungan hukum dan keamanan bagi saksi dan korban dalam 
proses peradilan pidana untuk mengungkap pelanggaran HAM yang berat.​
​
- Mengidentifikasi asas-asas perlindungan saksi dan korban, termasuk penghargaan atas 
harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian 
hukum.​
​
- Menganalisis peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta syarat dan tata cara 
pemberian perlindungan dan bantuan.​
​
- Mengkaji ketentuan pidana yang berkaitan dengan ancaman terhadap saksi dan korban 
agar tidak terintimidasi dalam memberikan kesaksian.​
​
 

A. Praktik Terbaik dalam Perlindungan Saksi dan Korban 

1. Pentingnya Perlindungan Saksi 

a. Mengurangi Rasa Takut dan Intimidasi bagi Saksi 

Perlindungan saksi sangat penting dalam menjamin kelancaran proses peradilan pidana, 
terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ancaman dan intimidasi 
terhadap saksi dapat menghambat keinginan mereka untuk memberikan keterangan yang 



penting bagi pengungkapan kebenaran. Oleh karena itu, mengurangi rasa takut dan 
intimidasi bagi saksi adalah prioritas utama dalam sistem peradilan. Dengan melindungi 
saksi dari ancaman, kita tidak hanya membantu memastikan bahwa mereka dapat berbicara 
dengan bebas, tetapi juga mendukung penegakan keadilan secara keseluruhan.​
​
​
​
Kolaborasi antarlembaga juga merupakan elemen kunci dalam memastikan perlindungan 
saksi yang efektif. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama dengan 
lembaga penegak hukum lainnya perlu bekerja sama secara erat untuk mengembangkan 
kebijakan dan strategi yang efektif dalam memberikan perlindungan. Koordinasi yang baik 
antara lembaga-lembaga ini memastikan bahwa saksi tetap aman selama dan setelah proses 
peradilan, memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat tanpa harus khawatir akan 
keselamatan diri atau keluarga mereka.​
​
​
​
 

b. Meningkatkan Partisipasi Saksi dalam Proses Hukum 

Meningkatkan partisipasi saksi dalam proses hukum adalah aspek esensial dalam mencapai 
keadilan, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. 
Perlindungan saksi menjadi krusial karena banyak saksi yang enggan memberikan 
kesaksian akibat rasa takut atau intimidasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi 
saksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 yang menegaskan pentingnya memberikan 
rasa aman kepada saksi selama proses peradilan pidana. Dengan perlindungan ini, saksi 
dapat berkontribusi secara maksimal dalam mengungkap fakta dan kebenaran tanpa rasa 
takut.​
​
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran sentral dalam 
memastikan perlindungan saksi yang efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK telah 
mengalami penguatan kelembagaan dan perluasan kewenangan untuk mencakup 
perlindungan yang lebih inklusif, termasuk bagi saksi pelaku dan pelapor. Dengan kapasitas 
yang diperkuat ini, LPSK dapat lebih efektif dalam menyediakan perlindungan yang 
dibutuhkan, sehingga saksi dapat berpartisipasi dalam proses hukum dengan aman. Hal ini 
tidak hanya meningkatkan partisipasi saksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi penegakan 
hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
Kolaborasi antara LPSK dan lembaga penegak hukum lainnya menjadi elemen yang sangat 
penting dalam memastikan perlindungan saksi terlaksana dengan baik. Sinergi ini 
memungkinkan pengembangan dan implementasi kebijakan serta regulasi yang mendukung 



perlindungan saksi dapat dilakukan secara optimal. Dengan strategi perlindungan yang 
tepat di setiap tahap proses peradilan, partisipasi saksi dapat ditingkatkan secara signifikan. 
Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana 
Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dan kebenaran dapat diwujudkan dalam 
kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

c. Menjamin Keadilan dalam Proses Peradilan Pidana 

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia memainkan peran penting 
dalam menjamin keadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban menekankan bahwa memberikan rasa aman kepada saksi adalah kunci 
untuk memastikan mereka dapat memberikan kesaksian dengan bebas dari rasa takut atau 
intimidasi. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kesaksian saksi sering 
kali menjadi elemen penting untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan bagi 
para korban. Namun, perlindungan saksi juga menghadapi tantangan, seperti ancaman dari 
pihak-pihak yang berkepentingan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya peran saksi dalam sistem peradilan pidana.​
​
Prinsip "equality before the law" atau kesetaraan di depan hukum menuntut agar saksi 
mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan pihak lain dalam proses peradilan 
pidana. Dalam praktiknya, banyak saksi yang enggan untuk maju dan memberikan 
kesaksian karena ancaman atau tekanan yang mereka hadapi. Untuk mengatasi hambatan 
ini, negara wajib menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif dan terpercaya. 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran krusial dalam 
menyediakan perlindungan tersebut, termasuk perlindungan fisik dan dukungan lainnya 
yang dapat membantu saksi menghadapi tantangan dalam memberikan kesaksian mereka.​
​
Keberhasilan perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana tidak hanya bergantung 
pada kerangka hukum yang kuat, tetapi juga implementasi strategi yang inovatif dan 
kolaborasi antarlembaga. Beberapa praktik terbaik yang dapat diadopsi termasuk 
pengembangan kebijakan perlindungan yang adaptif, pelatihan khusus untuk penegak 
hukum dalam menangani saksi, serta kampanye peningkatan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya perlindungan saksi. Dengan menanamkan kepercayaan pada sistem peradilan 
dan memastikan saksi merasa aman, proses peradilan dapat berjalan lebih efektif, dan 
keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat terwujud.​
​
 

2. Pentingnya Perlindungan Korban 

a. Memberikan Rasa Aman dan Perlindungan kepada Korban 

Perlindungan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, merupakan elemen esensial dalam proses 



peradilan pidana di Indonesia. Undang-undang ini memberikan mandat kepada Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan 
korban merasa aman dan terlindungi, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses 
hukum tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi. Implementasi perlindungan ini 
menjadi krusial untuk menjaga hak dan martabat korban sebagai bagian dari 
prinsip-prinsip dasar hukum yang diakui, yaitu keadilan, rasa aman, dan kepastian hukum. ​
​
Dalam pelaksanaannya, perlindungan korban bukan hanya sekadar menyediakan rasa aman, 
tetapi juga mencakup pemulihan fisik, mental, dan ekonomi korban. Tantangan yang 
dihadapi LPSK sering kali meliputi keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga 
dalam memberikan perlindungan yang efektif. Namun, kolaborasi yang baik dan 
pengembangan kebijakan yang tepat dapat mengatasi hambatan ini. Selain itu, LPSK harus 
memastikan bahwa setiap tindakan perlindungan didasarkan pada penilaian risiko yang 
cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap korban, untuk memastikan 
efektivitas dan relevansi perlindungan dalam konteks lokal.​
​
Belajar dari praktik internasional, Indonesia dapat menerapkan langkah-langkah 
perlindungan yang lebih komprehensif dan adaptif. Misalnya, penggunaan teknologi untuk 
pengawasan dan komunikasi dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi korban. 
Selain itu, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat meningkatkan kepekaan dan responsivitas 
terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, pengadopsian praktik terbaik internasional 
dapat memperkuat sistem perlindungan korban di Indonesia, menjadikannya lebih adaptif 
dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem peradilan secara 
keseluruhan.​
​
 

b. Mendorong Pemulihan Fisik, Mental, dan Ekonomi Korban 

Perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perhatian 
khusus terhadap pemulihan fisik, mental, dan ekonomi korban. Pemulihan fisik seringkali 
menjadi langkah awal yang penting, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. 
Korban berhak memperoleh bantuan medis untuk memulihkan kesehatan fisiknya, 
termasuk pengurusan jenazah hingga pemakaman jika korban meninggal dunia. Bantuan 
medis ini tidak hanya mengatasi dampak langsung dari pelanggaran tetapi juga memberikan 
fondasi yang stabil bagi korban untuk memulai proses pemulihan secara menyeluruh.​
​
Selanjutnya, rehabilitasi psikososial dan psikologis memainkan peran krusial dalam 
pemulihan korban. Undang-undang menggarisbawahi pentingnya menyediakan berbagai 
bentuk pelayanan dan bantuan yang bertujuan untuk meringankan, melindungi, dan 
memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban. Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) berperan aktif dalam upaya ini dengan berkolaborasi bersama 
instansi terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar korban serta menyediakan bantuan 



dalam memperoleh pekerjaan atau pendidikan. Bantuan psikologis, yang diberikan oleh 
profesional, sangat penting untuk mengatasi trauma yang dialami korban, sehingga mereka 
dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik.​
​
Pemulihan ekonomi korban juga merupakan aspek penting dari proses perlindungan ini. 
Untuk memastikan korban dapat melanjutkan hidup secara mandiri dan produktif, 
pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai kompensasi, restitusi, dan bantuan, 
seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. 
Strategi inovatif untuk pemberdayaan ekonomi korban dapat mencakup pelatihan 
keterampilan, akses ke modal usaha, dan dukungan untuk memulai bisnis kecil. Dengan 
memberikan perhatian pada pemulihan ekonomi, korban diharapkan dapat kembali 
berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan meraih kembali kemandirian mereka, 
sehingga tidak lagi merasa terpinggirkan akibat pengalaman traumatis yang mereka alami.​
​
 

c. Meningkatkan Kepercayaan Korban terhadap Sistem Peradilan 

Meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan merupakan elemen krusial 
dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kepercayaan ini dapat 
terbangun melalui jaminan perlindungan yang efektif, sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum yang diberikan 
bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban, sehingga mereka dapat 
berpartisipasi penuh dalam proses peradilan tanpa merasa terancam. Dengan adanya 
jaminan keamanan ini, korban lebih merasa dihargai dan diperhatikan hak-haknya dalam 
proses hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem 
peradilan.​
​
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan 
perubahannya menekankan pentingnya perlindungan bagi korban di setiap tahap proses 
peradilan pidana. Hal ini tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga dukungan 
psikologis dan sosial yang diperlukan korban untuk dapat berpartisipasi secara efektif 
dalam proses hukum. Dengan adanya perlindungan yang komprehensif, korban dapat 
merasa lebih aman dan didukung, sehingga kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan 
dapat diperkuat.​
​
Keberhasilan upaya perlindungan ini juga sangat tergantung pada sinergi antara lembaga 
penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kolaborasi yang 
efektif antara berbagai lembaga dapat memastikan bahwa kebijakan dan langkah-langkah 
perlindungan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan dan kekhawatiran korban. 
Dengan demikian, korban akan merasa lebih percaya bahwa sistem peradilan tidak hanya 
berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan hak-hak 
korban, yang merupakan elemen penting dalam mencapai keadilan yang sesungguhnya.​
​
 



3. Strategi Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban 

a. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran penting dalam 
mengimplementasikan strategi perlindungan saksi dan korban, terutama dalam konteks 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK diberi mandat 
untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan secara 
komprehensif. Ini termasuk pengembangan struktur kelembagaan yang lebih kuat, seperti 
pembentukan sekretariat jenderal dan dewan penasihat, yang bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas perlindungan.​
​
Untuk mengatasi tantangan unik dalam konteks Indonesia, LPSK mengadopsi pendekatan 
kolaboratif dengan berbagai lembaga penegak hukum. Kolaborasi ini penting untuk 
memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya terpaku pada satu aspek, 
tetapi bersifat holistik dan menyeluruh. Misalnya, LPSK bekerja sama dengan pihak 
kepolisian dan kejaksaan untuk menyelaraskan strategi perlindungan dan memastikan 
penanganan kasus yang lebih terkoordinasi. Kerja sama ini juga mencakup pengembangan 
kebijakan bersama yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi saksi dan korban.​
​
Dalam menjalankan perannya, LPSK juga berfokus pada penguatan kewenangan untuk 
mencakup perlindungan terhadap subjek hukum lainnya seperti saksi pelaku dan pelapor. 
Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan responsif terhadap 
ancaman yang mungkin dihadapi oleh saksi dan korban. Dengan pendekatan ini, LPSK 
berusaha meningkatkan kualitas layanan perlindungan sekaligus memastikan bahwa setiap 
langkah yang diambil sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan nyata di 
lapangan. Strategi ini memungkinkan LPSK untuk lebih adaptif dalam menghadapi berbagai 
tantangan yang muncul, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
peradilan pidana di Indonesia.​
​
 

b. Penyediaan Perlindungan Fisik 

Penyediaan perlindungan fisik bagi saksi dan korban dalam konteks pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat merupakan komponen penting dalam strategi perlindungan yang 
efektif. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan untuk 
memberikan perlindungan maksimal guna memastikan keselamatan saksi dan korban yang 
rentan. Perlindungan fisik dapat meliputi tindakan seperti penempatan saksi dan korban di 
lokasi aman yang dirahasiakan, serta pengawalan ketat oleh petugas keamanan profesional. 
Pendekatan ini penting untuk meminimalkan risiko ancaman atau intimidasi yang mungkin 
mereka hadapi selama proses peradilan pidana berlangsung.​
​
Selain itu, praktik terbaik dalam penyediaan perlindungan fisik juga memperhatikan kondisi 
psikologis dan kesejahteraan saksi dan korban. LPSK harus memastikan bahwa saksi dan 



korban tidak hanya merasa aman secara fisik, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional 
yang memadai selama masa perlindungan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah 
dengan menyediakan akses ke layanan konseling atau terapi psikologis, yang dapat 
membantu mereka mengatasi trauma yang dialami akibat keterlibatan mereka dalam kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan 
bersifat holistik dan komprehensif.​
​
Penerapan perlindungan fisik juga memerlukan kerjasama yang erat antara LPSK dan 
lembaga penegakan hukum lainnya. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait 
memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan dapat diimplementasikan secara efektif 
dan efisien, serta sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Contohnya, LPSK dapat 
bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan pengamanan di lokasi-lokasi tertentu 
yang dianggap rawan, atau dengan lembaga lain untuk melakukan perubahan identitas saksi 
atau korban jika diperlukan. Dengan adanya kerjasama lintas lembaga yang solid, 
diharapkan perlindungan fisik bagi saksi dan korban dapat terlaksana dengan optimal, 
sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses peradilan dengan aman dan tanpa rasa 
takut.​
​
 

c. Perlindungan Psikologis 

Perlindungan psikologis merupakan bagian penting dari strategi implementasi 
perlindungan saksi dan korban, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dan korban dapat 
memberikan kesaksian tanpa rasa takut atau tekanan psikologis yang dapat mengganggu 
kualitas dan keakuratan informasi yang disampaikan. Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) memiliki peran sentral dalam menyediakan dukungan psikologis, dengan 
pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual saksi dan korban. Dalam hal ini, 
penting untuk memahami bahwa dukungan psikologis tidak hanya berfungsi untuk 
mengurangi trauma, tetapi juga untuk mempersiapkan saksi dan korban menghadapi proses 
peradilan pidana.​
​
Untuk melaksanakan perlindungan psikologis secara efektif, LPSK dan lembaga terkait 
menyediakan layanan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Layanan ini tidak hanya 
mengurangi dampak trauma psikologis yang dialami oleh saksi dan korban, tetapi juga 
membantu mereka menghadapi tekanan emosional selama proses peradilan. Dukungan ini 
memungkinkan saksi dan korban berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses 
hukum, serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan. Dalam 
memberikan layanan tersebut, LPSK dapat mengimplementasikan program-program seperti 
konseling individu, terapi kelompok, dan dukungan psikologis jangka panjang sesuai dengan 
kebutuhan.​
​
Implementasi perlindungan psikologis harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan 
keamanan setempat. Pendekatan ini memerlukan integrasi antara perlindungan fisik dan 



psikologis, memastikan keselamatan dan kesejahteraan saksi dan korban dapat dijamin 
sepenuhnya. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara LPSK dan lembaga penegak 
hukum lainnya sangat penting untuk mengatasi berbagai ancaman yang mungkin dihadapi 
oleh saksi dan korban selama proses peradilan. Dengan memastikan hak-hak saksi dan 
korban terlindungi, keadilan dalam proses hukum diharapkan dapat tercapai.​
​
 

d. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia 
merupakan komponen krusial dalam menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman 
kepada individu yang terlibat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban menegaskan pentingnya upaya perlindungan ini, dengan tujuan 
mengurangi rasa takut dan ancaman yang dapat menghambat partisipasi saksi dan korban 
dalam proses hukum. Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan fisik maupun psikis, serta 
memastikan hak-hak saksi dan korban terpenuhi selama mereka terlibat dalam proses 
peradilan.​
​
Penguatan kelembagaan LPSK menjadi salah satu strategi utama dalam implementasi 
perlindungan hukum. LPSK tidak hanya berperan dalam menyediakan perlindungan 
langsung, tetapi juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk 
meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Hal ini melibatkan koordinasi yang erat dan 
sinergi antar lembaga, guna mengatasi keterbatasan kewenangan yang mungkin dihadapi 
LPSK dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan mekanisme perlindungan yang kuat, saksi dan 
korban diharapkan dapat memberikan kesaksian tanpa ancaman atau intimidasi, yang pada 
akhirnya mendukung proses peradilan yang adil dan transparan.​
​
Dalam upaya lebih lanjut untuk memperkuat perlindungan hukum, pembaruan legislasi 
serta studi kasus yang menunjukkan praktik perlindungan hukum yang efektif dapat 
menjadi acuan. Pembaruan ini bisa mencakup perluasan subjek perlindungan dan 
peningkatan kerja sama antar lembaga terkait, untuk memastikan perlindungan hukum 
yang lebih komprehensif. Studi kasus yang berhasil menunjukkan penerapan perlindungan 
hukum yang baik dapat memberikan gambaran nyata tentang dampak positif dari strategi 
yang diterapkan, serta menjadi inspirasi bagi pengembangan kebijakan perlindungan saksi 
dan korban di masa depan.​
​
 

e. Penyediaan Kompensasi dan Restitusi 

Penyediaan kompensasi dan restitusi merupakan komponen esensial dalam strategi 
implementasi perlindungan saksi dan korban, khususnya dalam konteks pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
2018, kompensasi diberikan oleh negara ketika pelaku tindak pidana tidak mampu 



memenuhi tanggung jawabnya sepenuhnya kepada korban atau keluarganya. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur bahwa korban berhak memperoleh 
restitusi, termasuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan fisik 
dan mental yang berkaitan langsung akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan 
psikologis. Dalam konteks ini, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
menjadi krusial dalam memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi.​
​
LPSK tidak hanya bertanggung jawab dalam pengajuan permohonan kompensasi dan 
restitusi, tetapi juga dalam berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain untuk memastikan 
pelaksanaan yang efektif. LPSK dapat bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, kepolisian, kejaksaan, serta institusi kesehatan dan pemerintahan lokal untuk 
mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam proses penilaian kelayakan kompensasi 
dan restitusi. Selain itu, LPSK memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan restitusi 
ke penuntut umum agar dimuat dalam tuntutan atau ke pengadilan untuk mendapatkan 
penetapan. Dengan demikian, peran LPSK adalah memastikan proses ini berjalan lancar dan 
adil bagi para korban.​
​
Dalam praktiknya, penyediaan kompensasi dan restitusi tidak hanya memberikan keadilan 
bagi korban, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan 
pidana. Hal ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dari korban dan saksi dalam 
proses hukum, karena mereka merasa lebih aman dan terlindungi. Meskipun demikian, 
tantangan dalam implementasi bisa muncul, seperti kesulitan dalam menghitung nilai 
kompensasi yang adil atau memastikan dana yang memadai. Oleh karena itu, berbagi 
pengalaman dari kasus-kasus yang berhasil dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi 
dapat memberi wawasan penting bagi peningkatan efektivitas kebijakan ini, sejalan dengan 
tujuan perlindungan saksi dan korban yang diamanatkan oleh undang-undang.​
​
 

f. Peningkatan Kesadaran Publik 

Peningkatan kesadaran publik merupakan elemen penting dalam strategi implementasi 
perlindungan saksi dan korban, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat di Indonesia. Kesadaran publik yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk 
lebih aktif berpartisipasi dalam mengungkap tindak pidana, sehingga saksi dan korban 
merasa lebih aman untuk memberikan keterangan tanpa rasa takut akan ancaman. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan pentingnya penghargaan atas harkat 
dan martabat manusia, rasa aman, dan kepastian hukum sebagai dasar perlindungan saksi 
dan korban. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran publik harus berfokus 
pada penyebaran informasi yang jelas dan akurat tentang hak dan perlindungan yang 
tersedia.​
​
Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran publik adalah melalui kampanye 
media massa dan program penyuluhan masyarakat. Media massa memiliki peran strategis 
dalam menyebarluaskan informasi mengenai hak dan perlindungan hukum bagi saksi dan 



korban, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses peradilan. Kampanye ini 
dapat mencakup penyiaran cerita sukses terkait perlindungan saksi dan korban, yang dapat 
membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, 
program penyuluhan di tingkat komunitas dapat memberikan pengetahuan langsung 
kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan 
perlindungan.​
​
Kolaborasi lintas sektoral antara lembaga penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK), dan media massa sangat penting dalam mencapai peningkatan kesadaran 
publik yang efektif. Kerja sama ini dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke 
publik konsisten dan dapat dipercaya, serta bahwa ada dukungan yang memadai bagi saksi 
dan korban yang membutuhkan perlindungan. Selain itu, inisiatif seperti lokakarya atau 
seminar yang melibatkan berbagai pihak terkait dapat menjadi platform yang efektif untuk 
berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi 
dalam perlindungan saksi dan korban. Dengan strategi yang tepat, peningkatan kesadaran 
publik dapat berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan perlindungan saksi dan korban 
dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

g. Koordinasi Antar Lembaga 

Koordinasi antar lembaga dalam perlindungan saksi dan korban di Indonesia merupakan 
aspek krusial yang menghadapi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah 
memastikan adanya sinergi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan 
lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Tantangan ini seringkali 
muncul karena perbedaan prosedur operasional dan prioritas masing-masing lembaga. 
Untuk mengatasi hal ini, penting adanya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan 
sistematis, agar setiap lembaga dapat berbagi informasi secara efektif dan efisien. Selain itu, 
pembentukan forum komunikasi rutin antara lembaga-lembaga terkait dapat membantu 
menyelaraskan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan.​
​
Selain tantangan internal, koordinasi antar lembaga juga harus mampu menjawab 
tantangan eksternal, seperti memastikan perlindungan yang konsisten dan berkelanjutan 
bagi saksi dan korban yang berada di lokasi terpencil atau wilayah yang berisiko tinggi. 
Dalam konteks ini, dukungan logistik dan sumber daya menjadi krusial. Misalnya, LPSK 
mungkin perlu bekerja sama dengan badan lokal atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang aman bagi saksi dan korban. Sementara 
itu, pelatihan bersama dan pertukaran pengetahuan antara lembaga dapat meningkatkan 
kapasitas dan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat.​
​
Keberhasilan koordinasi antar lembaga juga sangat bergantung pada komitmen dari semua 
pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Kerjasama yang solid dapat 
meningkatkan efektivitas perlindungan dan memberikan rasa aman bagi saksi dan korban. 
Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen bersama untuk menjalankan protokol 



yang telah disepakati dan menerapkan kebijakan yang mendukung tujuan perlindungan. 
Dengan demikian, koordinasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas layanan 
perlindungan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan 
pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat.​
​
 

h. Perlindungan Identitas Saksi dan Korban 

Perlindungan identitas bagi saksi dan korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 
yang berat merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam strategi perlindungan. 
Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan keselamatan saksi dan 
korban dari ancaman fisik maupun psikologis yang mungkin timbul akibat keterlibatan 
mereka dalam proses peradilan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi identitas saksi dan korban, 
yang bisa termasuk penggunaan nama samaran dan penyamaran identitas.​
​
Penggunaan langkah-langkah seperti pembatasan informasi identitas yang dapat diakses 
publik dan media merupakan bagian dari upaya melindungi saksi dan korban dari potensi 
ancaman dan intimidasi. Praktik ini sejalan dengan standar internasional yang diterapkan 
oleh lembaga seperti ICTY dan ICTR. Perlindungan identitas ini harus dilaksanakan dengan 
perhatian khusus terhadap kebutuhan dan konteks kasus, tanpa mengabaikan hak-hak yang 
dimiliki oleh terdakwa dalam proses peradilan. Setiap tindakan perlindungan yang diambil 
harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan saksi dan korban dengan 
prinsip transparansi dalam sistem peradilan.​
​
Efektivitas perlindungan identitas saksi dan korban sangat bergantung pada koordinasi 
yang baik antara LPSK dan lembaga terkait lainnya, seperti penegak hukum dan institusi 
peradilan. Peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan 
identitas saksi dan korban juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang 
mendukung keamanan mereka. Dengan adanya perlindungan identitas yang efektif, 
diharapkan partisipasi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana dapat meningkat 
dan kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan dapat diperkuat, yang pada akhirnya 
mendukung tercapainya keadilan.​
​
 

i. Pemulihan Hak Saksi dan Korban 

Pemulihan hak saksi dan korban merupakan aspek esensial dalam strategi perlindungan 
terhadap saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Proses 
ini tidak hanya berfokus pada kompensasi material, namun juga pada pemulihan holistik 
yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial-ekonomi dari saksi dan korban. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 31 



Tahun 2014 menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif untuk menjamin 
bahwa saksi dan korban tidak hanya mendapatkan ganti rugi, tetapi juga memperoleh 
lingkungan yang mendukung untuk pemulihan mereka.​
​
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran kunci dalam proses 
pemulihan ini, dengan menyediakan dukungan dalam bentuk bantuan medis dan 
rehabilitasi psikososial. Fokus yang lebih besar pada perlindungan psikologis dan 
pemulihan sosial-ekonomi membantu memastikan bahwa saksi dan korban dapat 
melanjutkan kehidupan mereka dengan rasa aman dan kepercayaan yang dipulihkan 
terhadap sistem peradilan. Selain itu, LPSK juga memfasilitasi koordinasi dengan lembaga 
terkait untuk memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung secara sinergis dan efektif.​
​
Pentingnya koordinasi antar lembaga juga tidak dapat diabaikan dalam strategi 
implementasi perlindungan saksi dan korban. Kerja sama yang erat antara LPSK dan 
lembaga penegak hukum lainnya memungkinkan pelaksanaan strategi pemulihan hak 
berjalan lebih lancar, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan 
mendukung upaya perlindungan ini. Selain itu, peningkatan kesadaran publik tentang 
pentingnya perlindungan saksi dan korban juga berperan besar dalam menciptakan iklim 
yang kondusif bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum, sehingga mendorong lebih 
banyak korban dan saksi untuk berpartisipasi aktif dalam pencarian keadilan.​
​
 

j. Perlindungan dalam Proses Peradilan 

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana merupakan aspek krusial 
yang membutuhkan pendekatan strategis serta inovatif. Mengingat tantangan yang dihadapi 
dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, perlindungan ini harus dirancang tidak hanya 
untuk mencegah ancaman dan intimidasi, tetapi juga untuk memastikan integritas dan 
keabsahan proses peradilan. Salah satu pendekatan inovatif yang dapat diterapkan adalah 
penggunaan teknologi untuk melindungi identitas saksi dan korban, seperti melalui 
penggunaan video conference yang aman atau metode lain yang memastikan anonimitas 
saksi selama persidangan. Selain itu, pelatihan bagi para pejabat peradilan mengenai teknik 
perlindungan saksi dan korban dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menanggapi 
situasi yang kompleks dan berisiko tinggi.​
​
Dalam konteks penerapan perlindungan saksi dan korban, penting untuk mengadopsi 
praktik-praktik terbaik dari pengalaman internasional yang relevan. Misalnya, beberapa 
yurisdiksi telah mengembangkan program perlindungan yang mencakup pengamanan 
lokasi rahasia untuk saksi yang sangat terancam, serta dukungan psikososial yang 
berkelanjutan untuk membantu mereka menghadapi tekanan selama persidangan. Studi 
kasus dari pengadilan internasional dan regional dapat memberikan wawasan berharga 
tentang bagaimana strategi perlindungan yang efektif dapat diterapkan, termasuk pelibatan 
komunitas dalam mendukung saksi dan korban secara sosial dan emosional.​
​



Selain itu, evaluasi dan peningkatan sistem perlindungan yang ada harus dilakukan secara 
berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saksi serta 
korban. Ini mencakup penilaian efektivitas langkah-langkah perlindungan yang telah 
diambil, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, 
perlindungan dalam proses peradilan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif, 
memastikan bahwa saksi dan korban selalu dalam posisi yang aman dan didukung secara 
optimal selama seluruh proses peradilan.​
​
 

8. Pembuktian atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan 
​
Tujuan Umum​
 

Mengembangkan pemahaman peserta mengenai metode pembuktian yang efektif dan sah 
dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan menitikberatkan pada penerapan 
hukum yang berlaku di Indonesia serta pentingnya akurasi dan ketelitian dalam proses 
pembuktian. Memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan 
menyajikan alat bukti yang relevan dan meyakinkan dalam kasus pelanggaran HAM yang 
berat.​
​
 

Tujuan Khusus​
 

- Mengidentifikasi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang diatur dalam 
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.  ​
​
- Memahami peran bukti dan alat bukti dalam pembuktian kejahatan terhadap 
kemanusiaan.  ​
​
- Menganalisis serangan yang meluas atau sistematik dalam konteks kejahatan terhadap 
kemanusiaan.  ​
​
- Menilai kesesuaian antara tindakan pelaku dengan unsur-unsur kejahatan terhadap 
kemanusiaan dalam hukum nasional.​
​
 



A. Pembuktian Tindak Pidana Pokok dan Jenis-jenis Bukti yang Dibutuhkan 

1. Pembuktian Tindak Pidana Pokok 

a. Identifikasi elemen-elemen kejahatan terhadap kemanusiaan 

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pembuktian tindak pidana pokok 
memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kejahatan terhadap 
kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan, 
menurut Pasal 9 undang-undang tersebut, harus merupakan bagian dari serangan yang 
meluas atau sistematik yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil. Elemen-elemen 
kejahatan ini meliputi berbagai tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, 
pengusiran paksa, dan tindakan lain yang melanggar ketentuan hukum internasional. 
Pengenalan yang mendalam terhadap elemen-elemen ini sangat penting bagi praktisi 
hukum untuk merumuskan argumen hukum yang meyakinkan dalam membangun kasus.​
​
Pembuktian atas elemen-elemen kejahatan ini memerlukan alat bukti yang sah dan relevan 
untuk menunjukkan adanya pola serangan yang terorganisir. Bukti yang dapat digunakan 
meliputi dokumen yang mencatat perencanaan serangan, komunikasi antara pelaku yang 
menunjukkan koordinasi untuk tindakan sistematik, serta kesaksian dari korban dan saksi 
mata yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai pola serangan tersebut. 
Keberadaan bukti-bukti ini sangat krusial untuk membuktikan bahwa tindakan yang 
dilakukan merupakan bagian dari serangan meluas atau sistematik, dan bukan tindakan 
yang bersifat sporadis atau tidak terencana.​
​
Selain itu, penting untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kesadaran dan pengetahuan 
bahwa tindakan mereka merupakan bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap 
penduduk sipil. Ini dapat dibuktikan melalui analisis komunikasi dan perilaku pelaku, baik 
sebelum maupun sesudah kejadian, yang menunjukkan niat dan tujuan di balik tindakan 
tersebut. Identifikasi atas motivasi pelaku juga menjadi elemen penting dalam pembuktian 
niat jahat. Dalam hal ini, pendekatan pembuktian yang komprehensif dan terstruktur sangat 
diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban dapat terpenuhi, dan pelaku 
dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka yang melanggar hukum.​
​
 

b. Penggunaan bukti untuk menunjukkan niat pelaku 

Pembuktian tindak pidana pokok dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
di Indonesia memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis alat bukti yang 
dapat digunakan untuk menunjukkan niat pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukti permulaan yang cukup menjadi 
fondasi dalam penyelidikan. Bukti ini harus memperlihatkan bahwa terdapat dugaan kuat 
seseorang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Proses pengumpulan bukti harus 
menghormati asas praduga tak bersalah, di mana nama-nama yang terlibat tidak boleh 



disebarluaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia.​
​
Dalam pembuktian pelanggaran HAM yang berat, kesaksian memegang peranan penting. 
Menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, kesaksian dari orang 
yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri tindak pidana tersebut merupakan alat 
bukti utama. Oleh karena itu, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi krusial 
untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keterangan yang benar tanpa 
ancaman atau intimidasi. Perlindungan ini meliputi perlindungan fisik dan mental, 
perahasiaan identitas, serta pemberian keterangan tanpa harus berhadapan langsung 
dengan tersangka dalam proses persidangan.​
​
Selain kesaksian, alat bukti lain seperti dokumen, rekaman, dan barang bukti fisik juga 
relevan untuk menunjukkan niat pelaku dalam tindak pidana pokok. Alat bukti ini 
membantu menggambarkan konteks perbuatan dan niat di balik tindakan tersebut, yang 
penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban hukum pelaku. 
Penetapan alat bukti harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan prosedur hukum 
yang berlaku, memastikan bahwa semua langkah dalam proses peradilan memenuhi 
standar keadilan dan legalitas yang ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia.​
​
 

c. Pentingnya hubungan antara tindakan pelaku dan serangan terhadap penduduk sipil 

Pembuktian tindak pidana pokok dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
memerlukan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara tindakan pelaku dan 
serangan terhadap penduduk sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup perbuatan yang 
dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan langsung 
terhadap penduduk sipil. Dalam hal ini, hubungan antara tindakan pelaku dengan serangan 
terhadap penduduk sipil harus ditunjukkan sebagai bagian dari kebijakan atau rencana 
yang lebih besar yang dilakukan oleh negara atau organisasi. Elemen ini penting untuk 
membuktikan bahwa tindakan pelaku bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari 
serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis.​
​
Sebagai bagian dari pembuktian, diperlukan adanya bukti yang menunjukkan serangan 
tersebut dilakukan meluas atau sistematis. Bukti-bukti ini harus mencakup keterlibatan 
aktif dari negara atau organisasi dalam mempromosikan atau mendorong serangan 
tersebut. Elemen penting seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan 
bentuk-bentuk kekerasan lainnya harus dibuktikan sebagai bagian dari serangan 
terkoordinasi yang memiliki dampak luas terhadap komunitas sipil. Dalam konteks Statuta 
Roma, meskipun Indonesia belum meratifikasinya, kejahatan terhadap kemanusiaan 
dipahami sebagai tindakan berulang yang ditujukan terhadap kelompok penduduk sipil dan 
melibatkan kebijakan negara atau organisasi yang mempromosikan serangan tersebut.​
​



Pentingnya pembuktian hubungan antara tindakan pelaku dan serangan terhadap 
penduduk sipil tidak hanya terletak pada aspek legal, tetapi juga dalam konteks moral dan 
etika. Pembuktian ini memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi korban dan pelaku 
dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Proses pengumpulan dan 
penyajian bukti harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua elemen 
kejahatan yang diatur dalam hukum internasional dan nasional dapat terpenuhi. Dengan 
demikian, landasan yang kuat dapat diberikan bagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan 
yang adil, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip 
hak asasi manusia.​
​
 

2. Jenis-jenis Bukti yang Dibutuhkan 

a. Bukti dokumenter dan rekaman 

Dalam konteks pembuktian pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, alat 
bukti surat adalah elemen kunci dalam proses peradilan. Menurut Pasal 187 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti surat mencakup segala sesuatu 
yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan dimaksudkan untuk 
mengungkapkan isi pikiran. Ini termasuk dokumen resmi seperti laporan, surat, dan catatan 
lain yang relevan dengan kasus. Alat bukti surat harus memenuhi syarat-syarat otentisitas 
dan relevansi untuk dapat diterima di pengadilan. Dalam kasus pelanggaran HAM yang 
berat, alat bukti surat dapat memberikan gambaran yang jelas tentang konteks dan 
peristiwa yang terjadi, serta mendukung atau melemahkan klaim yang diajukan dalam 
proses persidangan.​
​
Selain itu, rekaman audio dan video juga menjadi alat bukti yang signifikan dalam 
pembuktian kasus pelanggaran HAM yang berat. Rekaman ini bisa berupa pernyataan saksi 
atau korban, serta dokumentasi visual dari peristiwa yang terkait dengan kasus. Namun, 
keabsahan dan reliabilitas rekaman ini harus dievaluasi berdasarkan prosedur yang 
ditetapkan dalam hukum Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Rekaman harus diperoleh secara sah dan tidak 
boleh dimanipulasi agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang andal. Dalam hal ini, 
rekaman dapat berfungsi untuk mengonfirmasi keterangan saksi atau menunjukkan 
kehadiran atau tindakan pihak tertentu dalam suatu peristiwa.​
​
Proses evaluasi alat bukti surat dan rekaman memerlukan pendekatan yang cermat dan 
hati-hati dari hakim dan penyidik. Mereka harus memastikan bahwa bukti tersebut 
memenuhi standar hukum yang ketat dan dapat diandalkan untuk mendukung tuduhan 
yang diajukan. Penting untuk menjaga hak asasi terdakwa dan korban, serta menghormati 
asas praduga tak bersalah. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua 
prinsip hukum yang relevan, termasuk perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002. Dengan cara ini, alat bukti surat dan 
rekaman dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengungkapan kebenaran dan 



penegakan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

b. Kesaksian saksi dan korban 

Dalam proses pembuktian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat di Indonesia, 
kesaksian saksi dan korban memegang peranan yang sangat krusial sebagai alat bukti 
utama. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
keterangan saksi menempati posisi pertama dalam deretan alat bukti yang diakui secara 
hukum. Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, keterangan tersebut harus didukung 
oleh perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban. Perlindungan ini, sebagaimana 
diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2002, mencakup perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, atau 
kekerasan, serta kerahasiaan identitas saksi dan korban. Hal ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa mereka dapat memberikan keterangan yang jujur dan akurat tanpa 
tekanan dari pihak manapun.​
​
Selain itu, pemberian keterangan oleh saksi dan korban dapat dilakukan tanpa harus 
bertatap muka langsung dengan tersangka, misalnya melalui penggunaan teknologi seperti 
teleconference. Ini telah dipraktikkan dalam Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus 
Timor-Timur, meski tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). Langkah ini diambil untuk mendorong pengungkapan kebenaran materiil 
dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan. Hakim 
memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keterangan yang diberikan saksi dapat 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan mendukung dakwaan yang diajukan.​
​
Dalam praktiknya, muncul tantangan terkait independensi saksi, terutama jika saksi yang 
dihadirkan memiliki hubungan kedinasan dengan terdakwa. Ini dapat mempengaruhi 
obyektivitas keterangan yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi penuntut umum dan 
hakim untuk memilih saksi yang paling relevan dan independen dalam rangka memperkuat 
dakwaan. Terkait dengan hal ini, peran aktif hakim dalam menggali lebih dalam keterangan 
saksi sangat diperlukan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus serta 
memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibuktikan secara sah dan 
meyakinkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.​
​
 

c. Bukti forensik dan medis 

Dalam konteks pembuktian tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bukti 
forensik dan medis memainkan peran penting dalam memastikan keakuratan dan validitas 
dari proses peradilan. Bukti forensik dapat mencakup berbagai elemen, seperti analisis 
DNA, jejak digital, dan bukti material lainnya yang dapat membantu mengidentifikasi pelaku 
dan korban, serta menghubungkan mereka dengan lokasi kejahatan. Analisis forensik ini 
harus dilakukan dengan cermat dan mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan 



bahwa bukti tersebut dapat diterima di pengadilan dan memiliki bobot hukum yang cukup.​
​
Bukti medis, di sisi lain, berfokus pada pemeriksaan fisik dan psikologis korban untuk 
mengidentifikasi dampak dari pelanggaran yang terjadi. Ini dapat mencakup pemeriksaan 
luka fisik, catatan medis, dan evaluasi psikologis untuk mengukur sejauh mana trauma yang 
dialami korban. Bukti medis tidak hanya membantu dalam mengkonfirmasi terjadinya 
pelanggaran tetapi juga dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang 
kondisi korban sebelum dan sesudah kejadian, yang penting untuk penilaian kerugian dan 
rehabilitasi.​
​
Kedua jenis bukti ini, forensik dan medis, harus dikumpulkan dan dikelola dengan 
mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan etika yang ketat. Penting bagi para 
profesional hukum untuk memahami bagaimana bukti ini dapat digunakan secara efektif 
dalam proses peradilan, serta pentingnya memastikan bahwa bukti tersebut dikumpulkan 
dengan cara yang tidak melanggar hak asasi manusia dari tersangka maupun korban. 
Penggunaan bukti forensik dan medis yang tepat akan memperkuat proses penegakan 
hukum dan meningkatkan kemungkinan untuk mencapai keadilan substantif dalam kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

3. Pendekatan dalam Pengumpulan Bukti 

a. Metode pengumpulan bukti yang efektif 

Dalam pengumpulan bukti untuk membuktikan kejahatan terhadap kemanusiaan, metode 
yang efektif sangat penting guna mencapai keadilan yang objektif dan menyeluruh. 
Pengumpulan bukti harus mengikuti prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UU No. 26 
Tahun 2000 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu 
pendekatan utama adalah memastikan bahwa semua alat bukti yang diajukan relevan dan 
dapat dipercaya, yaitu sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menetapkan bahwa kesalahan 
terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Proses ini 
melibatkan pengumpulan dan analisis bukti fisik, dokumentasi, serta kesaksian yang dapat 
mendukung dakwaan secara kuat.​
​
Metode pengumpulan bukti harus melibatkan penyelidikan yang teliti dan sistematis, 
termasuk penggunaan teknologi modern seperti teleconference untuk memfasilitasi 
kesaksian dari saksi yang tidak dapat hadir secara fisik di pengadilan. Ini terbukti efektif, 
misalnya dalam Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor-Timur, meskipun tidak secara 
eksplisit diatur dalam KUHAP. Selain itu, penyidik harus mempertimbangkan untuk 
melakukan sidang pemeriksaan di lokasi kejadian apabila hal tersebut dapat memberikan 
akses yang lebih baik terhadap bukti dan saksi. Pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi 
dan kredibilitas bukti yang dikumpulkan.​
​
Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa semua saksi yang dihadirkan adalah 



independen dan bebas dari pengaruh pihak terdakwa, terutama jika saksi tersebut memiliki 
hubungan kedinasan dengan terdakwa. Ini untuk menghindari potensi bias yang dapat 
melemahkan kasus. Perlindungan terhadap saksi dan korban juga harus dijamin sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan 
kesaksian yang benar dan bebas intimidasi. Dengan metode yang efektif ini, pembuktian 
kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan secara lebih adil dan transparan.​
​
 

b. Peran teknologi dalam pengumpulan bukti 

Dalam pembuktian tindak pidana pokok terkait kejahatan terhadap kemanusiaan, 
penggunaan teknologi memiliki peran penting dalam pengumpulan bukti. Teknologi dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas investigasi dengan menyediakan alat untuk 
mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara sistematis. Misalnya, perangkat 
lunak analisis data dapat membantu penyidik dalam mengelola sejumlah besar informasi 
dan mengidentifikasi pola yang relevan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penyidik untuk mengakses bukti digital 
seperti rekaman video, komunikasi elektronik, dan jejak digital lainnya yang dapat 
digunakan sebagai bukti dalam persidangan.​
​
Penggunaan teknologi dalam pengumpulan bukti juga mencakup pemanfaatan alat forensik 
digital untuk memulihkan informasi yang mungkin telah dihapus atau disembunyikan. 
Dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, data forensik digital dapat menyediakan 
bukti penting yang menghubungkan pelaku dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. 
Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integritas bukti 
digital, sehingga memastikan bahwa bukti tersebut dapat diterima di pengadilan. Sebagai 
tambahan, teknologi pengawasan seperti drone dan satelit dapat menyediakan bukti visual 
yang mendukung kesaksian saksi atau korban, serta membantu dalam rekonstruksi 
kejadian.​
​
Meskipun teknologi dapat menawarkan banyak keuntungan dalam pengumpulan bukti, 
penting untuk memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan prinsip hukum dan 
etik. Ini termasuk perlindungan terhadap privasi individu dan memastikan bahwa bukti 
yang diperoleh melalui teknologi dikumpulkan dan digunakan dengan cara yang sah. 
Penggunaan teknologi harus disertai dengan pengawasan yang ketat dan prosedur yang 
transparan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa hak asasi manusia 
tetap dihormati selama proses investigasi. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam 
pengumpulan bukti dapat memperkuat proses peradilan dalam menangani kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia.​
​
 



c. Tantangan dalam mendapatkan bukti di wilayah konflik 

Pembuktian tindak pidana pokok dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan di 
wilayah konflik menghadirkan tantangan yang signifikan dalam pengumpulan bukti. Dalam 
situasi konflik, seringkali terdapat ketidakstabilan yang menghalangi akses langsung ke 
tempat kejadian perkara, sehingga menyulitkan proses pengumpulan bukti fisik. Selain itu, 
adanya ancaman keamanan bagi para penyelidik dan saksi dapat menghalangi pengumpulan 
informasi yang akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian dalam 
konteks ini harus mempertimbangkan kondisi lapangan yang dinamis dan risiko yang 
dihadapi oleh semua pihak yang terlibat.​
​
Salah satu tantangan utama dalam mendapatkan bukti di wilayah konflik adalah 
perlindungan terhadap saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya perlindungan fisik dan mental bagi 
saksi dan korban agar mereka dapat memberikan kesaksian yang benar tanpa takut akan 
ancaman atau intimidasi. Perlindungan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2002, yang memfasilitasi proses pemberian keterangan tanpa bertatap 
muka dengan terdakwa, serta menjaga kerahasiaan identitas saksi dan korban. Dengan 
perlindungan ini, diharapkan bukti yang dikumpulkan lebih valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan.​
​
Tantangan lain dalam pengumpulan bukti di wilayah konflik adalah adanya kemungkinan 
penghilangan atau penghancuran bukti fisik, serta manipulasi informasi. Dalam banyak 
kasus, terutama yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terdakwa atau 
pihak yang berkepentingan mungkin berupaya untuk menyembunyikan atau 
menghilangkan bukti yang memberatkan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi 
pengumpulan bukti yang komprehensif dan terstruktur, yang melibatkan kolaborasi dengan 
berbagai pihak seperti lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk 
memastikan bahwa bukti yang diperoleh dapat mendukung proses peradilan yang adil dan 
transparan.​
​
 

B. Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana dan Jenis-jenis Bukti yang 

Dibutuhkan 

1. Jenis Bukti dalam Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana 

a. Bukti Dokumenter 

Dalam konteks pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat di Indonesia, bukti dokumenter memegang peranan penting. Bukti 
dokumenter mencakup berbagai macam dokumen tertulis yang dapat mendukung fakta 
adanya tindak pidana dan siapa pelakunya. Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan 
resmi, surat, rekaman video, atau catatan tertulis yang relevan dengan kasus yang sedang 
diadili. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan 



Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukti 
dokumenter harus diperoleh dan disajikan dengan cara yang sah agar dapat diterima di 
persidangan.​
​
Penggunaan bukti dokumenter dalam proses peradilan pelanggaran HAM yang berat harus 
memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas praduga tak bersalah 
dan perlindungan atas hak-hak terdakwa. Bukti dokumenter harus dapat menunjukkan 
keterkaitan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hal ini berarti 
bahwa bukti harus mampu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara tindakan yang 
dilakukan dengan dampak yang ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam kasus di mana 
terdakwa dituduh memberikan perintah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, 
dokumen yang menunjukkan perintah tertulis atau komunikasi terkait dapat menjadi bukti 
penting.​
​
Selain itu, penting untuk memastikan bahwa bukti dokumenter tidak dimanipulasi atau 
dihilangkan, karena hal ini dapat mempengaruhi integritas proses peradilan. Oleh karena 
itu, jaksa dan penyidik harus memastikan bahwa semua bukti dokumenter dikumpulkan 
dan dipelihara dengan baik, serta disajikan secara lengkap dan akurat di pengadilan. 
Pengadilan juga memiliki kewajiban untuk menilai keabsahan dan relevansi bukti 
dokumenter dalam konteks keseluruhan kasus. Dengan demikian, penggunaan bukti 
dokumenter yang tepat dan sah merupakan komponen krusial dalam memastikan keadilan 
dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

b. Bukti Saksi 

Dalam proses pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, keterangan saksi merupakan salah satu jenis bukti yang paling penting 
dan sering digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Saksi, yang berdasarkan 
pengetahuannya dapat memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dilihat, 
didengar, atau dialaminya sendiri, memiliki peran krusial dalam mengungkapkan 
kebenaran. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana keterangan saksi ditempatkan sebagai alat 
bukti utama. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, 
keterangan saksi dapat membantu membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa.​
​
Namun, untuk memastikan saksi dapat memberikan keterangan yang benar dan tanpa 
tekanan dari pihak manapun, perlindungan terhadap saksi menjadi sangat penting. 
Perlindungan ini mencakup aspek fisik maupun mental, serta menjaga kerahasiaan identitas 
saksi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap 
Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat mengatur tentang 
pemberian perlindungan ini. Perlindungan yang diberikan diharapkan dapat mendorong 



saksi untuk berbicara bebas dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan, sehingga proses 
peradilan dapat berjalan dengan baik dan adil.​
​
Selain itu, keterangan saksi juga berfungsi untuk menguatkan atau melemahkan surat 
dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, Penuntut Umum bertanggung 
jawab untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dakwaannya. Hakim, di sisi 
lain, harus mampu menganalisis dan menilai keterangan saksi secara obyektif dan 
menyeluruh, serta menghubungkannya dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, 
keterangan saksi tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti utama, tetapi juga sebagai elemen 
penting dalam menentukan nasib terdakwa dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan 
dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

c. Bukti Elektronik 

Dalam konteks pembuktian pertanggungjawaban pidana terkait pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, bukti elektronik memainkan peran penting dalam proses hukum di 
Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia tidak secara eksplisit mendetailkan jenis bukti ini, penerapannya tetap diatur 
berdasarkan prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa hukum 
acara yang digunakan dalam pengadilan HAM adalah berdasarkan KUHAP. Bukti elektronik, 
sebagai bagian dari perkembangan teknologi, dapat menyediakan informasi krusial yang 
mendukung atau menolak adanya elemen tindak pidana, dan harus dapat diakses, 
diotentikasi, serta diinterpretasikan secara tepat di pengadilan.​
​
Mengingat tidak adanya ketentuan spesifik mengenai bukti elektronik dalam UU No. 26 
Tahun 2000, penggunaannya harus mengikuti kerangka hukum umum yang diatur dalam 
KUHAP. Bukti ini harus memenuhi standar pembuktian yang berlaku, di mana minimal dua 
alat bukti yang sah diperlukan untuk meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar 
terjadi. Dalam hal ini, bukti elektronik dapat berfungsi sebagai alat bukti tambahan, 
mendukung alat bukti lainnya seperti keterangan saksi atau dokumen fisik. Validitas bukti 
elektronik memerlukan verifikasi teknis untuk memastikan integritas dan keasliannya, 
meski hal tersebut tidak secara spesifik diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, tetapi menjadi 
kebutuhan umum dalam menjaga keandalan bukti.​
​
Pemanfaatan bukti elektronik menuntut aparat penegak hukum untuk meningkatkan 
kapasitas teknis dan pemahaman terkait teknologi digital. Ini penting untuk memastikan 
bahwa bukti elektronik dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembuktian, tanpa 
melanggar prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Dengan penggunaan yang tepat, bukti 
elektronik dapat membantu mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus pelanggaran HAM 
yang berat, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pertanggungjawaban 
pidana pelaku. Namun, harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan data dan privasi 
guna menghindari pelanggaran hak individu lainnya.​



​
 

d. Bukti Forensik 

Bukti forensik memainkan peran krusial dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana, 
terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Sebagai alat 
bukti yang bersifat ilmiah, bukti forensik mencakup analisis barang bukti fisik seperti DNA, 
sidik jari, dan bukti lain yang dapat memberikan informasi objektif. Keberadaan bukti 
forensik ini dapat memperkuat keterangan saksi atau terdakwa, serta membantu 
mengungkap fakta yang tidak dapat dideteksi melalui alat bukti lainnya. Dalam konteks 
hukum Indonesia, pengajuan bukti forensik harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.​
​
Pengumpulan dan analisis bukti forensik memerlukan kehati-hatian dan standar ilmiah 
yang ketat agar dapat diterima di pengadilan. Tantangan yang dihadapi dalam proses ini di 
Indonesia dapat mencakup keterbatasan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Kerja 
sama dengan ahli forensik dan lembaga terkait menjadi penting untuk memastikan bukti 
yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pasal 10 dari UU No. 26 
Tahun 2000 menekankan bahwa bukti yang diajukan harus memenuhi persyaratan ketat, 
sehingga kolaborasi dengan ahli dan pemanfaatan teknologi yang tepat dapat meningkatkan 
kualitas bukti yang disajikan di pengadilan.​
​
Bukti forensik juga memberikan keunggulan tersendiri dalam penanganan kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti mengatasi kesulitan dalam 
menghadirkan saksi atau menghadapi kendala teknis dalam pengumpulan bukti. Dalam 
situasi di mana saksi mungkin mengalami tekanan atau intimidasi, bukti forensik dapat 
menjadi pengganti atau pendukung yang kuat. Dengan demikian, bukti forensik 
berkontribusi pada proses peradilan yang lebih adil dan efektif dengan menyediakan 
landasan ilmiah yang kuat untuk menilai kebenaran suatu kasus. Dalam konteks peradilan 
HAM di Indonesia, pemanfaatan bukti forensik sebagai alat bukti yang sahih dan dapat 
diandalkan merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan bagi korban 
pelanggaran HAM yang berat.​
​
 

e. Keterangan Ahli 

Dalam konteks pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat, keterangan ahli merupakan salah satu jenis bukti yang penting. 
Keterangan ahli dapat memberikan perspektif yang mendalam berdasarkan pengetahuan, 
keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang dimiliki oleh ahli tersebut. 
Dalam proses peradilan, keterangan ahli ini membantu memberikan penjelasan teknis atau 
ilmiah yang mungkin tidak dimiliki oleh hakim atau pihak lain yang terlibat dalam 
persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian yang bertujuan untuk 



mengungkapkan kebenaran secara obyektif dan adil.​
​
Keterangan ahli tidak hanya digunakan untuk menjelaskan aspek teknis dari suatu kasus, 
tetapi juga untuk menilai keabsahan dan relevansi bukti-bukti lain yang diajukan dalam 
persidangan. Ahli dapat berperan dalam memberikan analisis yang mendalam terhadap 
bukti forensik, dokumen, atau bukti elektronik yang relevan dengan kasus yang sedang 
diperiksa. Selain itu, keterangan ahli juga dapat membantu menjelaskan konteks hukum 
atau sosial tertentu yang relevan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan, sehingga 
memberikan wawasan yang lebih komprehensif bagi hakim dalam mengambil keputusan.​
​
Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun tidak terdapat definisi yang eksplisit mengenai 
siapa yang dapat dianggap sebagai ahli, keterangan ahli tetap diakui sebagai bagian penting 
dari alat bukti. Keberadaan keterangan ahli dalam persidangan diatur untuk memastikan 
bahwa penilaian terhadap bukti dilakukan secara profesional dan berdasarkan pengetahuan 
yang mumpuni. Dengan demikian, keterangan ahli berkontribusi signifikan dalam proses 
pembuktian, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, di mana kompleksitas 
bukti sering kali memerlukan penjelasan dari perspektif ilmiah atau teknis.​
​
 

2. Tahapan Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana 

a. Pengumpulan Bukti 

Pengumpulan bukti dalam pembuktian pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat merupakan tahap awal yang krusial dalam proses hukum. Proses 
ini bertujuan untuk mengumpulkan semua jenis bukti yang relevan guna mendukung 
dugaan pelanggaran yang terjadi. Dalam konteks hukum di Indonesia, bukti permulaan yang 
cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan proses 
penyidikan. Bukti permulaan ini harus menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa seseorang 
terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat, sehingga penyidik harus memastikan bahwa 
bukti yang dikumpulkan memenuhi standar dan ketentuan hukum yang berlaku.​
​
​
​
Dalam pengumpulan bukti, penyidik menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan 
teknis dalam mengumpulkan bukti dan menghadirkan saksi. Proses ini harus dilakukan 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas praduga tak 
bersalah dan hak-hak asasi manusia. Penyidik juga harus memastikan bahwa bukti yang 
dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan sah secara hukum, agar dapat digunakan 
secara efektif dalam proses pengadilan. Dengan demikian, pengumpulan bukti yang tepat 
dan efektif menjadi kunci dalam mendukung pembuktian pertanggungjawaban pidana yang 
adil dan objektif.​
​



​
​
 

b. Analisis Bukti 

Analisis bukti merupakan tahap lanjutan yang krusial dalam proses pembuktian 
pertanggungjawaban pidana, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat. Tahap ini dimulai setelah pengumpulan bukti, di mana bukti yang telah diperoleh dari 
berbagai sumber, seperti bukti dokumenter, saksi, elektronik, forensik, dan keterangan ahli, 
dianalisis untuk menentukan relevansi, keandalan, dan bobotnya. Proses analisis harus 
dilakukan dengan hati-hati dan objektif untuk memastikan bahwa bukti yang ada dapat 
mendukung dakwaan dengan kuat. Analisis bukti membangun dasar dari pengumpulan 
bukti dengan cara memfokuskan pada elemen-elemen yang relevan dan mengidentifikasi 
bukti mana yang paling mendukung kasus yang diajukan.​
​
​
​
​
​
Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat, analisis bukti juga harus 
mempertimbangkan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi, seperti kesulitan 
mengakses lokasi kejadian atau ancaman terhadap saksi dan korban. Perlindungan terhadap 
saksi dan korban menjadi aspek penting yang harus diintegrasikan dalam proses analisis 
untuk menjamin bahwa kesaksian yang diberikan benar dan tidak terpengaruh oleh tekanan 
eksternal. Dengan demikian, analisis bukti bukan hanya sekadar penilaian teknis, tetapi juga 
harus mempertimbangkan konteks sosial dan keamanan yang dapat mempengaruhi 
validitas dan ketersediaan bukti dalam proses pengadilan.​
​
​
​
 

c. Penyajian Bukti di Pengadilan 

Penyajian bukti di pengadilan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
merupakan tahap penting yang memengaruhi jalannya proses peradilan. Berdasarkan Pasal 
184 KUHAP, terdapat lima jenis alat bukti yang sah digunakan, yaitu keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketepatan dalam penyajian bukti 
ini sangat penting agar setiap unsur tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti secara 
jelas dan meyakinkan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia, proses ini juga harus memperhatikan Pasal 34 yang 
mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, memastikan bahwa mereka dapat 
memberikan keterangan tanpa rasa takut akan ancaman atau intimidasi.​
​
Jaksa penuntut umum memegang tanggung jawab untuk menghadirkan bukti yang relevan 



dan kuat guna mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Dalam pelaksanaan tugas ini, jaksa 
sering kali menghadapi tantangan, seperti kesulitan menghadirkan saksi yang kredibel dan 
kendala teknis dalam pengumpulan bukti. Perlindungan saksi dan korban, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, menjadi elemen penting agar 
para saksi dapat memberikan keterangan secara bebas dan aman, tanpa ancaman atau 
gangguan dari pihak yang berkepentingan.​
​
Peran hakim dalam tahap penyajian bukti sangatlah vital. Hakim harus mengevaluasi setiap 
bukti yang diajukan secara objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim 
diharapkan mampu menggali lebih dalam keterangan saksi atau ahli untuk mengungkap 
kebenaran materiil dari kasus yang diperiksa. Keberanian hakim dalam menggunakan 
terobosan hukum, seperti penggunaan teknologi teleconference, dapat membantu 
mengatasi tantangan dalam penyajian bukti dan memastikan bahwa proses peradilan 
berjalan secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang efektif dalam kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini menjadi landasan penting bagi keadilan dan 
perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.​
​
 

d. Evaluasi Bukti oleh Hakim 

Dalam proses pembuktian pertanggungjawaban pidana, evaluasi bukti oleh hakim 
merupakan tahap krusial yang menentukan hasil akhir dari suatu kasus pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat. Hakim harus memiliki kemampuan untuk menilai bukti dengan 
cara yang objektif dan komprehensif, memeriksa keabsahan dan relevansi dari berbagai 
jenis bukti yang diajukan. Keberhasilan evaluasi ini tergantung pada kemampuan hakim 
untuk mengidentifikasi hubungan antara bukti dan unsur-unsur dari tindak pidana yang 
didakwakan. Hal ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks hukum, serta 
kemampuan untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap kesaksian, dokumen, dan bukti 
forensik yang disajikan.​
​
Selain itu, hakim harus menghadapi tantangan yang unik dalam kasus-kasus pelanggaran 
HAM yang berat, seperti kesulitan dalam memperoleh kesaksian yang dapat dipercaya dan 
resistensi terhadap bukti elektronik yang mungkin memerlukan interpretasi teknis yang 
rumit. Hakim harus peka terhadap kemungkinan adanya manipulasi atau hilangnya bukti, 
serta harus memastikan bahwa proses evaluasi tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. 
Dalam konteks ini, integritas dan netralitas hakim sangat penting untuk menjamin bahwa 
keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan hukum, dan bukan pada spekulasi atau 
asumsi yang tidak berdasar.​
​
Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum 
yang berlaku seperti asas praduga tak bersalah. Hakim wajib memastikan bahwa setiap 
keputusan yang diambil berdasarkan evaluasi bukti dilakukan dengan cermat dan adil, 
sehingga tidak hanya menghormati hak-hak terdakwa tetapi juga memberikan keadilan bagi 
korban. Evaluasi bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek yang 



relevan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan penegakan hukum dan 
keadilan yang seadil-adilnya di Indonesia.​
​
 

3. Tantangan dalam Pembuktian Kejahatan terhadap Kemanusiaan 

a. Kesulitan dalam Menghadirkan Saksi 

Menghadirkan saksi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat sering kali 
menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan ancaman fisik dan mental 
yang dapat mempengaruhi kesaksian mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, perlindungan bagi saksi dan 
korban sangatlah penting. Perlindungan ini meliputi aspek fisik dan mental serta 
perahasiaan identitas untuk mencegah intimidasi atau ancaman yang dapat mengganggu 
proses pemberian kesaksian. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dapat 
memberikan keterangan yang jujur dan lengkap, yang mana hal ini sangat krusial untuk 
keberhasilan proses peradilan.​
​
Selain ancaman eksternal, independensi saksi juga menjadi perhatian utama. Seringkali, 
saksi memiliki hubungan kedinasan atau profesional dengan terdakwa, yang dapat 
mempengaruhi objektivitas kesaksian mereka. Untuk mengatasi ini, penting untuk 
melakukan verifikasi dan penilaian independensi saksi secara ketat. Prosedur pemeriksaan 
silang yang efektif dapat membantu mengidentifikasi potensi bias atau konflik kepentingan. 
Di samping itu, praktik terbaik internasional, seperti penggunaan teknologi teleconference 
dalam persidangan atau pelaksanaan sidang di lokasi dekat saksi, dapat dipertimbangkan 
untuk memastikan integritas dan keakuratan kesaksian, meskipun hal ini belum diatur 
secara eksplisit dalam hukum Indonesia.​
​
Hakim memegang peran penting dalam proses ini dengan memastikan bahwa setiap 
perbedaan dalam kesaksian dapat dieksplorasi secara mendalam dan dibandingkan dengan 
bukti lainnya. Hal ini melibatkan penggalian lebih lanjut dari keterangan saksi untuk 
menemukan fakta baru atau memperkuat bukti yang ada. Dengan demikian, pengadilan 
dapat memaksimalkan penggunaan semua informasi yang relevan untuk mencapai keadilan 
dan kebenaran materil dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Pendekatan ini tidak 
hanya memperkuat proses peradilan tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
sistem peradilan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

b. Kendala Teknis dalam Mengumpulkan Bukti 

Mengumpulkan bukti dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia 
menghadirkan tantangan teknis yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah 
kompleksitas dalam mengidentifikasi dan mengamankan lokasi kejadian yang sering kali 
tersebar dan sulit dijangkau. Lokasi kejadian sering berada di daerah terpencil atau 



terisolasi, sehingga memerlukan perencanaan logistik yang matang untuk mengumpulkan 
bukti fisik dan dokumenter yang relevan. Tantangan ini diperburuk oleh kemungkinan 
kerusakan atau hilangnya bukti akibat berjalannya waktu sejak insiden terjadi, yang dapat 
mengakibatkan bukti menjadi tidak dapat digunakan dalam proses hukum.​
​
​
​
Aspek penting lainnya adalah tekanan sosial dan politik yang dapat menghalangi akses 
terhadap informasi dan saksi. Di beberapa kasus, saksi atau korban mungkin merasa takut 
untuk memberikan informasi karena ancaman pembalasan atau intimidasi. Meskipun 
perlindungan saksi dan korban diatur oleh hukum nasional dan internasional, 
implementasinya sering menghadapi hambatan di lapangan. Oleh karena itu, dalam konteks 
pelatihan yudisial, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kendala teknis ini berdampak 
pada proses hukum dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 
efektivitas pembuktian di pengadilan.​
​
​
​
 

c. Perlindungan Saksi dan Korban 

Perlindungan bagi saksi dan korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah 
memastikan bahwa perlindungan yang diberikan benar-benar efektif dalam melindungi fisik 
dan mental saksi serta korban dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan. Meskipun 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 
telah menyediakan kerangka hukum yang kuat, pelaksanaannya di lapangan sering kali 
menghadapi kendala teknis dan kurangnya sumber daya. Aparat penegak hukum dan aparat 
keamanan perlu dilatih lebih lanjut untuk dapat memberikan perlindungan yang memadai 
sesuai dengan standar hukum yang ada.​
​
Selain itu, salah satu tantangan signifikan adalah menjaga kerahasiaan identitas saksi dan 
korban. Dalam praktiknya, ini memerlukan strategi khusus, seperti penggunaan teknologi 
yang aman untuk komunikasi dan pengumpulan informasi, serta metode pengamanan 
khusus selama proses persidangan. Tanpa langkah-langkah ini, saksi dan korban mungkin 
enggan untuk memberikan kesaksian yang dapat mengungkapkan informasi penting terkait 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Oleh karena itu, pengembangan metode inovatif 
dan penerapan teknologi yang tepat dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan ini.​
​
Terakhir, upaya untuk meningkatkan kepercayaan saksi dan korban terhadap sistem 
peradilan juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Hal ini dapat dilakukan melalui 
peningkatan komunikasi antara aparat penegak hukum dan komunitas lokal, serta 
memastikan adanya mekanisme pengaduan yang efektif bagi saksi dan korban yang merasa 
bahwa perlindungan yang diberikan tidak memadai. Dengan demikian, pemerintah dan 



lembaga terkait harus terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mengembangkan kebijakan 
dan praktik yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan saksi dan korban 
dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.​
​
 

d. Pembuktian Niat dan Pengetahuan Pelaku 

Pembuktian niat dan pengetahuan pelaku dalam kejahatan terhadap kemanusiaan 
merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan khusus, mengingat unsur mental dari 
kejahatan ini harus dibuktikan dengan seksama. Dalam konteks hukum internasional, niat 
pelaku harus dibuktikan dengan menunjukkan bahwa pelaku menyadari tindakannya 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil. Hal ini 
tidak berarti bahwa pelaku harus mengetahui setiap detail dari serangan tersebut, namun 
cukup memahami bahwa tindakan mereka berkontribusi pada pola serangan yang lebih 
besar. Pengadilan hak asasi manusia internasional, seperti ICTY, sering kali menekankan 
pentingnya kesadaran pelaku terhadap konteks serangan, yang dapat dibuktikan melalui 
bukti bahwa pelaku bertindak dengan niat atau kecerobohan yang disengaja (dolus 
eventualis).​
​
Lebih lanjut, dalam upaya membuktikan niat dan pengetahuan, penting untuk menyoroti 
bahwa tindakan pelaku harus selaras dengan kebijakan atau rencana dari negara atau 
organisasi yang mendukung serangan tersebut. Pembuktian ini krusial untuk memastikan 
bahwa tindakan pelaku tidak sekadar dianggap sebagai kejahatan biasa atau kejahatan 
perang, tetapi sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Standar hukum 
internasional tidak mengharuskan pelaku mengetahui setiap aspek dari kebijakan tersebut, 
melainkan cukup bahwa mereka menyadari bahwa tindakan mereka sejalan dengan 
serangan sistematik atau meluas yang ditujukan terhadap penduduk sipil. ​
​
Dalam praktiknya, pembuktian niat dan pengetahuan dapat didukung oleh berbagai bukti, 
termasuk dokumen, kesaksian ahli, dan kesaksian saksi yang menunjukkan bahwa pelaku 
mengetahui risiko dari tindakan mereka dan tetap melanjutkan tindakan tersebut. Kasus 
internasional, seperti yang ditangani oleh ICTY dan ICTR, menunjukkan bahwa kesadaran 
pelaku terhadap konteks serangan sering kali dibuktikan melalui pola tindakan mereka 
yang konsisten dengan tujuan serangan tersebut. Dengan demikian, pembuktian niat dan 
pengetahuan dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan memerlukan analisis yang 
mendalam dan cermat terhadap setiap elemen mental yang relevan. 
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